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KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan  
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada 
penulisan tesis ini, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 
1. Penerapan asas proporsionalitas pada PPJB Apartemen Taman Melati 
Yogyakarta belum memberikan keadilan bagi konsumen dilihat dari 
tahapan kontrak, karena informasi yang didapatkan oleh pembeli dari 
brosur ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen termasuk dalam tahap pra kontrak. Terkait 
tahap kontrak asas kebebasan berkontrak belum dapat diterapkan 
maksimal karena pembuatan kontrak tidak dilakukan oleh kedua belah 
pihak, melainkan ditentukan terlebih dahulu oleh Developer, sehingga 
PPJB tersebut termasuk kontrak baku. Penerapan asas proporsionalitas 
pada PPJB ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang 
Rumah Susun lebih adil dibandingkan ditinjau dari ketentuan hukum 
perjanjian yang sebagian bersifat memaksa dan mengatur, karena 
proporsionalitas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang 
bersifat memaksa, dimana kewenangan tersebut didelegasikan kepada 
Tim Apprisal yang tidak berhubungan dengan Pihak Pertama maupun 
dengan Pihak Kedua. 
2. Perlindungan secara preventif terhadap pihak bank dilakukan dengan 





Debitur wanprestasi adalah melakukan Perjanjian Penyerahan Jaminan 
dan Pemberian Kuasa (PPJPK) dengan Nasabah dibuat dihadapan 
Notaris, karena dalam hal ini jenis jaminan berupa Apartemen Taman 
Melati belum selesai dibangun. Kedua, melakukan Perjanjian Beli 
Kembali (Buy Back Guarantee) dengan APP yang dibuat dihadapan 
Notaris, bahwa APP bersedia membeli kembali atas unit Apartemen 
yang dibeli AF yang mendapat fasilitas pembiayaan apabila 
pembangunan Apartemen tidak dapat diselesaikan 100% dan selama 
Debitur menunggak angsuran. Perlindungan secara preventif terhadap 
konsumen adalah melakukan Akad Istishna dengan BTN dan Akad 
Wakalah, karena secara prinsip Apartemen telah menjadi milik Bank, 
selanjutnya Bank memberikan kuasa kepada Nasabah dan setuju untuk 
menyediakan fasilitas pembiayaan.  
  
B. Saran  
Berdasarkan keseluruhan penulisan tesis ini, maka penulis memberikan 
saran sebagai berikut: 
1. Sebaiknya ada koordinasi antara Tim Legal dengan Tim Marketing 
dalam memberikan informasi kepada masyarakat baik melalui agen 
pemasaran/ sales marketing maupun melalui iklan brosur. 
2. Bagi pembentuk undang-undang sebaiknya pembentuk undang-undang 
membuat peraturan perundang-undang yang mengatur tentang kontrak 
baku, karena sampai saat ini belum peraturan perundang-undangan yang 
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Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta, dan Akta Kepmusan Sirknler Pemegang Saham No. 19 tanggal 15 Agusrus 2016 (15-08-2016) yang dibuat oleh dan dihadapan Etry
Nugrahawati, SH, Notaris di Bekasi, berdomisili dan berkedudukan di Jakarta, d?lam hal ini div.akili okh AGUS SITABA dalam kedudukannya selak'U Direktu.- lltama dan














DataIll hal ini bel1indak untuk dan atas nama scndiri. Untuk selanjlltnya di dalam pe~ial1jian ini disebut sebagai PIHAK K EDLA.
PIHAK PERTAMA dan PJHAK KEDUA, untuk selanjutnya, secara bersama-sama disebur 5ebagai "PARA PIHAK" (tennasuk mereka yang ditunjuk atau penggulIli yang. menurut hukum
mengganrikan salah satu pihak dari PARA PIHAK).
-----DENGAN IN! MENERANGKAN---
Bahwa PlHAK PERTMIA adalah perusahaan pengembang yang membangun Apartelllen,Rukan,Kios,dan Komersial Area dengan sistem Hak Milik atas SalUan Rumah SliSUIl di alas sebidang
tanah yang terletak di JL Selokan Mataram, Kcl. Sinduadi. Kec. MJati. Sleman, Daerah Istime""'a YOhJYakarta yang dikenal sehagai Kawasan ..APARTEMEN TAMAN MELATI YOGYAKARTA
@SJNDUADI" dan PIHAKPERTMIA bennaksud untuk memasarkan lmlt-unit di dalam gedung tersebut dalam Satuan Rumah Susun yang tempat dan lokasinya telah ditentukan.
Bahwa PIHAK KEDUA telah memilih. dan bennaksud untuk membdi Satuan Rumah SUSUIl yang ada di Apartemen "TAMAN MELATJ YOGYAKARTA @SINDUADI" tersebul.




Bangunan ini dikenal sebagai Gedung APARTEMEN TMIlAN MELATI YOGYAKARTA @SJNDUADI terletak di Jalan Selokan Mataram.



















22.3 m2 (semigross) 18.1 m:l (Netto)
(Kcpastian luns netto akan diukur dan ditentukan okh Badao Pertannhan Nasional yang dituangkan di dalam Sertipika£ Hak Milik atas
Sat.uan Rumah Susun (SH\1 SARUSUN»)
Hunian
Harga di atas sudah tennasuk :
a. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
b. Ijin Mendirikan Bangnnan (lMB) Induk
c. Biaya pembuatan Sertipikat Hak Milik alas Satuan Rumah Suslln (Sf IVl SARUSUN), Aktn Jual BeIi, Balik Nama Sertipikar ke atas nama Pihak Kedua.
Dan penyelesaian Sertipikar Bak l\1ilik atas SanHlO RWllah Susun (SHM SARUSUN) sampai dengan baJik nama sertipikar ke atas nama Pihak Kedua sdambat-lambatnya 4~
(empat puIuh delapan) bulan sejak serah terima unit.
d. Biaya penyediaan instalasi air (Air PDA1\.-1)
e. Biaya Penyambtmgan listrik scsuai Lampiran 3
Unit AC split scsuai Lampiran 3
Biaya-biaya yang menjadi beban PIHAK KEDUA adalah tennasuk tctapi tidJk terhatas pada .
a. Bea Pero}ehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang akan dibayarkan pada saar Akta Jual Bdi (AlB} akan dilaksanakan dengan mlai sesuJi ketentllan yang berlaku.
b. Biaya Pcngurusan Kredit Bank (KPA) jika menggunakan fasilit8s KPA Bank
e. Biaya Administrasi pembuma.n PPJB (notariil) besel1a Addendum (hila ada) dan blaya pembuatan Addendum PPJB (noll notariil) sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh
ribu rupiah) (bila ada)
d. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas unit yang dibeli yang dikenakall s~jak serah terima unit tersebllt.
e. Biaya Pemeliharaan Lingkungan akan ditinjau kembali setelah terbentuknya Perhimpunan Pemilik dan Penghuni S:'\ttJ::ln Rumah Susun (PPPSRS). luran pengdolaan kawasan
akan ditinjau kembali setelah terbenruknya Pengelolaan Kawasan.
Biaya pemakaian Air pada unit apartemen sesuai dengan kubikasi air yang tertera pada Meter air yang pembayarannya dibayarkan kepada Pengelala Gedung seriap bulannya.
Besaran harga satuan kubikasi air ditentukan oleh Pengelola G~dullg.
g. KWH yang disediakan adalah ::>istem KWH ~'teter Prabayar .lenis voucher untuk pengisian Iistrik yang sesll(li KWI I meter yang ada. hanya dap:H di beli di Pengelola Gedung.
h. 13iaya pemasanganipenyambllngan instalasi diluar tersebut diatas harus dcngan ijin pengelola gedung dan biaYlil di[3nggung Pihak Kcdua (hila ada).







CAR<\ & JAD\VAL PEMBAY ARAN UNIT
( Sesuai lampiran 4 )
LOTPARKIR
PIHAK KEDUA tidak mendapat lot parkir balk Re:;erve muupun Unreserve. Kerentuan mcngenai penggunaan lot parkir diatur oleh PIHAK PERTAlvlA selaku pengelola Gedung
sampai Jengan tcrbentuknya Perhimpunan PemiJik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS)
LAIN-L'\IN
A. luran Pengdolaan/Service Charee dan Dana Cadangan/Sulh.ing fund dan luran Pengdnlaan Kawasan dibayarkan sekaliglls $t:llJP 6 (enam) b\llan dimuhu pada saar ranggal
Berita Acara Serah Terim::t (RAST) Unit dan akan ditinj::m secara periodik riap I (salu) mhun sebli oleh PengeloJa Gcclung/Ka\,,'as<1l1.
B. Ndai Perbandiugan Proporsional (NPP) akan l1itentubm secara resmi oleh lnstansi yaHg Le.f\\cnang.
C. Jadwal pembayaran biaya-biaya sest:ai Lampiran 1 Pasal 3,4.9 dan Lampiran 4.





Wifi Public Area (berbayar)
Ruang Serbaguna (untuk pernakainIl pribadi)
Biaya Penggllnaan Fasilitas Komersiaf tersebm c.iitenlll.kan oleh Pengelola Gcdung dan l1apat bc:rllbah se\\i3ktu - waktll.
Perjanjian ini merupakan satu kesaruan yang tidak dapal dipisahkan dari syarat dan kondisi yang dltentukan puda pas21l-pasClI dalam Lampiran Perjanjian.
Demikiall Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani ofeh PARA. PIHAK dalam rangkap 2 (dua) dim:ma dihubllhi matera; secukupnya sl:lla rnempunyai kekumilll hukum yang s::lIna pada hari dan
tanggal yang disebutkan di atas,
P1HAK KEDUA, PIIJAK PERTAMA,




















Denah ini hanya menunjukkan lokasi Obyek Perjanjian (Satuan Rumah Susun). Atas pertimbangannya sendiri~ Pihak Pertama berhak sewaktu - waktu dan tanpa










Dinding Interior Kamar Mandi
PINTU DA!\ JENDELA
Kusen & Daun PintuUtanla
Kusen & Daun Pintu Kamar
Jendela & Daun Pintu Balkon
















Sistenl BaIok, Plat Kolom, dan Shear Wall
Kusen Alumuniunl & Kaca, Bcton Prccast, Rata Ringan, Finishing Cat
Hata Ringan Dengan Finishing Cat
Bata Ringan finish ing pasangan keran1ik
: Kayu Engineering
Kayu Engineering
: AluDlunium & Kaca
\VPC (Wood Plastic Composite)
: Beton Exposed dan Gypsum board Finishing Cat
: Gyp~um water resistant dengan finishing cat
: Gypsum board dengan finishing cat
: GypSUlll water resistant dengan finishing cat
: 1300 VA (Studio, IBR)
2200 VA (2BR)
: 3300 VA (3 BR)
: 2200 VA Kios & KOlnersial Area
: 5500 VA Rukan
: Type Studio : I (satu) unit AC split (Terpasang)
Type 1 DR : 1 (satu) unit AC split (Terpasang)
: Type 2 BR : 2 (dua) unit AC split (Terpasang)
: Type 3BR : 3 (tiga) unit AC split (Terpasang)






CARA DAN JAD\VAL PEMBAYARAN
No. : 11-05/TMY-SARJPPJB/2017
Tanggal : 17 Mei 2017
Nama Pembeli Anik Priyanti, A.Md
Alamat (KTP) Cokrowati RT/RW 0011 001






No. KTP : 3310194508900001
Tower : A Lantai 01 No. Unit: 16
Tipe Studio A
Luas : 22.3 m2 (Semi Gross) 18.1 m2
(Kepastian luas netto akan diukur dan ditentukan oleh Badan Pertanahan Nasional yang dituangkan di dalam Sertipikat Hak Milik atas Satuan Rllmah SuslIn
(SHM SARUSUN»
Arah Hadap : Timur I Tenggara
Sumber Infonnasi 0 Pameran 0 Billboard 0 Spanduk 0 Flyer I Brosur Lainnya.....
Kunjungan Proyek 0 Iklan Koran D lklan Radio 0 SMS
Sumber Pembiayaan : D Penghasilan D Tabungan D Hibah / Warisan 0 Pinjaman Bank 0 Lainnya.....
Tujuan Pembelian 0 Digunakan sendiri D Investasi D Hadiah D Lainnya .....
Minat membeli produk kami D Di Jakarta 0 Di Bekasi D Di Surabaya D Di Matang D DiBalilainnya
D D DDi Jatinangor Di Depok Oi ........•.....
Kesediaan menelima newsletter D Va, Bersedia 0 Tidak bersedia
Cora Pembayaran KPP
Harga sebelum discount (Excl. PPN) Rp. 545,454,545
Discount Rp.
Harga setelah discount (Excl. PPN) Rp. 545.,454,545
PPN 10% Rp. 54,545,455
Barga setelah discount (Incl. PPN) Rp. I 600,000,000 I
Jarlwal Pembayaran
Uraian Tanggal Jumlah
Uang Muka ~ 1 22-Apr-20 15 15,000,000
Uang Muka - 2 22-Apr-20 15 120,000,000
Uang Muka- 3 22-May-2015 465,000,000
TOTAL Rp. 600,000,000
(Sudah tennasuk PPN, NB, Sertifikat & Balik Nama)
Belurn tCITIlasuk Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ( BPHTB)
  
Lampiran 1
PerjarJiian Pengikatan JuaJ BeN Satuan Rumah Susun Taman Me/aU Yogyakarta @5induadi
Pihak Pertama dan Pihak Kedua untuk selanjutnya secara
bersama-sama disebut QPara Pihak/ terlebih dahulu menerangkan
bahwa Pihak Pertama bermaksud menjual Satuan Rumah Susun.
(untuk selanjutnya disebut nUnit"), sebagaimana dimaksud di
dalam perjanjian ini kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua
berkeinginan untuk membeli Unit sebagaimana dimaksud dalam
peljanjian inL namun berhubung=
a) Harga Jual Beli Beli atas Unit tersebut belum difunasi
seluruhnya oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama.
b) Pelaksanaan jual bell atas Unit belum dapat
dilakukan/dilangsungkan antara kedua belah pihak
secara resmi dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah
(PPAT) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
yang berlaku.
maka Para Pihak dengan inj sepakat untuk menuangkan
kesepakatan-kesepakatan yang telah mereka capai dalam
Perjanjian Pengikatan Jual Beli ini.
Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Para Pihak
setuju untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Pengikatan Jual
BeJi (untuk selanjutnya disebut "Perjanjian'1 ini t menurut syarat~
syarat dan ketentuan~ketentuan sebagai be~i.~ut:
Pasal1
DEFJNISI
Istilah¥istilah yang dipakai dalamPedanjian ini, kecuali secara
tegas diartikan lain, mempunyai arti sebagaimana dyelaskan di
bawah ini:
a. ••Anggaran Oasar" berarti Anggaran Dasar dari
Perhimpunan PemHik dan Penghuni Rurnah Satuan Rumah
Susun (PPPSRS) termasuk setiap perubahannya,
tambahannya serta modifikasinya yang akan dipersiapkan
dan diberlakukan oleh Pihak Pertama sebagai pengefola dan
atau Pengurus Perhimpunan Penghuni Rumah Susun
sementara selama Perhimpurtan Penghuni Rumah Susun
beJum dibentuk dan mampu melaksanakan tugas¥tugasnya.
b. ffAnggaran Rumah Tangga ll adalah Anggaran Rumah
Tangga dari Perhimpunan Pemitik dan Penghuni Rumah
Satuan Rumah Susun (PPPSRS) termasuk setiap
perubahannyal tambahannya serta modiflkasinya yang akan
dipersiapkan dan diberlakukan oleh Pihak Partama sebagai
pengelola dan atau Pengurus Perhimpunan Penghuni
Rumah Susun selama Perhimpunan Penghuni belum
dibentuk dan mampu melaksanakan tugas-tugasnya.
c. UBagian Bersamau adalah bagian dari Satuan Rumah
Susun yang dimiliki secara tidak terpisah untuk pemakatan
bersama dalam kesatuan fungsi dengan satuan-satuan
Rumah Susun, seperti oamun tidak terbatas pada pondasi,
kolom, sloot balok - balok luar t penunjang, dinding - dinding
struktur utama. atap~ jaringan air bersih, jaringan listrik,
jaringan telepon, pintu .... pintu, tangga, ruang untuk umum,
jalan masuk dan jalan keluar dari gedung, ruang untuk
umum, koridor dan selasar.
d. "Benda Bersama u adalah bendaNbenda atau barang-barang
yang bukan merupakan bagian dari Satuan Rumah Susun
tetapi yang dimiliki bersama secara tidak terpisah untuk
pemak.aian bersama, seperti namun tidak terbatas pada
pertamanan yang ada di atas tanah bersama, pelataran
parkir. penangkaf petir. fasifitas olahraga dan rekreasi di aras
tanah bersama. pos jaga, dan taman.
e. uTanah BersamaH adalah bidang tanah hak guna bangunan
(HGB)atas nama Pihak Pertama yang digunakan atas dasBr
hak bersama secara tidak terpisah yang di atasnya berdiri
rumah susun dan ditetapkan batasnya dalam persyaratan
izin mendirikan bangunan.
f. .tBerita Acara Serah Terimatf berarti suatu bukU serah
terima pengalihan secara fisik Unit dari Pihak Pertama
kepada Pihak Kedua dalam bentuk dan isi sebagaimana
yangakan dibuat oleh Pihak Pertama.
g. nBerita Acara Pemaikan" berarti suatu Berita Acara yang
menyatakan bahwa Pihak Pertama telah selesai
Pihak Kedua harap membaca isi Perjanjian ini dengan telitL
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melaksanakan kewajibannya dalam melakukan perbaikan.
apabila ada.
h. "Biaya Pemeliharaan,f berarti setiap pengeluaran. tagihan
atas Sagian Bersama dan/atau Benda Bersama dan/atau
Tanah Bersama termasuk tetapi tidak terbatas pada
tagihan-tagihan listrik, asuransi {tidak termasuk untuk
barang-bcfrang atau isi Unit}, pembersihan, pengelolaan,
perbaikan-perbaikan, jumlah dan biaya-biaya mana akan
ditentukan dan diberitahukan oleh Pihak Pertama (sebagai
pengelota sementara sebelum terbentuknya PPPSRS.
kepada Pihak Kedua sesuai dengan luas Unit. Biaya
Pemeliharaan yang dialokasikan uotuk barang atau jasa
yang bersifat sehari-hari akan disebut "luran Pengetolaan
(Service Charget. sedangkan Biaya Pemeliharaan yang
dialokasikan untuk cadangan pengeluaran yang besar
seperti namun tidak terbatas pada perbaikan lift,
pengecatan gedung. penggantian genset akan disebut
"Dana Cadangan (Sinking Fund)".
L "furan PengeJolaan Kawasan" adalah setiap pengeluaran,
tagihan atas pengeloJaan kawasan yang jumlah dan biaya-
biaya mana akan ditentukan dan diberitahukan oleh Pihak
Pertama seperti namun tidak terbatas pada keamanan
Iingkungan kawasan, kebersihan kawasan. penerangan
kawasan.
j. "Biaya Peng9unaanlt berarti setiap pengeluaran tagihan-
tagihan dan iuran-iuran lain berkenaan dengan penggunaan
dan pemakaian fasilitas-fasilitas atas Unit sesuai dengan
sifat pemakaiannya, termasuk tetapi tidak terbatas pada
tagihan-tagihan tetepon, listrik dan air yang digunakan pada
Unit yang bersangkutan serta tempat parkir.
k. uBPHTB atau Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
BangunanU berarti pajak yang dikenakan atas perolehan
hak atas tanah dan bangunant yang besamya ditentukan
berdasarkan peraturan perundang~undanganyang berlaku.
I. ttGambaru , berartigambar Unit yang dilampirkan dalam
Perjanjian ini. sebagaimana tercantum daJam Lempiran 2.
m. '*Harga Jual Belin berarti jumJah uangyang harus dibayar
oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama untuk membeU
Unit. Harga Juat Beli termasuk Pajak Pertambahan Nilai
(PPN). tetapi tidak termasuk Pajak Pertambahan NUai
Barang Mewah (PPNBM) atau pajak-pajak lainnya yang
waJib ditanggung dan dibayar oleh Pihak Kedua.
n. "Nilai Perbandingan Proporsional (NPP)tt berarti angka
yang menunjukkan perbandingan antara besarnya hak
Pihak Kedua terhadap hak atas Bagian Bersama, Benda
Bersama dan Tanah Bersama, dihitung berdasarkan Iuas
Unit yang bersangkutan terhadap jumlah luas seluruh
bangunan.
o. "SatuanRumah Susun: Apartemen, Rukan, Kios dan area
komersial" berarti Satuan Rumah·Susun dt Rumah Susun,
yang telah dipilih dan dimaksudkan untuk dibeli oleh Pihak
Kedua dari Pihak Pertama. yang tujuan dan penggunaan I
peruntukannya sebagaimana dimaksud dalanl Peljanjian ini
dan menjadi obyek dart Perjanjian ini dan merupakan
Satuan Rumah Susun sebagaimana diatur dalam Undang -
Undang Nomor 20 tahun 2011 tentang Rumah Susun dan
peraturan peJaksanaannya (berikut peraturan perubahannya
di kemudian hari), sebagaimana diuraikan daJam Pasal 2.1
perjanjian int
p. nperhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah
Susun (PPPSRS)" berarti perhimpunan para penghuni
Satuan Rumah Susun sebagaimana akan ditentukan dalam
Anggaran Dasar sesuai dengan peraturan yang berlaku.
q. npeng~lola Kawasan" adalah pihak yang metakukan
pengetolaan kawasan. termasuk namun tidak terbatas pada
jalan lingkungan, infrastruktur, penerangan lingkungan pada
Kawasan Taman Mefati Yogyakarta @Sinduadi.
r. npPNu berarti Pajak Pertambahan NUai yang besarnya
sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan yang berJaku.
s. uPPhn berarti Pajak Penghasilan yang besarnya
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t "PPNBM" berarti Pajak Pertambahan NilaiBarang Mewah
yang besarnya sebagaimana ditentukan oleh peraturan yang
beriaku. apabi'a terhadap juaf bell alas Bonini dikenakan
PPNBM,
u. IISertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun (SHM
SARUSUN)" berarn serupikat sebagai alat pembuktian yang
kuat merupakanalat bukti hak mink atas Unit yang
merUOak2ln satu kesatuan tidak terpisahkan dan dgilid dalam
satu samput dokumeo, yang terdiri atas:
i. Salinan Buku Tanah dan Surat Ukur atas Hak Tanah
Bersama.
ii. Gambar Denah Tingkat Satuan Rumah Susun yang
bersangkutan. yang menunjukkan )etak Unit yang
dimifiki.
iii. Pertelaan mengenaj besarnya bagian hak atas
Bagian Bersama. Benda Bersama dan Tanah
Bersama.
v. tJAkta Jua' Belin berarti akta jual beli Unit yang akan
ditandatangani olen dan antara Para Pihak dihadapan
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang berwenang
sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan
sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-
undangan yang berJaku.
W. "Tata Tertib Penghunian#' berarti tata tertib penghunian
yang diberJakukan oleh Pihak Pertama sebagai pengelola
sementara Satuan Rumah Susun.
x. Luas Gross, adatah tuas yang dihitung secarakeseluruhan
dart luasan bangunan (permukaan dindingluar permanen).
dihitung seluruh luas lantai yang ada termasuk basement,
lantai ruang peralatan M/Et mezzanine, balkon, atap, ruang
tangga t dan sebagainya, termasuk shaft dan kolom.
y. Luas Semi Gross, adalah luas netto ditambah pro-rata porsi
dari total luasan area bersama (common area). Area
bersama yang dimaksud adalah lobbyt toilet umum yang
berada di luar unit yang duuaJ atau disewakan, koridoc ruang
service (ME), gUdang dan lain Jain tidak termasuk shaft shaft
dan kolom.
z. luas Netto, adalah luas yang dihitung/diukur dari permukaan
dinding dalam, (dinding pembatasantar unit). Tidak termasuk
shaft & luas tapak kotom yangberada di dalam unit, dan
merupakan hasil pengukuran dar; Badan Pertanahan
Nasional (BPN) serta yang tercantum dalam Sertifikat Hak
Milik atas Satuan Rumah Susun (SHM SARUSUN).
Pasal2
PENGIKATAN JUAL BELl
2.1. Pihak Pertama denganini setuju dan mengikatkan dirinya
untuk menjual kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua dengan
ini setuju dan mengikatkan din untuk membeli dari Pihak
Pertama hak milik atas 1 (satu) unit Satuan Rumah Susun
dengan jenis, tempat I lokasi danluas sebagaimana
dimaksud dalam Perjanjian ini dan digambarkan dalam
lampiran 2 Perjanjian ini.
2.2. Hak mdik atas Unit meliputi juga hak atas Bagian Bersama,
Benda Bersama dan Tanah Bersama sesuai dengan Nilai
Perbandingan Proporsionatnya (NPP).
2.3. Kepastian luas netto akan diukur dan ditentukan oleh Badan
Pertanahan Nasional yang dituangkan di datam Sertipikat
Hak MiHk atas Satuan Rumah Susun {SHM SARUSUN}.
Apabila terdapat perbedaan luas antara luas yang tercantum
dalam Perjanjian ini dengan luas dalam Sertipikat Hal< Milik
Atas Satuan Rumah Susun. maka kedua belah pihak setuju
dan sepakat untuk tidak mengadakan klaim (tuntutan atau
gugatan) apapun.
2.4. Untuk perhitungan Biaya Pemeliharaan (luran
PengelolaanlService Charge dan Dana CadanganlSinking
Fund), serta luran PengeJolaan Kawasaor kedua belah pihak
setuju untuk tunduk kepada luas yang tercantum daJam
Peganjian ini.
2.5. Para Pihak telah mengetahui bahwa gambaran atas Unit
Pillak Kedua harap membaca isi Perjanjian ini dengan teHti.
sebagaimana terdapat dalam Lampiran 2 Perjaryian inL
Oalam keadaan lertentu. bentuk. design. atau lay-out daTi
Unit dapat berubah baik untuk menyesuaikan dengan
konstruksi. design, maupun lay-out Satuan Rumah Susun
secara keseluruhan atau untuk menyesuaikan dengan
ketentuan dari instansi yang berwenang, Dengan demikian
maka Para Pihak khususnya Pihak Kedua dapat menerima
adanya perubahan-perubahan darigambaran umum atas
Unit sebagaimana digambarkan dalam lampiran2
Perjanjian ini.
Pasal3
HARGA JUAl BELl DAN CARA PEMBAYARAN
3.1. Para Pihak dengan ini menyatakan setuju bahwa besarnya
Harga Jual Beli berikut dengan tahapan pembayaran atas
Unit adalah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur
dalam lampiran 4 (eara dan Jadwal Pembayaran Unit).
3.2. Setiap pembayaran Harga Jual BeH beserta jumlah tJaog
lain yang harus dibayar oleh Pihak Kedua kepada Pihak
Pertama menurut Perjanjian ini harus ditakukan melatui
rekening Pihak Pertama sebagaimana disebut datam
Lampiran 4.
3.3. Setiap pembayaran Harga Juat Beti beserta jumlah uang
Jain yang harus dibayar oleh Pihak Kedua kepada Pihak
Pertama menurut Perjanjian ini haru$ dilakukan secara
penuh, tanpa potongan. Pembayaran melalui transfer ke
rekening Pihak Pertama diakui setelah dana yang
bersangkutan efektif diterima/dibukukan dalam rekening
Pihak Pertama dan kemudian diketuarkan kwitansi resmi
oleh Pihak Pertama.Setiap pembayaran dart Harga Jual
beserta jumlah uang lain dibayar melalui rekening :
Bank Mandiri (Persero) Rek No. 1370013700709 atau Bank
BeA Rek. No. 0373444496
a/n PT Adhi Persada Properti
3.4. Pihak Keduawqjib melakukan pembayaran kepada Pihak
Pertama dalam mata uang Rupiah (Rp).
3.5. ApabHa sisapembayaran dilunasi secara angsuran melalui
pinjaman dari l3ankt maka Pihak Pertamasemata..mata
hanya bersifat membantu Pihak Kedua untuk
menghubungkan dan menyampaikan kelengkapan
administrasi kepada Bank yang bersangkutao, sedangkan
pengurusan t persetujuan serta pelaksanaan pinjaman dari
Bank tersebut selanjutnya merupakan tanggung jawab
Pihak Kedua sepenuhnya.
Pasal4
KETERlAMBATAN (KELALAIAN) PEMBAYARAN DAN
URUTAN PEMBAYARAN DALAM HAL KETERLAMBATAN
PEMBAYARAN
4.1. Segala akibat hukum yang timbuJ karena pembayaran yang
tidak dilakukan menurut ketentuan dalam Perjanjian ini
merupakan risiko dan tanggungjawab Pihak Kedua.
4.2. Jika Pihak Kedua lalai atau tidak membayar angsuran
dan/atau kewajiban pembayaran tainnya berdasarkan
Peljanjian ini pada waktu dan jumlah yang tatah ditentukan,
maka Pihak Kedua wajib membayar kepadaPihak Pertama
denda sebesar1%o (satu permit) per harikalender yang
dihitung dari jumtah angsuran maupun kewCliiban
pembayaran Jainnya yang terlambat atau kurang
pembayarannya.
4.3. ApabHa terdapat pembayaran yang dilakukan tidak sesuai
dengan daftar jadwal pembayaran maupun kewajiban
pembayaran Jain berdasarkan Perjanjian int maka untuk
pembayaran - pembayaran berikutnya akan diperhitungkan
dengan urutan pembayaran sebagai berikut:
a. Denda keterlambatan.
b. Biaya - biaya, termasuk Blaya Pemeliharaan (luran
PengelolaanlServiceCharge, Dana CadanganlSinking
Fund). luran Pengelolaan Kawasan, dan Biaya
Penggunaan, serta kewajiban pembayaran fain
berdasarkan Peljanjian ioi-
c, Pembayaran angsuran.
4.4. Jika Pihak Kedua lalai atau tidak membayar angsuran,
denda, biaya-biaya dan/atau kewajiban pembayaran fain
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seJama 30 (tiga puluh) hari katender terhitung sejak tang~al
jatuh tempo pembayaran, maka dengan lewatnya waktu saja
telah memberikan bukti yang cukup bahwa Pihak Kedua
tefah melalaikan kewajibannya kepada Pihak Pertama
berdasarkan Perjanjian ini, sehingga tidak diperlukan lagi
peringatan atau somasi apapun dan tanpa dipertukan
putusan dad pengadilan. dan Pihak Pertama berdasarkan
keJalaian Pihak Kedua tersebut berhak membatalkan
Perjanjian ini. secara sepihak serta bertaku sanksi
pembatalan, sebagaimana diatur dalam Pasat 13.1 dan 13.2
Perjanjian ini.
4.5. Apabila pembayaran dilakukan melalui bank dengan fasilitas
Kredit Pemilikan Apartemen (KPA) atau Kredit Pemilikan
Tempat Usaha (KPTU) dan kemudian hari Pihak Kedua
wanprestasi dan/atau laJai dalam melaksanakan kewajiban
terhadap bank yang berakibat timbulnya kewajiban bagi
Pihak Pertama untuk melakukan penlbayaran sisa hutang
Pihak Kedua kepada bank, maka Pihak Pertama berhak
membatalkan Perjanjian ini secara sepihak dan berlaku
sanksi PembataJan sebagaimana diatur dalam Pasal 13.1
dan 13.2 Perjanjian ini.
4.6. Apabila pembayaran dilakukan oleh bank dengan
menggunaka.n fasiitas kredit (KPAlKPTU) atas nama pihak
ketiga (selanjutnya pihak ketiga dimaksud akan disebut juga
"Debitur") yang disetujui oleh Pihak Pertama dan kemudian
hari Debitur wanprestasi dan/atau lalai datam melaksanakan
kewajibannya terhadap bank yang berakibat timbulnya
kewajiban bagi Pihak Pertama untuk melakukan pembayaran
sisa hutang Debitur kepada bank, maka Pihak Kedua
menyetujui apabila Pihak Pertama membatalkan Petjanjian
ini secara sepihak dan berlaku sanksi Pembatalan
sebagaimana diatur dalam P.~saI13.1 dan 13.2 Perjanjian ini.
4.7. Apabila proses permohonan fasilitas kredit (KPA/KPTU)
Pihak Kedua tidak disetujui oleh Bank, maka Pihak Pertama
dapat memberi kesempatan kepada Pihak Kedua untuk
merubah cara pembayaran' sesuai dengan ketentuan yang
berlaku. Dan apabUa Pihak Kedua tidak menyetyjui cara
pembayaran yang ditawarkan oJeh Pihak Pertama1 maka
berlaku ketentuan Pembatalan sebagaimana diatur dalam
Pasat 13.1 dan 13.2 Pedanjian ini.
Pasal5
PEMBANGUNAN DAN PENYERAHAN SECARA FISIK
5.1. Pihak Pertama berjanji untuk melaksanakan pembangunan
atas Unit menurut gambar denah bangunan dan spesifikasi
yang ditandatangani oleh kedua beJah pihak sebagaimana
Lampiran 2 dan lampiran 3 Perjanjian ini dan sesuai pula
dengan peraturan perundang*undangan yang berlaku,
termasuk ketentuan mengenai tata tertib pembangunan
Satuan Rumah Susun dalam wilayah Kota/Kabupaten
SJeman. OaJam hal terjadi perubahan atas letak/lokasi
dan/atau peruntukan danlatau luas (yang besarlsignifikan)
atas Unit karena perubahan, peningkatan atau perbaikan
kualitas, penyesuaian dan/atau perubahan atas
struktur/konstfuksi, arsitektur, mechanical dan electrical
(M&E), desain gambar proyek I layout f penataan I
penempatan / peruntukan alas SatuanRumah Susun dan
atau Unit karena sebab atau alasan apapun (termasuk
karena adanya suatu perubahan peraturan hukum atau
izinlpersetujuan yang berlaku), maka Pihak Kedua
menyetujui perubahan I pemindahan I penggantian unit atas
Unit berdasarkan kesepakatan kedua befah pihak, ketentuan
mana wajib dinyatakan secara tertulis oleh Pihak Kedu8
kepada Pihak Pertama dalam jangka waktu 14 (empatbelas)
hari. Setefah lewat jangka waktu tersebut maka Pihak
Pertama berhak untuk menentukan dan memutuskan sendiri
salah satu ketentuan tersebut yang akan diberlakukan
terhadap Pihak Kedua dan keputusan mana adalah sah dan
mengikat terhadap Pihak Kedua atau penerima/ pengganti
haknya, dan Pihak Kedua tidak berhak mengajukan ganti rugi
maupun tuntutan dan atau gugatan apapun kepada Pihak
Pertama.
5.2. Penyerahan fisik atas Unit akan mengacu pada Perjanjian ini
dan setelah seluruh pembayaran Harga Jua' Beti lunas.
Piliak Kedua harap membaca isi Petjanjian ini dengan teliti.
Y()("iY AKA~ 'fA
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5.3. Pihak Pertama akan menyerahkan secara fisik dan bertahap
sesuai dengan Pasaf 5.2. kecuaU:
a. Salama jangka waktu tersebut terjadi hal-hal yang
berada di luar kekuasaan Pihak Pertama atau alasan
Force Mcyeure.
b. Atas pertimbangannya sendiri Pihak Pertatna
menunda penyerahan Unit sampat dengan letah
dipenuhinya seluruhkewajiban Pihak kedua kepada
Pihak Pertama termasuk tetapi tidak terbatas pada
pelunasan seluruh Harga Jual 8enl denda-denda,
biaya-biaya dan kewajiban-kewajiban pembayaran
lainnya (bila ada) sesuai dengan ketentuan dalam
Perjanjian int.
Penyerahan mana wajib diterima oleh Pihak Kedua dan
akan dinyatakan dalam suatu Berita Acara Serah Terima.
5.4. Jika Pihak Pertama tidak dapat menyerahkan Unit daJam
jangka waktu sebagaimana tersebut daJam Pasal 5.2,
kecuafi disebabkan oleh peristiwa-peristiwa Keadaan
Kahar atau Force Majeurej maka:
a. Pihak Pertama akan dikenakan denda yang dihitung
dart sisa progres fisik keterlambatan penyelesaian
pembangunan dikaHkan Harga Jual 8eli dikalikan 1%0
(satu permit) per hari kalender.
b. Denda dihitung sejak 180 (seratusdelapan pUluh) hari
kalender setelah jangka waktu yang ditetapkan pada
PasaI5.2.
c.Maksimal denda yang akan dikenakan adalah
sebesar 3% (tiga persen) dart sisa progres fisik
keterlambatan penyelesaian pembangunan.
d. Pihak Pertama wajib untuk membayar denda
keterlambatan penyerahan pembangunan segera
setelah menerima seluruh pembayaran Harga Juat
Beli, berikut denda-dendanya (bila ada) dari Pihak
Kedua.
5.5. Apabila Pihak Pertama teJahsiap menyerahkan Unit
sebelum batas waktu tanggal serah terima dalam Pasal 5.2
di atas, maka PihakPertama akanmemberitahukan
tentang hal tersebut secara tertutis kepada Pihak Kedua 14
(empat betas) hari sebelum serah terima fisik dilaksanakan
dan Pihak Kedua wajib menerjmanya berdasarkan Berita
Acara Serah Terima dengan tetap memenuhi kevvajiban -
kewajiban pembayaran menurut Perjanjian ini.
5.6. Segera setelah Pihak Kedua menerimapemberitahuan
mengenai penyerahan pembangunan dari Pihak Pertama,
maka selanjutnya Para Pihak harus menandatangani
Berita Acara Serah Terima, denganketentuan bahwa
Pihak Kedua tidak lalai dalam memenuhi kewajiban~
kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.
5.7. Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari setetah tanggal
pemberitahuan untuk sarah terima Unit ternyata Pihak
Kedua tidak datang dan atau tidak menandatangani Berita
Acara Serah Terima karena sebab I alasanapapun, maka
Pihak Kedua dianggap menyett.tiui bahwa penyerahan
Unit, telah dilakukan dan dalam hal demikian bukti
pengiriman surat pemberitahuan untukmelaksanakan
serah terima Unit tersebut dianggap merupakan bukti yang
cukup bahwa serah terima Unit telah dilaksanakan pada
han ke-14 (empat belas) setelah tanggaJ pemberitahuan
tersebut disampaikan.
Untuk keperluan itu, Pihak Kedua dengan ini memberikan
kuas8, dengan hak substitusi. kepada Pihak Pertama
untuk dan atas nama Pihak Kedua melakukan
penandatanganan Berita Acara Sarah Terimal kuasa mana
tidak dapat berakhir oIeh sebab sebagaimana tersebut
dalam Pasal 1813 Kitab Undang*Undang Hukum Perdata
(KUHPerdata) dan sebab lain apapun juga.
5.8. S~ak tanggal penandatanganan Berita Acara Serah
Terima tersebut, segala risiko atas Unit beralih kepada
Pihak Kedua, dan Pihak Pertama tidak mempunyai
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Kedua, kecuati sebagaimana yang diatur dalam Perjanjian
int.
5.9. Sejak mulai tanggaJ serah terima Unit sebagaimana
dimaksud dalam Pasa15 Pefjanjian ini, maka segaJa risiko
dan tanggung jawab atas Unit, termasuk kewajiban
pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBS), Biaya
PemeHharaan (luran PengelolaanJService Charge dan Dana
CadanganJSinking Fund), luran Pengelolaan Kawasan, dan
Biaya Penggunaan (termasuk tetapi tidak terbatas pada
tagihan - tagihan telepon, listrik, air dan tempal parkir) dan
lain-lain, serta pemeliharaanya beraJih menjadi beban dan
wajib dibayar oleh Pihak Kedua.
Pasal6
MASA GARANSI DAN PEMEllHARAAN
6.1. Apabita Pihak Kedua menemukan kerusakanHkerusakan
atas Unit, dan atau tidak berfungsinya keJengkapan~
kelengkapan di dalam Unit dan atau terdapat pekerjaan
ruangan dalam yang belum selesai Pihak Kedua berhak
meminta secara tertulis kepada Pihak Pertama untuk
memperbaiki kerusakan tersebut dan/atau membuat
kelengkapan-kelengkapan di dalam Unit berfungsi dan atau
menyelesaikan pekeljaan ruangan dalam yang· belum
selesaL dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak
tanggal ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima.
demikian dengan ketentuan bahwa:
(i) Kewajiban Pihak Pertama tersebut dibatasi oleh desain
dan spesifikasi Unit.
(ii) Kerusakan-kerusakan dan/atau tidak berfungsinya
kelengkapan yang ada pada Unit tersebut bukan
disebabkan oleh kesalahan Pihak Kedua.
(iii) Pihak Kedua belum mengadakan perubahan dan/atau
perbaikan dalam bentuk apapun terhadap kelengkapan
yang ada pada Unit tersebut.
(iv) Permohonan perbaikan tersebut hanya dapat diajukan
1 (satu) kali. saja selama Masa Pemeliharaan dan
harus dibuat secara tertulis.
(v) Pihak Pertama tidak akan meJayani permintaan
perbaikan yang dibuat secara lisan dan dianggap tidak
pernah ada.
6.2. Daram hal Pihak Kedua menggunakan haknya
sebagaimana tersebut dalam Pasal6.1 > Pihak Pertama atas
biayanya sendiri akan memperbaiki kerusakan-kerusakan
tersebut dan atau membuat kelengkapan~kelengkapandi
dalam Unit berfungsi dalam jangka waktu 45 (empat putuh
lima) hari kalender sejak permintaan perbaikan diajukan
oleh Pihak Kedua.
6.3. Pada saat Pihak Pertama seJesai melakukan kewajibannya
melakukan perbaikan atau selambat-Iambatnya pada hart
ke 45 (empat puluh lima) sebagaiolana dimaksud dalam
Pasat 6.2, Para Pihak wajib menandatangani Berita Acara
Perbaikan.
Dalam hal Pihak Kedua tidak menandatangani Berita Acara
Perbaikan, maka untuk keperluan itu, Pihak Kedua dengan
ini memberikan Kuasa, dengan hak substitusi, kepada Pihak
Pertama untuk dan atas nama Pihak Kedua melakukan
penandatanganan Berita Acara Perbaikan, kuasa mana
tidak dapat berakhir oleh sebab sebagainlana tersebut
datam Pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
(KUHPerdata) dan sebab lain apapun juga.
6.4. Selama seluruh Harga Jua! Beli dan kewajiban pembayaran
lainnya berdasarkan Perjanjian ini belum dilunasi oleh Pihak
Kedua, maka Pihak Kedua wajib mengasuransikan Unit
terhitung sejak tan9gat serah terima Unit kepada
perusahaan asuransi yang disetujui oleh Pihak pertama
sebagai antisipasi terhadap bahaya kerusakan akibat
bencana alam. kebakaran dsb dan dengan syarat-syarat
yang ditetapkan oleh Pihak Pertama. Polis" asuransi harus
mencantumkan klausul klaim pertanggungan untuk
kepentingan Pihak Pertama dan disimpan oteh Pihak
Pertama..
Pihak Kedua harap membac~} isi Perjanjian ini dengan teliti .
YOGYAK,AKlA.
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6.5. Kerusakan atas kelengkapan-keJengkapan di dalam Unit




7.1. Pihak Kedua wajib menggunakan Unit sesuai dengan
tujuan dan peruntukan sebagaimana dimaksud dalam
PPJB BUTIR 2 dan Pasal 1 huruf o. Perjanjian ini maupun
yang ditentukan oleh instansi yang berwenang. Segala
akibat dan risiko yang .timbul karena penggunaan yang
tidak sesuai dengan tujuan dan peruntukannya menjadi
risiko dan tanggungan Pihak Kedua.
7.2. Selama Pihak Kedua karena sebab I alasan apapun juga
masih belum menyeJesaikan (meJunasi) seluruh Harga Jual
Befi, denda~dendat biaya-biaya (termasuk Biaya
Pemeliharaan} luran Pengelotaan Kawasan, dan Biaya
Penggunaan) dan kewajiban pembayaran lain yang
terhutang kepada Pihak Pertama t maka Pihak Kedua tidak
akan dan tidak boleh (dilarang) menyewakan,
meminjamkan, atau menyerahkan I membiarkan untuk
dipergunakan atau dikuasai oteh pihak lain! ketiga, atau
menJaminkan I mempertanggungkan, dengan cara apapun
kepada pihak fain atas seluruh atau sebagian Unit.
Pasal8
PERUBAHANBANGUNAN
8.1. Tanpa mengurangi ketentuan dalam pasal 7 PeIjanjian init
selama Pihak Kedua belum menyelesaikan (melunasi)
seluruh Harga Jual Beli, denda-denda, biaya.,biayadan
kewajiban..kewajiban pembayaran lain dalam Pasal 3 dan
Pasa! 4 Perjanjian inj kepada Pihak Pertama, Pihak Kedua
tidak akan dan tidak diperbotehkan (dilarang) melakukah
perubahan konstruksi. .perubahan bentuk atau perubahan
yang bersifat bagaimanapun juga atas Unit.
8.2. Jika atas Unit dilakukan perubahan yang bersifat
bagaimanapun juga oleh Pihak Kedu8, maka segala akibat
dan risiko sehubungan· denganperubahan· tersebut,
termasuk perubahanlzin MendirikanBangunan-nya,
sepenuhnya menjadi beban dan tangguog jawab Pihak
Kedua, dan mengenai hal-hal tersebut Pihak Pertama
dibebaskan .oleh Pihak Kedua dari segala tuntutan atau
gugatan hukum dari pihakketiga.
Pasal9
PENGELOlASEMENTARA,KETERLAMBATAN
PEMBAYARAN BIAYA PEMELIHARAAN (lURAN
PENGElOLAAN/S£RVIC£CHARGE DAN DANA
CADANGANISINKING FUNOJ, lURAN PENGElOlAAN
KAWASAN, DAN BIAYA PENGGUNAANBERIKUT
SANKSINY~SERTA ANGGARAN DASAR
9.1. Pihak Kedua setuju bahwa selama Perhimpunan Pemilik
dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS) belum
terbentuk secara sah dan ataubelum membentuk atau
menunjuk pengelola Satuan Rumah Susun dan belum
melaksanakan tugasnya sesuai Anggaran Dasar, maka
Pihak Pertama atau pihak lain yang ditunjuk oleh Pihak
Pertama akan bertindak sebagai Perhimpunan Pemilik dan
Penghuni Rumah Satuan Rumah Susun (PPPSRS)
sementara danJatau pengeJola sementara Satuan Rumah
Susun.
9.2. Besarnya luran PengeloJaanfService Charge, Dana
Cadangan/Sinking Fund. dan luran Pengelotan Kawasan
akan ditentukan kemudian oleh Pihak Pertama, dan dapat
ditinja~ kembali dan diubah dari waktu ke waktu oleh Pihak
Pertama sebagai pengelola sementara untuk disesuaikan
dengan teJjadinya perubahan biaya operasional atas
komponenBiaya PemeUharaan (luran PengelolaanlService
Charge dan Dana Cadangan/Sinking Fund), luran
Pengelolaan Kawasan dan Biaya Penggunaan.
9.3. Pihak Kedua wajib membayar Biaya Pemeliharaan (luran
PengelolaanlService Charge dan Dana CadanganlSinking
Fund) dan luran Pengelolaan Kawasan sekaligus setiap 6
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(enam) bulan di muka per Unit.
9.4. Pihak Kedua menyelujui bahwa karena Unit merupakan
bagian dari Satuan Rumah Susun maka Pihak Kedua wajib:
a. Membayar Biaya PemeJiharaan (luran
PengelolaanlService Charge dan Dana
CadanganlSinking Fund) dan Biaya Penggunaan
kepada Perhimpunan PemiHk dan Penghuni Rumah
Satuan Rumah Susun (PPPSRS) sementarar sesuai
tarif yang ditetapkan dari waktu ke waktu oleh
Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Rumah Satuan
Rumah Susun (PPPSRS) sementara.
b. Membayar luran Pengelolaan Kawasan kepada
PPPSRS 5ementara. Setanjutnya PPPSRS
Sementara menyerahkan iuran Pengelola Kawasan
tersebut kepada Pengelola Kawasan Taman Melati
Yogyakarta @SinduadL
c. Tunduk dan mematuhi setiap ketentuan dalam Tata
Tertib Penghuni, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah
Tangga, Peraturan Jainnya yang ditetapkan dan
diberlakukan secara umum oJeh Perhimpunan
PemiHk dan Penghuni Rumah Satuan Rumah Susun
(PPPSRS) sementara., termasuk yang berkaitan
dengan biaya pemetiharaan, pengaturan,
pengelolaan, perpakiran. dan hal..hal lain yang
bertalian dengan Satuan Rumah Susun, berikut
perubahan-perubahannya di kemudian hari.
d. Tunduk dan mematuhi setiap ketentuan daJam Tata
Tertib PengeloJaan Kawasan yang ditetapkan dan
diberlakukan secara umum oteh Pihak Pertama
selaku PengeloJa Kawasan, termasuk namun tidak
terbatas yang berkaitan dengan iuran pengelolaan
kawasan, berikut perubahan-perubahannya di
kemudian hari.
9.5. Apabila Pihak Kedua dengan alasan apapun tidak dapat
melakukan suatu pembayaran Biaya Pemefiharaan (luran
PengelolaanlSelVice Charge dan Dana CadanganlSinking
Fund), luran Pengelolaan Kawasan dan Biaya Penggunaan
tepat pada waktunya kepada Pihak Pertama dengan
memperhatikan ketentuan Pasal 5.9r Pihak Kedua wajib
membayar denda kepada Pihak Penama sebesar 1%0 (satu
permit) atas jumlah yang belumdibayarkan tersebut untuk
setiap hariketerlambatan, keterlambatan mana terhitung
sejak jatuh temPOnya pembayaran sampai dengan tanggaf
seluruh jumlah pembayaran tersebut beserta dendanya
dibayar lunas.
9.6. Tanpa mengurangi ketentuan Pasal 9.5 Pihak Pertama
selaku Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Ruma.h Satuan
Rumah Susun (PPPSRS) sementara dan Pengelola
Kawasan juga berhak mengambit tindakan-tindakan yang
dianggap baik dan menerapkan sanksi-sanksi yang
berkaitan dengan pengelolaan Satuan Rumah Susun dan
Pengefofaan Kawasan seperti termasuk tetapi tidak terbatas
pada pemutusan afiran listrik, air, dan fasilitas-fasilitas
lainnya.
9.7. Apabila kegagalan Pihak Kedua melakukan kewaJiban
pembayaran dan/atau denda seperti tersebut dafam Pasal
9.5 berlangsung 5elama 15 (lima beras) hari kalender sejak.
jatuh temponya pembayaran danJatau denda tersebut,
maka Pihak Pertama selaku Perhimpunan PemiJik dan
Penghuni Rumah Satuan Rumah Susun (PPPSRS)
sementara dan Pengelola Kawasan dapat melakukan hal-
hat sebagai berikut:
a. Memberi peringatan kepada Pihak Kedua sampai
dengan 3 (tiga) kali peringatan masing-masing dengan
tenggang waktu 7 (tujuh) hari kalender.
b. Apabila Pihak Kedua tetap tidak meraksanakan
kewajiban pembayaran tersebut setefah diberi
peringatan tersebut, selanjutnya Pihak Pertama dapat
menghentikan pemberian layanan I meJakukan
pemutusan atas aliran listrikt air, penyejuk udara (air
conditioner) sampai dengan dilunasinya pembayaran
yang tertunggak berikut dengan denda-dendanya (bila
Pihak Kedua harap membaca isi Perjanjian ini dengan teliti.
ada).
9.8. Untuk keperluan Pasal 9.6 dan Pasar 9.7 Pihak Kedua
dengan ini memberikan Kuasa dengan hak substitusi
kepada Pihak Pertama untuk melakukan pemutusan atiran
listrik, air, penyejuk udara (air conditionei), menghadap
dihadapan pihak berwenang, memberikan keterangan,
menanda-tangani surat-suraty perjanjian-perjanjian atau
dokumen-dokumen yang diperlukan, singkatnya
mefakukan setiap dan segala tindakan yang diperlukan
untuk melaksanakan apa yang diatur dalam Pasal 9.6 oleh .
sebab sebagaitnana tersebut dalam Pasaf 1813, 1814, dan
1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
dan sebab lain apapun juga.
9.9. Selama Pihak Pertama menjadi selaku Perhimpunan
Pemitik dan Penghuni Rumah Satuan Rumah Susun
(PPPSRS) sementara dan Pengelola Kawasanl Pihak
Kedua setuju bahwa Pihak Pertama tidak bertanggung
jawab atas apapun yang tefjadi berkaitan dengan
penggunaan haknya atau terhadap tindakan-tindakan
pihak ketiga terhadap Unit.
Pasal10
PENANDATANGANAN AKTA JUAl BELl
10.1. Para Pihak dengan ini setuju dan mengikatkan diri untuk
menandatangani Akta Juat Beli (AJB) segera setelah:
Sertipikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun (SHM
SARUSUN) telah diterbitkan dan didaftar atas nama
Pihak Pertama oleh pihak yang i>erwenang;
ii. Harga Jual Beli atas Unit teJah dilunasi;
iii. Berita Acara Serah Terima telah dilandatangani oleh
Para Pihak;
iv. Siaya Perneliharaan (luran .. PengelolaanlService
Charge dan Dana Cadangan/Sinking Fund}, luran
Pengelolaan Kawasan dan Biaya Penggunaan qtas
Unit untuk periodewaktu yang bersangkutan talah
dHunasL dan;
v. Ongkos, biaya, sefta pajak sebagaimana dinyatakah
dalam Pasal11 Perjanjian lelah dilunasi.
10.2., Pihak Pertama akan menyerahkandokumen SertipikatHak
Milik alas Satuan Rumah Susun (SHMSARUSUN)
selambat-Iambatnya 48 (empat pufuh delapan) .bulan
setelah serah terima unit kepada Pihak Kedua.
10.3. Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kaJender sejak
diterbitkannya Sertipikat Hak MilikatasSatuan Rumah
Susun (SHM SARUSUN), Pihak Pertama akan
memberikanpemberitahuan secara tertulis kepada Pihak
Kedua yang menyatakan bahwa Sertipikat Hak Milik Atas
Satuan Rumah Susun teJah diterbitkan dan oleh karenanya
Pihak Pertama meminta Pihak Kedua untuk segera
menandatangani Akta Juaf Sell (AJB), demikian dengan
ketentuan bahwa Pihak Kedua tidak lalai daJammematuhi
kewajiban-kewajibannya berdasarkan PeJjanjian ini.
10.4. Pada waktu melangsungkan Juaf beli dihadapan Pejabat
Pembuat Akta Tanah, Pihak Kedua wajib untuk membawa
dan memperlihatkan asH Perjanjian ini berikut kuitansi-
kuitansi atas pelunasan seluruh harg8 Jual Beli, biaya-
biaya dan kewajibanpembayaran lainnya dari Pihak Kedua
kepada Pihak Pertama berdasarkan Pefjanjian ini, serta
melengkapi semua akta, dokumen maupun surat 18innya
yang diperlukan.
10.5. Apabila Pihak Kedua tidak melangsungkan dan
menandatangani akta jual bell danmelengkapi semua
akta, 'dokumen maupun surat lainnya yang diperlukan
untuk Relengkapan pembuatanl penandatanganan aktajuaf
beli dimaksud dalam waktu 1 (tujuh) han sejak tan9gal
pemberitahuan secara tertulis oleh Pihak Pertama, maka
segala akibat dan risiko karena tertundanya
penandatanganan Akta Jual Beli tersebut menjadi beban
dan tanggung jawab Pihak Kedua dan Pihak Kedua wajib
membayar kepada Pihak Pertama sejumlah biaya yang
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penandatanganan Akta Jual BeH tersebut.
10.6. Apabila di kemudian hari atas peljanjian dan pendaftaran
peralihan haknya di kantor pertanahan dikenakan tambahan
pajak atau retribusil pungutanl biaya apapun dad instansi
yang berwenang maka tambahan pajak atau retribusil
pungutan/ biaya dimaksud wajib ditanggung dan dilunasi





menuntut kembali atas Pajak Pertambahan Nitai (PPN)
yang sudah dibayarkan serta tidak berhak menuntut Pajak
Penghasilan (PPh) yang sudah dibayarkan Pihak Pertama,
dan sisanya akan dikembalikan kepada Pihak Kedua
setelah Unit tersebut terjual kepada pihak lain. Atas
te~adinya kondisi tersebut Pihak Kedua tidak akan
mengajukaQ tuntutan berupa apapun kepada Pihak
Pertama.
Pasal11
BJAYA..BIAYA DAN ONGKOS..ONGKOS SERTA PAJAK-PAJAK
11.1. Biaya-biaya berkenaan dengan penandatanganan Akta
Jual Beli (AJB). dan ongkos-ongkos serta biaya-biaya untuk
mendaftarkan peralihan hak mitik atas Unit ke atas nama
Pihak Kedua dibayar sepenuhnya dan ditanggung o(eh
Pihak Pertama.
11.2. Terhitung mulai tanggal serah terima Unit berdasarkan
Perjanjian ini, maka seluruh pajak. iuran, retribusi dan
beban-beban lain yang terhutang bertalian dengan Unit dan
penyerahannya kepada Pihak Kedua, termasuk tapi tidak
terbatas pacta Pajak Burni dan Bangunan (PBS), dan beban-
beban Jain yang dipungut oleh pihak yang berwenang,
menjadi beban dan waJib dibayar oJeh Pihak Kedua.
11.3. Pajak Pertambahan Nitai Barang Mewah (PPNBM) apabila
ada, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau
Bangunan {BPHTB)atas Unit tersebut dl atas menjadi
tanggun9 jawab dan dibayar oJeh Pihak Kedua, sedangkan
Pajak PenghasiJan (PPh) dibayar oJeh Pihak Pertama.
11.4. Pihak Pertama dengan ini mengasuransikan bangunan
Satuan Rumah Susun (tidak termasuk asuransi untuk
barang-barang atau isi yang terdapat dalam Unit) terhadap
bahaya kebakaran dan bahaya-bahaya lainnya yang
dianggap perJu (fire industrial 8/1 risk) kepada perusahaan
asuransi, dan premi asuransi telah termasuk dalam Biaya
Pemeliharaan.
11.5. Jika karena suatu peraturan, ketentuan, atau keadaan
tertentu. Pihak Pertama lelah membayar lebih dahulu
(namun Pihak Pertama tidak berkewajiban untukmelakukan
hal tersebut) suatu pajak, iuran~ .. retribusi, biaya, ongkos,
maupun kewajiban pembayaran lainnya yangmerupakan
beban dan tanggung jawab Pihak Kedua, maka Pihak
Kedua wajib melunasi pembayaran dimaksud dengan
seketfka dan sekafigus Junas kepada Pihak Pertama atas
pemberitahuan dari Pihak Pertama.
Pasal 12
PENGAKUAN HAK
Mengenai Unit dan segala hal yang berhubungan dengan Unit
Pihak Pertama hanya mengakui Pihak Kedua sebagai tIcounter-
part dan karena itu Pihak Pertama hanya mengakuihak dan
kepentingan Pihak Kedua berdasarkan Perjanjianjni atau hak dan
kepentingan pihakketiga yang secara sah menerima pengalihan
dart Pihak Kedua sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian inL
Pihak Pertama tidak berkewajiban melayani dan berhubungan
dengan pihak-pihak lain yang menyatakan mempunyai hak atau
turut mempunyai' hak, baik yang secara langsung atau tidak
langsung, berkaitan dengan Pihak Kedua maupun atas Unit in;,




13.1. Perjanjian int tidak dapat dibataikan secara sepihak, kecuali
pembatalan perjanjian oleh Pihak Pertama karena terjadi
kelalaian sebagaimana diatur dalam Pasal 4.4 atau Pasal
4.5 atau Pasal 4.6. 4.7 Perjanjian ini.
13.2. Dafam hal terjadi pembatalan Perjanjian ini oleh Pihak
Pertama berdasarkan ketentuan Pasal 4.4 atau PasaJ 4.5
atau Pasal 4.6 atau Pasal 4.7 Perjanjian inLmaka Pihak
Kedua akan dikenakan denda sebesar 20% (dua puluh
persen) dad total harga Jua' yang tetah dibayarkan oleh
Pihak Kedua dan Pihak Kedua kehHangan haknya untuk
Pihak Kedua harap membaca isi Peljanjian ini dengan teliti.
13.3. ApabiJa pembatalan Perjanjian ini diminta ofeh Pihak
Kedua dan dapat disetujui secara tertulis ofeh Pihak
Pertama, maka Pihak Pertama akan mengembahkan uang
kepada Pihak Kedua setelah dipotong denda sebesar 20%
(dua puluh persen) dari total harga Jual dan Pihak Kedua
kehilangan haknya untuk menuntut kembali atas Pajak
Pertambahan Nilai (PPN) yang sudah dibayarkan serta
tidak berhak menuntut Pajak Penghasilan (PPh) yang
sudah dibayarkan Pihak Pertama, dan sisanya akan
dikembalikan kepada Pihak Kedua setelah Unit tersebut
teuual kepada pihak lain. Atas tedadinya kondisi tersebut
Pihak Kedua tidak akan mengajukan tuntutan berupa
apapun kepada Pihak Pertama.
13.4. Apabila Pedanjian ini akan diakhiri karena terjadinya suatu
Keadaan Kahar atau Force Majeure sebagaimana yang
tersebut dalam Pasa114.2, pihak kepada siapa suatu
kewajiban tidak dapat diJak!-.lkan akibat Keadaan Kahar
atau Force Majeure harus memberikan suatu
pemberitahuan pengakhiran Perjanjian secara tertuJis
kepada pihak lainnya, dan dalamhatini Pihak Pertama
tidak diwajibkan untukmengembalikan setiap jumlah
pembayaran yang tetah diterima dan Pihak Kedua.
13.5. Untuk keperJuan pengakhiran Perjanjian sebagajmana
diatur dalam Perjaryian ini, Para Pihak setuju untuk tidak
memberlakukan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267
Kitab Undang..UndangHukurn Perdata (KUHPerdata)
Indonesia sepanjang suatu keputusan Pengadifan
diperJukan untuk pengakhiran tersebut.
13.6. PerJanjian ini tidak berakhir karena salah satu pihak
meninggal duniaataububar tetapi.mengikat para ahti waris
atau penggantinya yang sah menurut hukum dari pihak
yangmehinggal dunia amu bubar tersebut.
13.7. DaJam hal Pihak Kedua meninggal· atau· hubar sebetum
ditandatanganinya Akta Jual Befi,maka· dalam jangka
waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak meninggalnya atau
bUbarnya Pihak Kedua, ahli Waris atau penggantinyayang
sah menuruthukum dari Pihak Kedua tersebut wajib
memberikan bukti SuratKeterangan Hak Waris yang sah
atau keputusan Pengadilan kepada Pihak Pertam~, yang
membuktikan sebagaiahli waris yangsah. dari Pihak
Kedua dan pernyataan tertulis dari seluruhahli waris yang
menyatakan bahwa mereka menyet4iui untuk
menggantikan hak dan kewajiban Pihak Kedua dalam
Peljanjianini. Segata beban dan biaya yang mungkin
timbul berkenaan dengan pengalihan hak tersebut di atas,
menjadi beban dan dipikuf oleh ahli waris atau
penggantinya yang sah menurut hukum dari Pihak Kedua.
13.8. Apabila kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasat 13.7
tersebut tidak dilaksanakan dalam jangka waktu yang
ditentukan. maka Pihak Pertama akan memberikan
peringatan kepada ahH waris atau penggantinya yang sah
menurut hukum dari Pihak Kedua dan apabHa Pihak Kedua
tetap tidak melaksanakan kewajiban untuk memenuhi
ketentuan tersebut setelah diberi peringatan maka Pihak
Pertama mempunyai hal< untuk membatalkan Perjanjian
inL
Pasal14
KEADAAN KAHAR ATAU FORCE MAJEURE
14.1. Setiap peristiwa tlKeadaan Kahar" atau "Force Majeure'
adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan
Para Pihak. termasuk tetapi tidak terbatas pada bencana
aJam~ huru-hara, wabah penyakit, kebakaran, tedakan,
pemogokan umum, perang, perubahan peraturan




Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah SU5un Taman Me/ali Yogyakarta @Sinduadi
..TAMA~MELATI
Y(){iY A K.AR T A
€K~SINI)UA{){
sosial, yang merintangi atau menghalangi salah satu dart
Para Pihak untuk menjalankan kewaJibannya dalam
Perjanjian inL kecuaH terhadap kewajiban pembayaran
berdasarkan ketentuan Perjanjian ini.
14.2. Apabila peristiwa Keadaan Kahar atau Force Majeure
teljadi1 Para Pihak baik secara sendiri-sendiri atau bersama-
sarna dengan itikad baik we.uib mengambil langkah-Iangkah
yang terbaik untuk menghindari, mengakhiri atau paring
tidak rneminimalkan dampak yang timbul dad peristiwa
tersebut dengan dasar pertimbangan utama adalah dapat
diseJesaikannya pembangunan Satuan Rumah Susun.
14.3. Apabila teljadi suatu peristiwa Keadaan Kahar atau Force
Majeure terhadap Unit dan/atau Bagian Bersama dan/atau
Benda Bersama tetapi Akta Jual Beli masih belum
ditandatangani oleh Para Pihak dan Perhimpunan Pemilik
dan Penghuni Rumah Satuan Rumah Susun (PPPSRS)
befum terbentuk secara sah dan mampu mef~alankan
tugas-tugasnya sebagaimana yang diatur dalam Anggaran
Dasar, kejadian mana sedemikian fupa membuat Unit tidak
dapat digunakan lagil maka Pihak Kedua akan menunjuk
Pihak Pertama untuk melakukan pembangunan kembali
Unit, demikian dengan ketentuan bahwa biaya
pembangunan kembali tersebut dibayarkan dart jumlah gantt
rugi (klaim asuransi) yang diterima dari pihak asuransi, yang
besarnya sesuai dengan nUai kontrak dan apabila jumlah
ganti rug; yang diterima tersebut tidak mencukupi untuk
pembangunan kembali maka kekurangannya tersebut
menjadi beban dan tanggung jawab serta harus dibayar
oleh Pihak Kedua sesuai dengan Nila; Perbandingan
Proporsional (NPP)-nya.
14.4. Apabila Pihak Kedua tidak dapat membayar biaya
pembangunan kembali sebagaimana tersebut dalam Pasal
14.3 diatas dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari
kalender setelah surat penagihan dikirimkan oleh Pihak
Pertama, maka hak Pihak Kedu8 atas Unit akan hUang dan
beralih kepada Pihak Pertama dan PeljaJ1jian ini akan
berakhir dengan sendirinya demikian dengan ketentuan
bahwa Pihak Pertama hanya berkewajiban untuk membayar
kompensasi kepada Pihak Kedua sejumJah Nilai
Perbandingan Proporsional (NPP) nya dari nilai ganU rugi
yang diterima asuransi. Dalam hal ini, Pihak Kedua setuju
untuk melepaskan haknya untuk menuntutmenggugat atau
melakukan upaya-upaya hukumlain tehadap Pihak pertama
setelah Pihak Pertama memberikan kompensasi kepada
Pihak Kedua.
i 4.5. Apabila tedadi suatu peristiwa Keadaan Kahar atau Force
Mcyeure terhadap Satuan Rumah Susun atau Unit dan
Perhimpunan Penghuni telah terbentuk secara sah dan
mampu menjalankan tugas-tugasnya sebagaimana yang
diatur dalam Anggaran Dasar kejadian mana sedemikian
rupa membuat Satuan Rumah Susun atau Unit tidak dapat
digunakan lagi. keputusan mengenai apakah Satuan
Rumah Susun atau Unit akan dibangun kembali atau tidak
menjadi tang9un9 jawab sepenuhnya Perhimpunan Pemitik
dan Penghuni Rumah Satuan Rumah Susun (PPPSRS).
Pasal15
PENGALIHAN
15.1. Selama penandatanganan Akta Juat Beli belum dapat
diJaksanakan, maka Pihak Kedua tidak dapat memindahkan
atau mengalihkan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya
dalam Peljanjian ini, termasuk tetapi tidak terbatas kepada
menyewakan Unit dan menjaminkan haknya, tanpa
memperoleh suatu persetujuan tertulis tertebih dahulu dari
Pihak Pertama, persetujuan mana akan diberikan apabila
tidak ada dasar yang kuat untuk menolaknya.
15.2. Pihak-pihak yang menerima pengaJihan atau menggantikan
sefuruh atau sebagian hak dan ta099un9 jawab atas Unit
dart Pihak Kedua karena sebab atau alasan apapun, secara
otomatis tunduk dan terikat sepenuhnya pada seJuruh
ketentuan dafam Perjanjian ini, namun dengan tidak
mengurangi kewajiban dari Pihak Kedua untuk menegaskan
keterikatan tersebut dalam perjanjian mengenai pengalihan
hak dan tanggungjawab yang bersangkutan.
15.3. Datam hal Pihak Pertama tetah memberikan persetujuan
sebagaimana dimaksud daJam Pasal 15.1 yaitu datam
Pihak Kedua harap Inembaca isi Peljanjian ini dengan teliti.
rangka pelaksanaan pengalihan hak-hak dan kewajiban-
kewajiban oleh Pihak Kedua berdasarkan Perjanjian ini
kepada pihak ketiga yang dilakukan sebelum Sertipikat
Hak MiJik atas Satuan Rumah Susun dibatik nama ke atas
nama Pihak Kedua, maka Pihak Kedua akan dikenakan
biaya administrasi pengahhan sebesar 2,5% (dua kama
lima persen) dari seluruh Harga Juat BeH (Pasat 3.1
Perjanjian'ni) dan biaya/beban dan pajak rainnya yang
timbul akibat pengaJihan ini.
15.4. Pengalihan hak-hak dan kewajiban-kewajiban Pihak Kedua
berdasarkan Peljanjian ini sesuai dengan ketentuan Pasal
15.1 di atas kepada ayah, ibu, anak, suami, istri, atau
pengalihan kepada salah satu kongsi diantara Pihak Kedua
(dalam hal Pihak Kedua merupakan suatu perkongsian I
joint ownership) yang diJakukan atau terjadi sebelum
Sertipikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun (SHM
SARUSUN) dibatik nama ke atas nama Pihak Kedua,
maka Pihak Kedua hanya akan dikenakan biaya
pembuatan addendum sesuai dengan ketentuan
pengafihan seperti tersebut hanya dapat dilakukan 1 (satu)
kafi saja. Atas pengalihan ini maka berlaku biaya
administrasi sesuai PPJB BUTIR 4.
15.5. Pihak Pertama dapat memindahkan atau mengalihkan hak-
hak dan kewajiban-kewajibannya dalam Peljanjian in!
tanpa memperoleh suatu persetujuan tertulis terlebih
dahulu dari Pihak Kedua( demikian dengan ketentuan
Pihak Pertama harus memberitahukan Pihak Kedua secara
tertuJis setelah difakukannya pemindahan atau pengalihan
tersebut, dan pihak lain yang menerima pengaHhan dar!
Pihak Pertama wajib tunduk pada seluruh ketentuan yang
diatur dalam perJanjian inl.
15.6. Pengalihan hak dan kewajiban seperti tersebut pada Pasal
15.1 tidak merubah nama yang tertera dalam Faktur Pajak
PPN yang diterbitkanoleh Pihak Pertama.
15.7. Jika Pihak Kedua mengaJihkan hak~hak dan kewajiban-
kewajiban tersebut kepada pihak ketiga secara tidak sah
atau tanpa izin 8tau persetujuan terlebih dahulu dari Pihak
Pertama, maka PeJjanJian pengalihan hak dengan pihak




16.1. Jika PeaanJian ini berdasarkan ketentuan Pasaf 4.4 atau
Pasal 4.5 atau Pasal 4.6 atau Pasaf 13.2 atau Pasal 13.3
Perjanjian iniatau karena sebab I alasan apapun menjadi
batal atau dibatalkan, maka dalam waktu sefambat-
lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal surat
pemberitahuan dengansurat tercatat sebagaimana daJam
Pasal 20 Perjanjian ini, Pihak Kedua wajib menyerahkan
seluruh Unit daJamkeadaan baik danlengkap (berikut
kunci-kuncinya), serta dalam keadaan kosong, dalam arti
tidak dihunilditempati atau dikuasai oleh pihak mana
manapunjuga karena sebab I atasan apapun.
16.2. Untuk setiap hari ketertambatan Pihak Kedua
rnenyerahkan Unit dafam keadaan kosong kepada Pihak
Pertama, maka Pihak Kedua dikenakan denda
pengosongan sebesar 1% (satu persen) dari seJuruh
Harga Jual.
16.3. Jika dalam 30 (Uga puluh) hari terhitung mulai tanggal
surat pemberitahuan tersebut di atas Pihak Kedua tidak
menyerahkan Unit dalam keadaan kosong kepada Pihak
Pertama sebagaimana mestinya, maka Pihak Pertama
sewaktu-waktu berhak dan sekaJigus merupakan kuasa
penuh dari Pihak Kedua kepada Pihak Pertama untuk
mengosongkan sendiri dan mengambil kembali Unit ke
dalam penguasaan Pihak Pertama dariPihak manapun,
jika perfu dengan bantuan dari pihaklinstansi yang
berwenangl berwajib1 semuanya atas beban dan
tanggungan Pihak Kedua. Sehubungan dengan hat
tersebut. Pihak Pertama berhak pula untuk
memperhitungkan dan menagih kepada Pihak Kedua
denda pengosongan berdasarkan Pasal 16.2 di atas
berikut biaya-biaya yang mungkin akan timbul sehubungan
dengan pelaksanaan pengosongan Unit.
  
Lampiran 1
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Pasal21
LAIN-LAIN
b. Pihak Kedua dikirimkan ke alamat sesuai dengan
alamat yang tersebut dan tertulis di dalam Lampkan -1
PeJjanjian in;' kecuafi diminta Jain dan disetujui Para
Pihak.
:PT ADHI PERSADA PROPERTI
:Grand Dhika City Bekasi
Tower Cempaka Ground Floor
JI.H.Ojoyomartono Exit Tof
Bekasi Timur KM.16. Kota
Bekasi, Jawa Barat 12920
:021 - 82653337
:021 -. 82653337




20.2. Setiap pemberitahuan dianggap telah dikirimkan dan





a. Disampaikan secara langsung kepada yang dituju.
b. Surat tercatat.
c. Faksimiti, ke 81amat sebagaimana tersebut datam
Pasal ?0.2.
21.1. Apabila satu atau lebih ketentuan dalam Perja1]ian
menjadi batalatau tidak berlaku, tidak sah atau tidak~
dnaksanakan dalam hal apapun berdasarkan perat.~n
Perundang-undangan yang berlaku, kebert~:<
keabsahan dan kekuatan pelaksanaan dan ketenwan-
ketentuan Jainnya tidak akan terpengaruh atau tergaoggu
sarna sekali, Setiap pihak dari Para Pihak wajib, da~am
setiap kejadian itu, manandatangani dokumen-dokurnen
tambahan sebagaimana pihak lainnya secara beraiasan
mernintanya guna mengganti ketentuan·ketentuan yang
dinyatakan tidak berlaku. tidak sah atau tidak dapat
diiaksanakan tersebut.
21,2, Perjanjan In. menggantikan dan meliputi seiuruh
kesepakatan-kesepakatan dan pembicaraan-pembicaraan
terdahufu dari Para Pihak, baik tertulis maupun tidak
tertufis~ mengenai pokok masalah yang diatur dafam
PeIja:njan ini~ dan hanya dapat diubah dengan suatu
perjanjan tertulis oleh dan diantara Para Pihak.
21,3",~ Kedua dengan ini menyatakan setuju dan wajib
rnenggumkan Unit sesuai dengan peruntukan atau
~nnya masing-masing( dan tidak akan
~k.annya untuk keperluan lain selain dan
penRukan atau penggunaanya masing-masing yang
~ dalam per!jinan yang diberikan oleh Pemerintah
Daemhsetempat.
21 A, Para Pilaksepakat bahwa bahasa yang dipergunakan
daiafnPejanjan iniadalah bahasa Indonesia.
21.5. Seiapketentuan-keternuan dalam Perjanjianini yang tidak
maR :~ .Akta Jual BeH akan temp berlaku sampai
20.3. Setiap Pemberitahuan dianggap telah diterima aleh pihak
yang dituju:
a. ApabHa disampaikan secara langsung kepada yang
dituju, pada tanggal tanda terima ditandatanganL
b. Apabila dikirim dengan surat tercatat, pada ta~
setelah 7 (tujUh) hart kalender sejak diposkannya.
c. Apabila dikirim melalui faksimili yang dikonfirma~
olehtanda teJah kirimpada har; dikirimkannya.
20.4 Setiap perubahan alamat harus diberitahukan ·secam
tertuns kepada. pihak yang lain sedjkit~djkitnya ~.
jangkawaktu 3 (tiga) hari kalender sejak tefjoomJS
perubahan alamat tersebut. Segala akibat yang irrW
karena perubahan alamat yang tidak diberitahukan~.
pihak Jainnya, sepenuhnya menjadi risiko danta~
pihak yang berubah atau mengubah alamatnya ter~v
Jika dalam Peljanjian ini ditetapkan waktu untuk suatu kewajiban
atau kewajiban pembayaran dari Pihak Kedua kepada Pihak
Pertama, maka dengan rewatnya waktu saja telah menjadi·· bukti
yang cukup ataskeJalaian Pihal< Kedua sehingga tidal< diperlukan
pemberitahuan. peringatan atau somasi apapun.
Dan tanpa diperlukan putusan dan pengadilan. yang semuanya
dengan ini secara tegas di~esampingkan 0100 Pihak Kedua.
Pasal18
BUKTI KELALAIAN
Dalam hal Unit dibefi secara angsuran dan apabila dianggap perlu
Pihak Pertama berhak pada setiap waktu untuk mengadakan
suatu persetujuan dengan pihak ketiga (termasuk bank) dimana
pihak ketiga tersebut akan menggantikan kedudukan Pihak
Pertama untuk menerima uang angsuran dari Pihak Kedua
dengan mempergunakan syarat-syarat yang sarna dengan yang
tetah ditentukan dalam Pedanjian ini terutama mengenai jangka
waktu/lamanya pembayaran uang angsuran yang tidak akan
mempengaruhi besarnya uang angsuran yang harus dibayar oleh
Pihak Kedua tiap-tiap buiannya. Penggantian kedudukan Pihak
Pertama tersebut dHakukan dengan cara pihak ketiga tersebut







16.4. Mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan
pengosongan Unit sebagaimana dimaksud daJam pasal int
kedua beJah pihak sepakat untuk melepaskan
(mengesampingkan) semua peraturan atau ketentuan J baik
sekarang maupun kemudian hari akan ada. yang
mewajibkan actanya bantuan atau kewenangan dari pihak I
instansi yang berwenang I berwajib dalam melaksanakan
pengosongan. Oleh karenanya Pihak Pertama (atau
kuasanya) berhak untuk melakukan pengosongan dan
pengambHan kembali Unit dengan atau tanpa bantuan dari
pihak I instansi yang berwenanglberwajib, semua atas biaya
dan risiko yang wajib ditanggung oleh Pihak Kedua.
19.1. Apabila terjadi sengketa/perseJisihan dalam pelaksanaan
danfatau penafsiran Peljanjian ini terrnasuk sengketa
mengenai keberadaan, keabsahan atau pengakhiran
Pefjanjian, maka Para Pihak akan menyelesaikannya
secara musyawarah dan dengan penuh itikad baik.
19.2. Jika Para Pihak tidak dapat menyeJesaikan persefisihan
tersebut secara musyawarah, maka Para Pihak sepakat
untuk menyeJesaikannya melalui suatubadan perwasitan
yang dftetapkan berdasarkanaturan-aturan Badan Arbitrase
Nasiooal Indonesia (BANI). Keputusan BANI tersebut
bersifat. final dan mengikat bag; Para Pihak.
19.3. TIada salU pihal< pun berhak untuk memulai atau melakukan
tindakan at Pengadilan terhadap segata masalah dan/atau
sengketa berka:itan dengan Perjanjianini sampai dengan
masalahtersebut tetah diputuskan sebagaimana yang teJah
diatur disirli dan hal tersebut hanya untuk pelaksanaan
keputusan badan perwasitan.
19.4. Pada saat rnerwnggu pengajuan sengketa ke perwasitan
dan setetamya sampai perwasitanmemberikan
keputusannya Para Pihak setuju akan terus melaksanakan
semua kewajiban masing~masing berdasarkan Peljanjian ini
tanpa berprasangta terhadap putusan akhir sesuai dengan
keputusan perwaslan tersebut.
20.1. Setiap POOl~n* surat-menyurat, penawaran,
permintaaol transatsi dan informasi-informasi lain seperti itu
berkenaan denganP:erjanJian ini" harus secara tertuUs dan
Pihak Kedua harap :ru.c~un.*'l~4 ~~ .r:c-J}~11<:JU ini dengan teliti.
___________________________-.::8.:'8
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dengan maksud dar; ketentuan-ketentuan tersebut tercapai.
21.6. Lampiran atas perjanjian dan pengubahan-pengubahannya
membentuK suatu kesatuan dan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Pedanjian tni.
21.7. Pihak Kedua dengan ini menyatakan tetah membaca,
memahami dan menerima syarat..syarat dan ketentuan
ketentuan dar; surat pemesanan dan Pedanjian ini serta
tunduk kepada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan
Anggaran Oasar dan dokumen·dokumen lain terkait, serta
ketentuan-ketentuan dari peljanjian-pefjanjian ini dan
dokumen-dokumen tersebut mengikat Pihak Kedua.
Demikian pefjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak
dalam rangkap 2 (dua) dimana dibubuhi materai secukupnya serta
mempunyai kekuatan hukum yang sarna pada hari dan tan9gal
yang disebutkan di atas.
Pihak Kedua harap membaca isi Pez:janjian ini dengan teliti.
_____________________-------9/9
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Pada han illl. Senin tanggal Tiga Plllllh
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Nomor
Tanggal
bulan Oktokber rahun Dun Riuu Tujuh Belas
PT Adhi Persnd.l Properti. bcrdasarKaIl Anggaran Oasar lcrakhir diubah dcngan akta No 43 Tallggal 18 .funl 2015 yang dlbll:ll olch dan dih;lclapan II Nillleffe (ahv;1I1It' Hand,lf I '\<!I
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Notnl'is di Bekasi. berdomistll dall oerkedudukan di Bekasi. dalam hal ini diwakili oleh Wahyuni Sutantri dalam keduelukallnya selaku Direkru,- Pcmllsllnlll dan PCII~dolaall
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Onlam hal ini oellindak ulltuk dan alas nama scndiri Untuk selalljutnya di dalam peljanjian ini dlseoul sebagai PIHAK KEDlIA
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEOUA. untuk selanjutnya. secara bersama-sama disebut sebagai "PARA PIHAI<" (termasuk Il1creka yang dilunruk at all pengganll \'allg IllCllunl1 IlIl~UlIl
meirlJ!J,!!intikan salah saru pihak dari PARA PIHAK)
-----OENGAN INI MENERANGKAN---
Bahwo PIHAK PERTAMA adalall pCnlsahaan pcngcmbang ~;ang. l1lelnbangull Apanemen.Rukan.Kios.dan Komersial Area dengall slstell1 Hal-; rvlilik mas Salunll RlIIllah SUSUIl cll alas schldan~. lallah
Y:\Ilg terletak di JI. Selokan Malaram. Kcl Sindllacli. Kec MIMi. Sleman. Daerah Istimewa Yogyakana yang dikenal sebngai Kawasall "APARTEt'\'lFN TAf\tlAN 1"IE.LATI )'0(;\' Af-.:i\RT.'\
@SINDUAGI" clan PIHAK PERTArvlA benllaksud untuk Illcll1asnrkan unil-unit eli dnlalll geelung lerSeO.l1 dnlall1 Sntuan Rumall SlISUIl yallg ICIllPllt c1nn lok:lsillya lelllll dllcnlllkan
Bahwa PIHAK KEOUA tclnh Il1cmilih dan bcrmaksud lIntuk Il1clllbeli Saruan Rumah Susun yang ada di Apallcmell "TAMAN r"tEl.ATI YOCi\' .·\KARIi\t',;SINDl :\f)f" lel-;ehlll




Bangunan illl (hkenal scbagnl Gcdullg APARTEr'vlF.N TAMAN tvlELATI YOGYAKARTA ii.vSINDliAo.l lerlclak ell .lalnn Selokall Malarilnl














37.06 m' (semip,ross) 29.5 m' (Netto)
(Kepastian luas netto akan diukur dan dilentllkan oleh Badan Pellanahan NaslOnal yang ditll:lntlkall eli dalam SCl'lipil..ill I-la\.; \tillk alas






sembilan rntus tujuh puluh limn jura rupinh
HargCl di alas sudah lennaslIk
a. Pajak Pel1ambahan NiI,u (PPN)
b. Ijill Mendinkan Bangullall (1MB) Induk
Biaya pelllbuatan Sellipikat Hak Milik alas Saruan Rumah Susun (SHM SARUSUN). Akta Jual Beli. Balik Nama Sel1lpiklll ke alas llalllil Pilla" "CelIlCl
Dan penyelesaian Sel1ipik:ll Hak Milik ,Has Satuan Rumah Susun (SHM SARlISUN) sampai dengan balik nam:l senip;ka! ke ;liaS llailla Plllak I-;'edll;) se!;lI11hal·I:lIl1halll\;J ·IR
(empat puluh delapan) bulan sejak serah terima unit.
d. Biaya penyediaan instalasi ail' (Air POAM)
e. Biaya Penyambungan listrik sesuai Lampiran 3
Unit AC splil sesllai Lampiran ~
.Biaya-blaya yang lllenJadi beban PIHAK K.EOL'A adalah tCllllaStlk terapi tidak terbatas pada
a. Bea Perolehllll Hak :lIaS Tanah dan Ballgull:ln (BPHTB) yallg akan d,bayarkall pada saal Akta Jual Belt (.tUB) akall dtlaksanabll clcllgall nilal 't'~II:lI kctelllllall \;'\I1g. herla""
b. Biaya Pengurusan Kredit Bank (KPA) .iika menggunakan fasilitas KPA Bank
c. Biaya Administrasi pembuatan PPJB (notariil) beSet1a Addendum (bila ada) dan biaya pembuatan Addendum PP.lB (noll llolantl) sebesar Rp 250000.· (clua talliS lima pulllh
ribu rupiah) (bila ada)
d. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas unit yang dibeli yang dikenakan sejak serah terima unit tersebut.
e Biaya Pemelihara,m Lingkungan akan ditinjau kembali setelah terbentuknya Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah SUSUIl (PPPSRS) luran pengclolaan ka\.vilsan
. akan ditinjau kembali setelah terbentuknya Pengelolaan Kawasan
Biaya pe'~lakajall Air pada unil apal1emen sesuai dengan kuoikasi air yang. tenet", pada Meter em yallg pembayaranllya dlbayarkall kepada Pt.:Ilg.elola Gt:dlllll! Sellap bulanllya
Besanm harga sotllan kubikasl illl" ditentukan oleh Pengeloln Gedung
po. KWH yang dlscdiakall adalah siSlem KWH MeIer Pmbay:u. .lellis voucher Ulltllk pel!gislan listnk yallg sesllai KWH meIer yang. ada h;'ll1ya dapaldi hell cli J>t:llt~t'r()la Ciedlll1~
h. Biayn pemasangan/pcnyambllngall instalasl dilllat' lersebul diatas hams dengan ijin pengelola gedllng dan blaya dltanggllng Plhak Kcdua (btla ada 1





BLJTIR 5 CARA & JADWAL PEMBAYARAN UNIT
( Sesuai lampiran 4 )
BLJTIR 6 LOT PARKIR
PIHAK KEDUA tidak mendapat lot parkir baik Reserve maupllll Unreserve. Ketentllan mengellai penggunaan lot parkir dialur aleh PIHAK PERTAMA selaku peng.elola Gedllng.
sampai dengall terbentuknya Perhimpullan Pemilik dan Penghuni Sattlan Rumah Susun (PPPSRS).
BLJTlIl 7 . LAIN-LAIN
A. luran Pengelolaan/Service Charge dan Dalla Cadangan/Sinkillg Fund dan luran Pengdolaan Kawasan dibayarkan sekalig.us sellap 6 (Cll;\lll) bulall dlllWkl1 pada saar lilllg.g.:11 131:111;1
Acara Serah Terima (BAST) Unit dan akan ditinjau secant periodik liap I (satu) tahun sekali bleh Pengelola Gedllllg/KClwasall
B. Nilai Perbandingan Proporsional (NPP) akan clitenlukan secara resmi oleh lnstansi yang berwenang.
C Jaclwal pembayaran biaya-biaya sesuai Lampiran I Pasal 3,4. 9 dan Lampiran 4.





Wifi Public Area (berbayar)
Ruang Serbagulla (ulltuk pelllakaiall pribadl)
Biaya Penggunaan Fasilitas KOll1ersial tersebut ditentukall aleh Pengelola Gedung dan dapat berubah sewaklU - waklu
PCljanjian ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari syarat dan kondisi yang ditentukan pada pasal-pasal dalam Lampiran Peljanjiall
Dcmikian PCljanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (cilia) dimana dibubuhi materai secukllpnya serta mempllnyai keku<ltan huklllll vang salll<l pada harr clan
tanggal yang disebutkan di atas.
PIHAK KEDlJA, PIHAK PERTAI\1A,
.PT. Adhi Persada Properti
\Vahyuni Sutantri
Direktur
Nomor : 38 I WI 2017 ; .
Yang bertandatangan dibawah ini, saya Sarjana Hukum,
Magister Hukum, Notaris di Sleman, menerangkan bahwa surat ini telah diperlihatkan kepada saya, Notaris
sesudah itu lalu didaftarkan khusus untuk surat-surat di kantor saya Notaris pada tanggal 22-12-2017






















I I Bedroom D
Denah ini hanya menunjukkan lokasi Obyek Perjanjian (Satuan Rumah Susun). Atas pertimbangannya sendiri, Pihak Pertal11a berhak se\.vaktll - waktll clan lanpa











Dinding Interior Kamal' Mandi
PINTlJ DAN JENDELA
Kusen & Daun Pintu Utama
Kusen & Daun Pintu Kamar
Jendela & Dalln Pintu Balkon






SANITAIR, LISTRIK & INSTALASI
Listrik
Sistem Balok. Plat Kololl1. dan Shear Wall
Kusen Alumunium & Kaca. Beton Precast, Butu Ringan. Finishing C,1t
Bata Ringan Dengan Finishing Cat




: WPC (Wood Plastic Composite)
: Beton Exposed dan Gypsum board Finishing Cat
: GypSUt11 water resistant dengan finishing cat
: Gypsum board dengan finishing cat
Gypsum water resistant dengan finishing cat
1300 VA (Studio, IBR)
2200 VA (2BR)
3300 VA (3 BR)
2200 VA Kios & Komersial Area
5500 VA Rukan
Air Conditioner (AC) Type Studio
: Type I BR
: Type 2 BR
: Type 3BR
: I (satu) unit AC split rferpasang)
: 1 (satu) unit AC split (Terpasang)
: 2 (dua) unit AC split (Terpasang)
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Tower A Lantai : 09 No. Unit. 18
Tipe 1 Bedroom D
Lllas 37.06 m2 (Semi Gross) 29.5 111 2
(Kepastlan luas netto akan diukur dan ditentukan oleh Badan Pertanahan Nasional yang dituangkan di dalam Sertlplkal Hak Mdlk alas Saluan Rumah SUSLIll
tSHM SARUSUN»
Arah Hadap Barat 1 Barat Laut
Sumber lnfonnasi D Pameran D Billboard D Spanduk D Flyer I Brosur Latnnya
D Kunjungan Proyek D Iklan Koran D Iklan Radio D SMS
Slllllber Pembiayaan D Penghasilan D Tabungan D Hibah I Warisan D Pinjaman Bank Lainnya ...
Tlljllan Pembelian D Oigunakan sendiri D Investasi D Hadiah D Lainnya ..
'v1inat membeli prodllk kami D Oi Jakarta D Oi Bekasi D Oi Surabaya D Oi Malang D Oi Bali
lainnya
D D DOi Jatinangor Oi Oepok Oi ..............
Kesediaan menerima newsletter D Ya, Bersedia D Tidak bersedia
Cara Pembayarnn KPP
Harga sebelum discount (Excl. PPN) Rp. 886,363.636
Discount Rp
Harga setelah discount (Excl. PPN) Rp. 886 ..16.\636
PPN 10% Rp 88.6.16..164
Hnrga setelnh discount (Incl. PPN) Rp. I 975,OOO,()()O]
Jndwal Pembnynran
Vraian Tanggal Jumlah
Uang Tanda Jadl 8-0ct-17 15.000.0on
Uang Muka - I 28-0CI-I? ."\oO.oon.ooo
Pulanasan (KPP/KPA) IO-Nov-17 6()().OOO.OOO
TOTAL Ri>. 97S.000,OOO
{Sudah tennasuk PPN, AJB, Sertifikat & Balik Nama)
Beillm tennasuk Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ( BPHTB)
  
Lampiran 1
Petjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun Taman Me/ati Yogyakarta @Sinduadi
Istilah-istilah yang dipakai dalam Perjanjian in;' kecuali secara
tegas diartikan lain, mempunyai arti sebagaimana dijefaskan di
bawah ini:
maka Para Pihak dengan ini sepakat untuk menuangkan
kesepakatan-kesepakatan yang telah mereka capai dalam
Pedanjian Pengikatan Jual Beli ini.
Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Para Pihak
setuju untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Pengikatan Jual
Beli (untuk sefanjutnya disebut "Perjanjian") ini, menurut syarat-
syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
"Biaya Pemeliharaan" berarti setiap pengeluaran, tagihan
atas Bagian Bersama dan/atau Benda Bersama dan/atau
Tanah Bersama termasuk tetapi tidak terbatas pada
tagihan-tagihan listrik, asuransi (tidak termasuk untuk
barang-barang atau isi Unit), pembersihan, pengelolaan,
perbaikan-perbaikan, jumlah dan biaya-biaya mana akan
ditentukan dan diberitahukan oleh Pihak Pertama (sebagai
pengelota sementara sebelum terbentuknya PPPSRS
kepada Pihak Kedua sesuai dengan luas Unit. Biaya
Pemeliharaan yang dialokasikan untuk barang atau jasa
yang bersifat sehari·hari akan disebut "Iuran Pengelolaan
(Service Charge)", sedangkan Biaya Pemeliharaan yang
dialokasikan untuk cadangan pengeluaran yang besar
seperti namun tidak terbatas pada perbaikan lift,
pengecatan gedung, penggantian genset akan disebut
"Dana Cadangan (Sinking Fund)".
"luran Pengelolaan Kawasan" adalah setiap pengeluaran,
tagihan atas pengelolaan kawasan yang jumlah dan biaya-
biaya mana akan ditentukan dan diberitahukan oleh Pihak
Pertama seperti namun tjdak terbatas pada keamanan
tingkungan kawasan, kebersihan kawasan, penerangan
kawasan.
UBiaya Penggunaan" berarti setiap pengeluaran tagihan-
tagihan dan iuran-iuran lain berkenaan dengan penggunaan
dan pemakaian fasilitas-fasititas atas Unit sesuai dengan
sifat pemakaiannya, termasuk tetapi tidak terbatas pada
tagihan-tagihan telepon, listrik dan air yang digunakan pada
Unit yang bersangkutan serta tempat parkir.
"BPHTB atau Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunantt berarti pajak yang dikenakan atas perolehan
hak atas tanah dan bangunan, yang besarnya ditentukan
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
"Gambar", berarti gambar Unit yang dilampirkan dalam
Pedanjian in;' sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2.
UHarga Jual Beli tl berarti jumlah uang yang harus dibayar
oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama untuk membel;
Unit. Harga Jual Beli termasuk Pajak Pertambahan Nilai
(PPN), tetapi tidak termasuk Pajak Pertambahan NUai
Barang Mewah (PPNBM) atau pajak-pajak lainnya yang
wajib ditanggung dan dibayar aleh Pihak Kedua.
"Nilai Perbandingan Proporsional (NPP)" berarti angka
yang menunjukkan perbandingan antara besarnya hak
Pihak Kedua terhadap hak atas Bagian Bersama, Benda
Bersama dan Tanah Bersama. dihitung berdasarkan luas
Unit yang bersangkutan terhadap jumlah luas seluruh
bangunan.
"Satuan Rumah Susun: Apartemen, Rukan, Kios dan area
komersial" berarti Satuan Rumah Susun di Rumah Susun,
yang tetah dipitih dan dimaksudkan untuk dibeli oleh Pihak
Kedua dari Pihak Pertama. yang tujuan dan penggunaan I
peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini
dan menjadi abyek dari Pedanjian in; dan merupakan
Satuan Rumah Susun sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang Nomor 20 tahun 2011 tentang Rumah Susun dan
peraturan pelaksanaannya (berikut peraturan perubahannya
di kemudian hari), sebagaimana diuraikan dalam Pasal 2.1
perjanjian ini.
"Perhimpunan Pemilik dan Penghuni satuan Rumah
Susun (PPPSRs)" berarti perhimpunan para penghuni
Satuan Rumah Susun sebagaimana akan ditentukan dalam
Anggaran Dasar sesuai dengan peraturan yang berlaku.
"Pengelola Kawasan" adalah pihak yang melakukan
pengelolaan kawasan, termasuk namun tidak terbatas pada
jalan Iingkungan. infrastruktur. penerangan lingkungan pada
Kawasan Taman Melati Yogyakarta @Sinduadi.
ttpPN" berarti Pajak Pertambahan Nitai yang besarnya
sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku.
"PPh" berarti Pajak Penghasitan yang besarnya

















a) Harga Jual BeJi Beli atas Unit tersebut betum dilunasi
seluruhnya oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama.
b) Petaksanaan jual beli atas Unit belum dapat
ditakukan/dilangsungkan antara kedua belah pihak
secara resmi dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah
(PPAT) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
yang berlaku.
II Anggaran Dasar" berarti Anggaran Dasar dari
Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Rumah Satuan Rumah
Susun (PPPSRS) termasuk setiap perubahannya,
tambahannya serta modifikasinya yang akan dipersiapkan
dan diberlakukan oleh Pihak Pertama sebagai pengelota dan
atau Pengurus Perhimpunan Penghuni Rumah Susun
sementara selama Perhimpunan Penghuni Rumah Susun
belum dibentuk dan mampu melaksanakan tugas-tugasnya.
" Anggaran Rumah 1ang9a" adatah Anggaran Rumah
Tangga darJ Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Rumah
Satuan Rumah Susun (PPPSRS) termasuk setiap
perubahannya, tambahannya serta modifikasinya yang akan
dipersiapkan dan diberlakukan oleh Pihak Pertama sebagai
pengelala dan atau Pengurus Perhimpunan Penghuni
Rumah Susun selama Perhimpunan Penghuni belum
dibentuk dan mampu melaksanakan tugas-tugasnya.
tlBagian Bersama" adalah bagian dari Satuan Rumah
Susun yang dimifiki secara tidak terpisah untuk pemakaian
bersama dalam kesatuan rungsi dengan satuan-satuan
Rumah Susun, seperti namun tidak terbatas pada pondasi,
kolam, sloof, balok - balok luar r penunjang, dinding - dinding
struktur utama. atap. jaringan air bersih, jaringan Iistrik.
jaringan telepon, pintu - pintu, tangga. ruang untuk umum,
jalan masuk dan jalan keluar dari gedung, ruang untuk
umum, koridor dan selasar.
"Benda Bersama" adalah benda-benda atau barang-barang
yang bukan merupakan bagian dari Satuan Rumah Susun
tetapi yang dimiliki bersama secara tidak terpisah untuk
pemakaian bersama, seperti namun tidak terbatas pada
pertamanan yang ada di atas tanah bersama, pelataran
parkir, penangkal petir, fasilitas olahraga dan rekreasi di atas
tanah bersama, pas jaga, dan taman.
ItTanah Bersama" adalah bidang tanah hak guna bangunan
(HGB) atas nama Pihak Pertama yang digunakan atas dasar
hak bersama secara tidak terpisah yang di atasnya berdiri
rumah susun dan ditetapkan batasnya dalam persyaratan
izin mendirikan bangunan.
"Berita Acara Serah Terimalt berarti suatu bukti serah
terima pengalihan secara fisik Unit dari Pihak Pertama
kepada Pihak Kedua dalam bentuk dan isi sebagaimana
yang akan dibuat oleh Pihak Pertama.
ftBerita Acara Perbaikan" berarti suatu Berita Acara yang








Pihak Pertama dan Pihak Kedua UJ.1tuk selanjutnya secara
bersama-sama disebut "Para Pihak" terlebih dahulu menerangkan
bahwa Pihak Pertama bermaksud menjual Satuan Rumah Susun,
(untuk selanjutnya disebut "Unit"). sebagaimana dimaksud di
dafam perjanjian ini kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua
berkeinginan untuk membeli Unit sebagaimana dimaksud dalam
perjanjian ini, namun berhubung:
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t. "PPNBM" berarti Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah
yang besarnya sebagaimana ditentukan oleh peraturan yang
berlaku, apabila terhadap jual beli atas Unit ini dikenakan
PPNBM.
u. "Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun (SHM
SARUSUN)" berarti sertipikat sebagai alat pembuktian yang
kuat, yang merupakan alat bukti hak milik atas Unit yang
merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dan dUilid dalam
satu sampul dokumen, yang terdiri atas:
i. Salinan Buku Tanah dan Surat Ukur atas Hak Tanah
Bersama.
ii. Gambar Denah Tingkat Satuan Rumah Susun yang
bersangkutan, yang menunjukkan letak Unit yang
dimiliki.
iiI. Pertelaan mengenai besarnya bagian hak atas
Bagian Bersama, Benda Bersama dan Tanah
Bersama.
v. "Akta Jua' Beli" berarti akta jual beli Unit yang akan
ditandatangan; oleh dan antara Para Pihak dihadapan
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang berwenang
sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan
sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
w. "Tata Tertib Penghunian" berarti tata tertib penghunian
yang diberlakukan oleh Pihak Pertama sebagai pengelola
sementara Satuan Rumah Susun.
x. Luas Gross, adalah luas yang dihitung secara keseluruhan
dari luasan bangunan (permukaan dinding luar permanen),
dihitung se'uruh luas lantai yang ada termasuk basement,
lantai ruang peralatan M/E, mezzanine, balkan, atap, ruang
tangga, dan sebagainya, termasuk shaft dan kolom.
y. Luas Semi Gross, adalah luas netto ditambah pro-rata porsi
dari total luasan area bersama (common area). Area
bersama yang dimaksud adalah lobby, toilet umum yang
berada di luar unit yang dijual atau disewakan, koridor, ruang
service (ME), gUdang dan lain lain tidak termasuk shaft shaft
dan kolom.
z. Luas Netto, adalah luas yang dihitung/diukur dari permukaan
dinding dalam, (dinding pembatas antar unit). Tidak termasuk
shaft & luas tapak kolom yang berada di dalam unit, dan
merupakan hasil pengukuran dari Badan Pertanahan
Nasional (BPN) serta yang tercantum dalam Sertifikat Hak
Milik atas Satuan Rumah Susun (SHM SARUSUN).
Pasal2
PENGIKATAN JUAL BELl
2.1. Pihak Pertama dengan ini setuju dan mengikatkan dirinya
untuk mefljual kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua dengan
ini setuju dan mengikatkan diri untuk membeli dari Pihak
Pertama hak milik atas 1 (satu) unit Satuan Rumah Susun
dengan jenis, tempat I lokasi dan luas sebagaimana
dimaksud dalam Perjanjian ini dan digambarkan dalam
Lampiran 2 Perjanjian ini.
2.2. Hak mink atas Unit meliputi juga hak atas Bagian Bersama,
Benda Bersama dan Tanah Bersama sesuai dengan Nilai
Perbandingan Proporsionalnya Cl(NPP).
2.3. Kepastian luas netto akan diukur dan dite~tukan oleh B.a?an
Pertanahan Nasional yang dituangkan dl dalam Sert,plkat
Hak Milik atas Satuan Rumah Susun (SHM SARUSUN).
Apabila terdapat perbedaan luas antara luas ¥~ng tercant~~
dalam Perjanjian ini dengan luas dalam Sertlplkat Hak M.hk
Atas Satuan Rumah Susun, maka kedua belah pihak setuju
dan sepakat untuk tidak mengadakan klaim (tuntutan atau
gugatan) apapun.
2.4. Untuk perhitungan Biaya Pemeliharaan ~Iur~n
PengelolaanlService Charge dan Dana CadanganJSInkIng
Fund}, serta luran Pengelolaan Kawasan, kedua betah pihak
setuju untuk tunduk kepada luas yang tercantum dalam
Perjanjian ini.
2.5. Para Pihak telah mengetahui bahwa gambaran atas Unit
sebagaimana terdapat dalam Lampiran 2 Pedanjian ini.
Dalam keadaan tertentu, bentuk, design, atau lay-out dari
Unit dapat berubah baik untuk menyesuaikan dengan
konstruksi, design, maupun lay-out Satuan Rumah Susun
secara keseluruhan atau untuk 'menyesuaikan dengan
ketentuan dari instansi yang berwenang. Dengan demikian
maka Para Pihak khususnya Pihak Kedua dapat menerima
adanya perubahan-perubahan dari gambaran umum atas
Unit sebagaimana digambarkan dalam Lampiran 2
Perjanjian ini.
Pasal3
HARGA JUAL BELl DAN CARA PEMBAVARAN
3.1. Para Pihak dengan ini menyatakan setuju bahwa besarnya
Harga Jual Beli berikut dengan tahapan pembayaran atas
Unit adalah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur
dalam Lampiran 4 (Cara dan Jadwal Pembayaran Unit).
3.2. Setiap pembayaran Harga Jual Beli beserta jumlah uang
lain yang harus dibayar oleh Pihak Kedua kepada Pihak
Pertama menurut Perjanjian ini harus dilakukan melalui
rekening Pihak Pertama sebagaimana disebut dalam
Lampiran 4.
3.3. Setiap pembayaran Harga Jual Beli beserta jumlah uang
lain yang harus dibayar oleh Pihak Kedua kepada Pihak
Pertama menurut Pedanjian ini harus dilakukan secara
penuh, tanpa potongan. Pembayaran melalui transfer ke
rekening Pihak Pertama diakui setelah dana yang
bersangkutan efektif diterima/dibukukan dalam rekening
Pihak Pertama dan kemudian dikeluarkan kwitansi resmi
oleh Pihak Pertama.Setiap pembayaran dari Harga Jual
beserta jumlah uang lain dibayar melalui rekening :
Bank Mandiri (Persero) Rek No. 1370013700709 atau Bank
SCA Rek. No. 0373444496
aln PT Adhi Persada Properti
3.4. Pihak Kedua wajib melakukan pembayaran kepada Pihak
Pertama dalam mata uang Rupiah (Rp).
3.5. Apabila sisa pembayaran dilunasi seeara angsuran melalui
pinjaman dari Bank, maka Pihak Pertama semata-mata
hanya bersifat membantu Pihak Kedua untuk
menghubungkan dan menyampaikan kelengkapan
administrasi kepada Bank yang bersangkutan, sedangkan
pengurusan, persetujuan serta pelaksanaan pinjaman dari
Bank tersebut selanjutnya merupakan tanggung jawab
Pihak Kedua sepenuhnya.
Pasal4
KETERLAMBATAN (KELALAIAN) PEMBAYARAN DAN
URUTAN PEMBAVARAN DAlAM HAL KETERLAMBATAN
PEMBAYARAN
4.1. Segala akibat hukum yang timbul karena pembayaran yang
tidak dilakukan menurut ketentuan dalam Perjanjian ini
merupakan risiko dan tanggungjawab Pihak Kedua.
4.2. Jika Pihak Kedua lalai atau tidak membayar angsuran
dan/atau kewajiban pembayaran lainnya berdasarkan
Perjanjian inl pada waktu dan jumlah yang telah ditentukan,
maka Pihak Kedua wajib membayar kepada Pihak Pertama
denda sebesar 1%0 (satu permit) per hart kalender yang
dihitung dari jumlah angsuran maupun kewajiban
pembayaran lainnya yang terlambat atau kurang
pembayarannya.
4.3. Apabila terdapat pembayaran yang dilakukan tidak s~~uai
dengan daftar jadwal pembayaran maupun kewaJlban
pembayaran lain berdasarkan Perjanjian ini, maka untuk
pembayaran - pembayaran berikutnya akan diperhitungkan
dengan urutan pembayaran sebagai berikut:
a. Denda keterlambatan.
b. Biaya - biaya, termasuk Siaya Pemeliharaan ~Iur~n
PengelolaanlServiceCharge, Dana CadanganlSinking
Fund" luran Pengelolaan Kawasan, dan Biaya
Penggunaan, serta kewajiban pembayaran lain
berdasarkan Perjanjian ini.
c. Pembayaran angsuran.
4.4. Jika Pihak Kedua lalai atau tidak membayar angsuran,
denda, biaya..biaya dan/atau kewajiban pembayaran lain
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seJama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal
jatuh tempo pembayaran, maka dengan lewatnya waktu saja
telah memberikan buldi yang eUkup bahwa Pihak Kedua
tetah melalaikan kewajibannya kepada Pihak Pertama
berdasarkan Perjanjian ini, sehingga tidak diperlukan lagi
peringatan atau somasi apapun dan tanpa diperlukan
putusan dari pengadilan, dan Pihak Pertama berdasarkan
kelalaian Pihak Kedua tersebut berhak membatalkan
Perjanjian ini seeara sepihak serta berlaku sanksi
pembatalan, sebagaimana diatur dalam Pasal 13.1 dan 13.2
Perjanjian ini.
4.5. ApabiJa pembayaran dilakukan melalui bank dengan fasilitas
Kredit Pemilikan Apartemen (KPA) atau Kredit Pemilikan
Tempat Usaha (KPTU) dan kemudian hari Pihak Kedua
wanprestasi dan/atau lalai daJam meJaksanakan kewajiban
terhadap bank yang berakibat timbulnya kewajiban bagi
Pihak Pertama untuk melakukan pembayaran sisa hutang
Pihak Kedua kepada bank, maka Pihak Pertama berhak
mermatalkan Perjanjian in; secara sepihak dan berlaku
sanksi Pembatalan sebagajmana diatur dalam Pasal 13.1
dan 13.2 Perjanjian ini.
4.6. Apabila pembayaran dilakukan oleh bank dengan
menggunakan fasiitas kredit (KPAlKPTU) atas nama pihak
ketiga (selanjutnya pihak ketiga dimaksud akan disebut juga
"Debitur") yang disetujui oleh Pihak Pertama dan kemudian
hari Debitur wanprestasi dan/atau lalai dalam melaksanakan
kewajibannya terhadap bank yang berakibat timbulnya
kewajiban bagi Pihak Pertama untuk melakukan pembayaran
sisa hutang Debitur kepada bank, maka Pihak Kedua
menyetujui apabita Pihak Pertama membatalkan Perjanjian
ini secara sepihak dan berlaku sanksi Pembatalan
sebagajmana diatur dalam Pasa113.1 dan 13.2 Perjanjian ini.
4.7. Apabila proses permohonan fasilitas kredit (KPA1KPTU)
Pihak Kedua tidak disetujui oleh Bank, maka Pihak Pertama
dapat memberi kesempatan kepada Pihak Kedua untuk
men..iJah cara pembayaran sesuai dengan ketentuan yang
berlaku. Dan apabila Pihak Kedua tidak menyetujui cara
pembayaran yang ditawarkan oleh Pihak Pertama, maka
berlaku ketentuan Pembatalan sebagaimana diatur dalam
Pasa113.1 dan 13.2 Perjanjian ini.
PasalS
PEMBANGUNAN DAN PENVERAHAN SECARA FISIK
5.1 . Pihak. Pertama berjanji untuk melaksanakan pembangunan
atas Unit menurut gambar denah bangunan dan spesifikasi
yang ditandatangani oleh kedua belah pihak sebagaimana
Lampiran 2 dan Lampiran 3 Pedanjian ini dan sesuai pula
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
termasuk ketentuan mengenai tata tertib pembangunan
Satuan Rumah Susun dalam wilayah Kota/Kabupaten
Sleman. Dalam hal terjadi perubahan atas letakllokasi
dan/atau .peruntukan dan/atau luas (yang besarlsignifikan)
atas Unit karena perubahan, peningkatan atau perbaikan
kualitas, penyesuaian dan/atau perubahan atas
struktur/konstruksi, arsitektur, mechanical dan electrical
(M&E), desain gambar proyek I layout I penataan /
penempatan I peruntukan atas Satuan Rumah Susun dan
atau Unit karena sebab atau alasan apapun (termasuk
karena adanya suatu perubahan peraturan hukum atau
iZin/persetujuan yang berlakLf), maka Pihak Kedua
menyetujui perubahan , pemindahan I penggantian unit atas
Unit berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, ketentuan
mana wajib dinyatakan secara tertulis oleh Pihak Kedua
kepada Pihak Pertama dalam jangka waktu 14 (empat belas)
hari. Setelah lewat jangka waktu tersebut maka Pihak
Pertama berhak untuk menentukan dan memutuskan sendiri
salah satu ketentuan tersebut yang akan diberlakukan
terhadap Pihak Kedua dan keputusan mana adalah sah dan
mengikat terhadap Pihak Kedua atau pener~mal penggan~
haknya, dan Pihak Kedua tidak berhak mengaJukan ganti .rug.
maupun tuntutan dan atau gugatan apapun kepada P,hak
Pertama.
5.2. Penyerahan fisik atas Unit akan mengaeu pada Perjanjian ini
dan setelah seluruh pembayaran Harga Jual Beli lunas.
5.3. Pihak Pertama akan menyerahkan secara fisik dan bertahap
sesuai dengan Pasal 5.2, kecuali:
a. Selama jangka waktu tersebut te~adi hal-hal yang
berada di luar kekuasaan Pihak Pertama atau alasan
Force Mcyeure.
b. Atas pertirnbangannya sendiri Pihak Pertama
menunda penyerahan Unit sampai dengan letah
dipenuhinya seluruh kewajiban Pihak kedua kepada
Pihak Pertama termasuk tetapi tidak terbatas pada
pelunasan seluruh Harga Jual BeIi, denda-denda,
biaya-biaya dan kewajiban-kewajiban pembayaran
lainnya (bila ada) sesuai dengan ketentuan dalam
Perjanjian ini.
Penyerahan mana wajib diterima oleh Pihak Kedua dan
akan dinyatakan dalam suatu Berita Acara Serah Terima.
5.4. Jika Pihak Pertama tidak dapat menyerahkan Unit dalam
jangka waktu sebagaimana tersebut dalam Pasal 5.2,
kecuali disebabkan oleh peristiwa-peristiwa Keadaan
Kahar atau Force Majeure, maka:
a. Pihak Pertama akan dikenakan denda yang dihitung
dari sisa progres fisik keterlambatan penyelesaian
pembangunan dikalikan Harga Jual Beli dikalikan 1%0
(satu permil) per hari kalender.
b. Denda dihitung sejak 180 (seratus delapan pUluh) hari
kalender setelah jangka waktu yang ditetapkan pada
PasaI5.2.
c. Maksimal denda yang akan dikenakan adalah
sebesar 3% (tiga persen) dari sisa progres fisik
keterlambatan penyelesaian pembangunan.
d. Pihak Pertama wajib untuk membayar denda
keterlambatan penyerahan pembangunan segera
setelah menerima se(uruh pembayaran Harga Jual
Beli, berikut denda-dendanya (bila ada) dar; Pihak
Kedua.
5.5. Apabila Pihak Pertama telah siap menyerahkan Unit
sebelum batas waktu tanggal serah terima dalam Pasal 5.2
di atas, maka Pihak Pertama akan memberitahukan
tentang hal tersebut secara tertulis kepada Pihak Kedua 14
(empat belas) hari sebelum serah ter;ma fisik dilaksanakan
dan Pihak Kedua wajib menerimanya berdasarkan Berita
Acara Serah Terima dengan tetap memenuhi kewajiban .
kewajiban pembayaran menurut Perjanjian ini.
5.6. Segera setelah Pihak Kedua menerima pemberitahuan
mengenai penyerahan pembangunan dari Pihak Pertama,
maka selanjutnya Para Pihak harus menandatangani
Berita Acara Serah Terima, dengan ketentuan bahwa
Pihak Kedua tidak lalai dalam memenuhi kewajiban-
kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.
5.7. Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal
pernberitahuan untuk serah terima Unit ternyata Pihak
Kedua tidak datang dan atau tidak menandatangani Berita
Aeara Serah Terima karena sebab I alasan apapun, maka
Pihak Kedua dianggap menyetujui bahwa penyerahan
Unit, lelah dilakukan dan dalam hal demikian bukti
pengiriman surat pemberitahuan untuk melaksanakan
serah terima Unit tersebut dianggap merupakan bukti yang
cukup bahwa serah terima Unit telah dilaksanakan pada
hari ke-14 (empat belas) setelah tanggal pemberitahuan
tersebut disampaikan.
Untuk keperluan itu, Pihak Kedua dengan ini memberikan
kuasa, dengan hak substitusi, kepada Pihak Pertama
untuk dan atas nama Pihak Kedua metakukan
penandatanganan Berita Acara Serah Terima, kuasa mana
tidak dapat berakhir oleh sebab sebagaimana tersebut
dalam Pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
(KUHPerdata) dan sebab lain apapun juga.
5.8. Sejak tanggal penandatanganan Serita Acara Serah
Terima tersebut segala risiko atas Unit beralih kepada
Pihak Kedua. dan Pihak Pertama tidak mempunyai
tanggung jawab lagi terhadap Unit yang dibeli oIeh Pihak
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Kedua, kecuali sebagaimana yang diatur dalam Perjanjian
ini.
5.9. SeJak mulai tanggal serah terima Unit sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 Perjanjian ini, maka segala risiko
dan tanggung jawab atas Unit, termasuk kewajiban
pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Biaya
Pemeliharaan (luran PengelolaanlService Charge dan Dana
CadanganlSinking Fund), luran Pengelolaan Kawasan, dan
Biaya Penggunaan (termasuk tetapi tidak terbatas pada
tagihan - tagihan telepon, listrik, air dan tempat parkir) dan
lain-lain, serta pemeliharaanya beralih menjadi beban dan
wajib dibayar oleh Pihak Kedua.
Pasal6
MASAGARAN~DANPEMEUHARAAN
6.1. Apabila Pihak Kedua menemukan kerusakan..kerusakan
atas Unit, dan atau tidak berfungsinya kelengkapan-
kelengkapan di dalam Unit dan atau terdapat pekedaan
ruangan dalam yang belum selesai Pihak Kedua berhak
meminta secara tertulis kepada Pihak Pertama untuk
memperbaiki kerusakan tersebut danlatau membuat
kelengkapan-kelengkapan di dalam Unit berfungsi dan atau
menyelesaikan pekerjaan ruangan dalam yang belum
selesai, dalam jangka waktu 90 (sembilan pUluh) hari sejak
tanggal ditandatanganinya Serita Acara Serah Terima,
demikian dengan ketentuan bahwa:
(i) Kewajiban Pihak Pertama tersebut dibatasi oleh desain
dan spesifikasi Unit.
(ii) Kerusakan-kerusakan dan/atau tidak berfungsinya
kelengkapan yang ada pada Unit tersebut bukan
disebabkan oleh kesalahan Pihak Kedua.
(iii) Pihak Kedua belum mengadakan perubahan dan/atau
perbaikan dalam bentuk apapun terhadap kelengkapan
yang ada pada Unit tersebut.
(tv) Permohonan perbaikan tersebut hanya dapat diajukan
1 (satu) kali saja selama Masa Pemeliharaan dan
harus dibuat secara tertulis.
(v) Pihak Pertama tidak akan melayani permintaan
perbaikan yang dibuat secara lisan dan dianggap tidak
pernah ada.
6.2. Dalam hal Pihak Kedua menggunakan haknya
sebagaimana tersebut dalam Pasal 6.', Pihak Pertama atas
biayanya sendiri akan memperbaiki kerusakan-kerusakan
tersebut dan atau membuat kelengkapan-kelengkapan di
dalam Unit berfungsi dalam jangka waktu 45 (empat puluh
lima) hari kalender sejak permintaan perbaikan diajukan
oleh Pihak Kedua.
6.3. Pada saat Pihak Pertama selesai melakukan kewajibannya
melakukan perbaikan atau selambat-Iambatnya pada hari
ke 45 (empat puluh lima) sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6.2, Para Pihak wajib menandatangani Berita Acara
Perbaikan.
Dalam hal Pihak Kedua tidak menandatangani Berita Acara
Perbaikan, maka untuk keperluan itu, Pihak Kedua dengan
in: memberikan Kuasa, dengan hak substitusi, kepada Pihak
Pertama untuk dan atas nama Pihak Kedua melakukan
penandatanganan Berita Acara Perbaikan, kuasa mana
tidak dapat berakhir oleh sebab sebagaimana tersebut
dalam Pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
(KUHPerdata) dan sebab lain apapunjuga.
6.4. Selama seluruh Harga Jual Beli dan kewajiban pembayaran
lainnya berdasarkan Perjanjian ini belum dilunasi oleh Pihak
Kedua, maka Pihak Kedua wajib mengasuransikan Unit
terhitung sejak tan9gal serah terima Unit kepada
perusahaan asuransi yang disetujui oleh Pihak pertama
seba9ai antisipasi terhadap bahaya kerusakan akibat
bencana alam, kebakaran dsb dan dengan syarat-syarat
yang ditetapkan oleh Pihak Pertama. Polis asuransi harus
mencantumkan klausul klaim pertanggungan untuk
kepentingan Pihak Pertama dan disimpan oleh Pihak
Pertama.
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6.5. Kerusakan atas kelengkapan-kelengkapan di dalam Unit




7.1. Pihak Kedua wajib menggunakan Unit sesuai dengan
tujuan dan peruntukan sebagaimana dimaksud dalam
PPJB BUTIR 2 dan Pasal1 huruf o. Perjanjian ini maupun
yang ditentukan oleh instansi yang berwenang. Segala
akibat dan risiko yang timbul karena penggunaan yang
tidak sesuai dengan tujuan dan peruntukannya menjadi
risiko dan tanggungan Pihak Kedua.
7.2. Selama Pihak Kedua karena sebab I alasan apapun juga
masih befum menyelesaikan (melunasj) seluruh Harga Jual
BelL denda-denda, biaya-biaya (termasuk Biaya
Pemeliharaan, luran Pengelolaan Kawasan, dan Biaya
Penggunaan) dan kewajiban pembayaran lain yang
terhutang kepada Pihak Pertama, maka Pihak Kedua tidak
akan dan tidak boleh (dilarang) menyewakan,
meminjamkan, atau menyerahkan I membiarkan untuk
dipergunakan atau dikuasai oleh pihak lainl ketiga, atau
menjaminkan I mempertanggungkan, dengan cara apapun
kepada pihak lain atas seluruh atau sebagian Unit.
Pasal8
PERUBAHAN BANGUNAN
8.1. Tanpa mengurangi ketentuan dalam pasal 7 Perjanjian ini,
selama Pihak Kedua belum menyelesaikan (melunasi)
seluruh Harga Jual Belt denda-denda, biaya-biaya dan
kewajiban-kewajiban pembayaran lain dalam Pasal 3 dan
Pasal 4 Perjanjian ini kepada Pihak Pertama, Pihak Kedua
tidak akan dan tidak diperbolehkan (dilarang) melakukan
perubahan konstruksi, perubahan bentuk atau perubahan
yang bersifat bagaimanapun juga atas Unit.
8.2. Jika atas Unit dilakukan perubahan yang bersifat
bagaimanapun juga oleh Pihak Kedua, maka segala akibat
dan risiko sehubungan dengan perubahan tersebut,
termasuk perubahan Izin Mendirikan Bangunan-nya,
sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Pihak
Kedua, dan mengenai hal-hal tersebut Pihak Pertama
dibebaskan oleh Pihak Kedua dari segala tuntutan atau
gugatan hukum dari pihak ketiga.
Pasal9
PENGELOLA SEMENTARA, KETERLAMBATAN
PEMBAVARAN BIAVA PEMELIHARAAN (lURAN
PENGELOLAAN/SERVICE CHARGE DAN DANA
CADANGAN/SINKING FUNlJ" lURAN PENGELOLAAN
KAWASAN, DAN BIAVA PENGGUNAAN BERIKUT
SANKSINVA, SERTA ANGGARAN DASAR
9.1. Pihak Kedua setuju bahwa selama Perhimpunan Pemilik
dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS) belum
terbentuk secara sah dan atau belum membentuk atau
menunjuk pengelola Satuan Rumah Susun dan belum
melaksanakan tugasnya sesuai Anggaran Dasar, maka
Pihak Pertama atau pihak lain yang ditunjuk oleh Pihak
Pertama akan bertindak sebagai Perhimpunan Pemilik dan
Penghuni Rumah Satuan Rumah Susun (PPPSRS)
sementara dan/atau pengelola sementara Satuan Rumah
Susun.
9.2. Besarnya luran Pengelolaan/Service Charge, Dana
Cadangan/Sinking Fund, dan luran Pengelolan Kawasan
akan ditentukan kemudian oleh Pihak Pertama, dan dapat
ditinjau kembali dan diubah dari waktu ke waktu oleh Pihak
Pertama sebagai pengelola sementara untuk disesuaikan
dengan terjadinya perubahan biaya operasional atas
komponen Biaya Pemeliharaan (luran Pengelolaan/Service
Charge dan Dana Cadangan/Sinking Fund), luran
Pengelolaan Kawasan dan Biaya Penggunaan.
9.3. Pihak Kedua wajib membayar Biaya Pemeliharaan (luran
PengelolaanlService Charge dan Dana CadanganlSinking
Fund) dan luran Pengelolaan Kawasan sekaligus setiap 6
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(enam) bulan di muka per Unit.
9.4. Pihak Kedua menyetujui bahwa karena Unit merupakan
bagian dari Satuan Rumah Susun maka Pihak Kedua waJib:
a. Membayar Biaya Pemeliharaan (luran
PengelolaanJService Charge dan Dana
CadanganlSinking Fund) dan Biaya Penggunaan
kepada Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Rumah
Satuan Rumah Susun (PPPSRS) sementara, sesuai
tarif yang ditetapkan dar; waktu ke waktu oleh
Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Rumah Satuan
Rumah Susun (PPPSRS) sementara.
b. Membayar luran Pengelolaan Kawasan kepada
PPPSRS sementara. Selanjutnya PPPSRS
Sementara menyerahkan iuran Pengelola Kawasan
tersebut kepada Pengelola Kawasan Taman Melati
Yogyakarta @Sinduadi.
c. Tunduk dan mematuhi setiap ketentuan dalam Tata
Tertib Penghuni, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah
Tangga, Peraturan lainnya yang ditetapkan dan
diberlakukan secara umum oleh Perhimpunan
Pemilik dan Penghuni Rumah Satuan Rumah Susun
(PPPSRS) sementara., termasuk yang berkaitan
dengan biaya pemeliharaan, pengaturan,
pengelolaan, perpakiran, dan hal-hal lain yang
bertalian dengan Satuan Rumah Susun, berikut
perubahan-perubahannya di kemudian hari.
d. Tunduk dan mematuhi setiap ketentuan dalam Tata
Tertib Pengelolaan Kawasan yang ditetapkan dan
diberlakukan seeara umum oleh Pihak Pertama
selaku Pengelola Kawasan, termasuk namun tidak
terbatas yang berkaitan dengan iuran pengelolaan
kawasan, berikut perubahan-perubahannya di
kemudian hari.
9.5. Apabila Pihak Kedua dengan alasan apapun tidak dapat
melakukan suatu pembayaran Biaya Pemeliharaan (luran
PengelolaanlService Charge dan Dana CadanganJSinking
Fund), turan Pengelolaan Kawasan dan Biaya Penggunaan
tepat pada waktunya kepada Pihak Pertama dengan
memperha~ikan ketentuan Pasal 5.9, Pihak Kedua wajib
membayar denda kepada Pihak Pertama sebesar 1%0 (satu
permil) atas jumtah yang belum dibayarkan tersebut untuk
setiap hari keterlambatan, keterlambatan mana terhitung
sejak jatuh temponya pembayaran sampai dengan tan9gal
seluruh jumlah pembayaran tersebut beserta dendanya
dibayar lunas.
9.6. Tanpa mengurangi ketentuan Pasal 9.5 Pihak Pertama
selaku Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Rumah Satuan
Rumah Susun (PPPSRS) sementara dan Pengelola
Kawasan juga berhak mengambil tindakan..tindakan yang
dianggap baik dan menerapkan sanksi..sanksi yang
berkaitan dengan pengelolaan Satuan Rumah Susun dan
Pengefolaan Kawasan seperti termasuk tetapi tidak terbatas
pada pemutusan aliran listrik, air, dan fasHitas-fasilitas
lainnya.
9 7. Apabila kegagalan Pihak Kedua melakukan kewajiban
pembayaran dan/atau denda ~eperti tersebut dalam Pasal
9.5 berlangsung selama 15 (lima belas) hari kalender sejak
jatuh temponya pembayaran dan/atau denda tersebut,
maka Pihak Pertama selaku Perhimpunan Pemilik dan
Penghuni Rumah Satuan Rumah Susun (PPPSRS)
sementara dan Pengelola Kawasan dapat melakukan hal-
hal sebagai berikut:
a. Memberi peringatan kepada Pihak Kedua sampai
dengan 3 (tiga) kali peringatan masing-masing dengan
tenggang waktu 7 (tujuh) hari kalender.
b. Apabila Pihak Kedua tetap tidak melaksanakan
kewajiban pembayaran tersebut setelah diberi
peringatan tersebut, selanjutnya Pihak Pertama dapat
menghentikan pemberian layanan I melakukan
pemutusan atas aliran listrik, air, penyejuk udara (air
conditionet} sampai dengan dilunasinya pembayaran
yang tertunggak berikut dengan denda-dendanya (bila
ada).
9.8. Untuk keperluan Pasal 9.6 dan Pasal 9.7 Pihak Kedua
dengan ini memberikan kuasa dengan hak substitusi
kepada Pihak Pertama untuk melakukan pemutusan aliran
Jistrik, air, penyejuk udara (air conditionef) , menghadap
dihadapan pihak berwenang, memberikan keterangan,
menanda-tangani surat-surat, perjanjian-perjanjian atau
dokumen-dokumen yang diperlukan, singkatnya
melakukan setiap dan segala tindakan yang diperlukan
untuk melaksanakan apa yang diatur dalam Pasal 9.6 oleh
sebab sebagaimana tersebut dalam Pasa11813, 1814, dan
1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
dan sebab lain apapun juga.
9.9. Selama Pihak Pertama menjadi selaku Perhimpunan
Pemilik dan Penghuni Rumah Satuan Rumah Susun
(PPPSRS) sementara dan Pengelola Kawasan, Pihak
Kedua setuju bahwa Pihak Pertama tidak bertanggung
jawab atas apapun yang terjadi berkaitan dengan
penggunaan haknya atau terhadap tindakan-tindakan
pihak ketiga terhadap Unit.
Pasal10
PENANDATANGANAN AKTAJUAL BELl
10.1, Para Pihak dengan ini setuju dan mengikatkan diri untuk
menandatangani Akta Jual Beli (AJB) segera setelah:
i. Sertipikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun (SHM
SARUSUN) telah diterbitkan dan didaftar atas nama
Pihak Penama oleh pihak yang berwenang;
ii, Harga Juat Beli atas Unit telah dilunasi;
iii. Berita Acara Serah Terima telah ditandatangani oleh
Para Pihak;
iv. Biaya Pemeliharaan (luran Pengelolaan/Service
Charge dan Dana Cadangan/Sinking Fund), luran
Pengelolaan Kawasan dan Biaya Penggunaan atas
Unit untuk periode waktu yang bersangkutan teJah
dilunasi, dan;
v. Ongkos, biaya, serta pajak sebagaimana dinyatakan
dalam Pasal11 Perjanjian lelah dilunasi.
10.2. Pihak Pertama akan menyerahkan dokumen Sertipikat Hak
Milik atas Satuan Rumah Susun (SHM SARUSUN)
selambat-Iambatnya 48 (empat puluh delapan) bulan
setelah serah terima unit kepada Pihak Kedua.
10.3. Dalam jangka waktu 30 (tiga pUluh) hari kalender sejak
diterbitkannya Sertipikat Hak Milik atas Satuan Rumah
Susun (SHM SARUSUN), Pihak Penama akan
memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak
Kedua yang menyatakan bahwa Sertipikat Hak Milik Atas
Satuan Rumah Susun tetah diterbitkan dan oleh karenanya
Pihak Pertama meminta Pihak Kedua untuk segera
menandatangani Akta Jual Beli (AJB), demikian dengan
ketentuan bahwa Pihak Kedua tidak lalai dalam mematuhi
kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.
10.4, Pada waktu melangsungkan jual beli di hadapan Pejabat
Pembuat Akta Tanah, Pihak Kedua wajib untuk membawa
dan memperJihatkan asli Perjanjian ini berikut kuitansi-
kuitansi atas pelunasan seluruh harga Jual Beli, biaya-
biaya dan kewajiban pembayaran lainnya dan Pihak Kedua
kepada Pihak Penama berdasarkan Perjanjian ini, .sena
melengkapi semua akta, dokumen maupun surat la.nnya
yang diperlukan.
10.5. Apabila Pihak Kedua tidak melangsungkan dan
menandatangani akta jual beli dan melengkapi semua
akta, dokumen maupun surat lainnya yang diperlukan
untuk kelengkapan pembuatanl penandatanganan aktajual
beli dimaksud dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal
pemberitahuan secara tertulis oIeh Pihak Pertama, maka
segala akibat dan risiko karena tertundanya
penandatanganan Akta Jual Beli terseb~t menjadi beb~n
dan tanggung jawab Pihak Kedua dan Plhak Kedua waJlb
membayar kepada Pihak Pertama sejumlah biaya yang
ditentukan oleh Pihak Pertama karena tertundanya
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penandatanganan Akta Jual Beli tersebut.
10.6. Apabila di kemudian hari atas perjanjian dan pendaftaran
peralihan haknya di kantor pertanahan dikenakan tambahan
pajak atau retribusil pungutan/ biaya apapun dari instansi
yang berwenang maka tambahan pajak atau retribusil
pungutan/ biaya dimaksud wajib ditanggung dan dilunasi
oleh Pihak Kedua dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah ditagih
o~h Pihak Pertama.
Pasal 11
BIAYA.. BIAYA DAN ONGKOS..ONGKOS SERTA PAJAK..PAJAK
11.1. Biaya-biaya berkenaan dengan penandatanganan Akta
Jual Beli (AJB), dan ongkos-ongkos serta biaya-biaya untuk
rr:endaftarkan peralihan hak milik atas Unit ke atas nama
Pihak Kedua dibayar sepenuhnya dan ditanggung oleh
Pihak Pertama.
11.2. Terhitung mulai tanggal serah terima Unit berdasarkan
Perjanjian ini, maka sefuruh pajak, iuran, retribusi dan
beban-beban lain yang terhutang bertafian dengan Unit dan
penyerahannya kepada Pihak Kedua, termasuk tapi tidak
terbatas pada Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan beban-
beban lain yang dipungut oleh pihak yang berwenang,
rnenjadi beban dan wajib dibayar oleh Pihak Kedua.
11.3. Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah (PPNBM) apabila
alja, dan Bea Perofehan Hak Atas Tanah dan/atau
Bangunan (BPHTB) atas Unit tersebut di atas menjadi
tanggung jawab dan dibayar oleh Pihak Kedua, sedangRan
Pajak Penghasilan (PPh) dibayar oleh Pihak Pertama.
11.4. Pihak Pertama dengan ini mengasuransikan bangunan
Satuan Rumah Susun (tidak termasuk asuransi untuk
barang-barang atau isi yang terdapat dalam Unit) terhadap
bahaya kebakaran dan bahaya-bahaya lainnya yang
dlanggap perlu (fire industrial all risk) kepada perusahaan
asuransi, dan premi asuransi telah termasuk dalam Biaya
Pemeliharaan.
11.5. J :ka karena suatu peraturan, ketentuan, atau keadaan
tertentu, Pihak Pertama telah membayar lebih dahulu
(namun Pihak Pertama tidak berkewajiban untuk melakukan
hal tersebut) suatu pajak, iuran, retribusi, biaya, ongkos,
maupun kewajiban pembayaran lainnya yang merupakan
beban dan tanggung jawab Pihak Kedua, maka Pihak
Kedua wajib melunasi pembayaran dimaksud dengan
seketika dan sekaligus lunas kepada Pihak Pertama atas
~mberitahuan dari Pihak Pertama.
Pasal 12
PENGAKUAN HAK
rv1engenai Unit dan segala hal yang berhubungan dengan Unit
Pihak Pertama hanya mengakui Pihak Kedua sebagai "counter-
part' dan karena itu Pihak Pertama hanya mengakui hak dan
kepentingan Pihak Kedua berdasarkan Perjanjian ini atau hak dan
kepentingan pihak ketiga yang secara sah menerima pengalihan
dari Pihak Kedua sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini.
Pihak Pertama tidak berkewajiban melayani dan berhubungan
dengan pihak-pihak lain yang menyatakan mempunyai hak atau
turut mempunyai hak, baik yang secara langsung atau tidak
langsung, berkaitan dengan Pihak l<edua maupun atas Unit ini,
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menuntut kembali atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
yang sudah dibayarkan serta tidak berhak menuntut Pajak
Penghasilan (PPh) yang sudah dibayarkan Pihak Pertama,
dan sisanya akan dikembalikan kepada Pihak Kedua
setelah Unit tersebut terjual kepada pihak lain. Atas
te~adinya kondisi tersebut Pihak Kedua tidak akan
mengajukan tuntutan berupa apapun kepada Pihak
Pertama.
13.3. Apabila pembatalan Perjanjian ini diminta oleh Pihak
Kedua dan dapat disetujui secara tertulis oleh Pihak
Pertama, maka Pihak Pertama akan mengembalikan uang
kepada Pihak Kedua setelah dipotong denda sebesar 20%
(dua pUluh persen) dari total harga Jual dan Pihak Kedua
kehilangan haknya untuk menuntut kembali atas Pajak
Pertambahan Nilai (PPN) yang sudah dibayarkan serta
tidak berhak menuntut Pajak Penghasilan (PPh) yang
sudah dibayarkan Pihak Pertama, dan sisanya akan
dikembalikan kepada Pihak Kedua setelah Unit tersebut
teQual kepada pihak lain. Atas tedadinya kondisi tersebut
Pihak Kedua tidak akan mengajukan tuntutan berupa
apapun kepada Pihak Pertama.
13.4. Apabila Perjanjian ini akan diakhiri karena terjadinya suatu
Keadaan Kahar atau Force Majeure sebagaimana yang
tersebut da/am Pasal 14.2, pihak kepada siapa suatu
kewajiban tidak dapat dilakukan akibat Keadaan Kahar
atau Force Majeure harus memberikan suatu
pemberitahuan pengakhiran Pedanjian secara tertulis
kepada pihak lainnya, dan dalam hal ini Pihak Pertama
tidak diwajibkan untuk mengembalikan setiap jumlah
pembayaran yang te/ah diterima dari Pihak Kedua.
13.5. Untuk keperluan pengakhiran Perjanjian sebagaimana
diatur dalam Perjanjian ini, Para Pihak setuju untuk tidak
memberlakukan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
Indonesia sepanjang suatu keputusan Penga9ilan
diperlukan untuk pengakhiran tersebut.
13.6. Perjanjian ini tidak berakhir karena salah satu pihak
meninggal dunia atau bubar tetapi mengikat para ahli waris
atau penggantinya yang sah menurut hukum dari pihak
yang meninggal dunia atau bubar tersebut.
13.7. Dalam hal Pihak Kedua meninggal atau bubar sebelum
ditandatanganinya Akta Jual Beli, maka dalam jangka
waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak meninggalnya atau
bUbarnya Pihak Kedua, ahl; waris atau penggantinya yang
sah menurut hukum dari Pihak Kedua tersebut wajib
memberikan bukti Surat Keterangan Hak Waris yang sah
atau keputusan Pengadilan kepada Pihak Pertama.. yang
membuktikan sebagai ahli waris yang sah dari Pihak
Kedua dan pernyataan tertulis dari seluruh ahli waris yang
menyatakan bahwa mereka menyetujui untuk
menggantikan hak dan kewajiban Pihak Kedua dalam
Perjanjian ini. Segala beban dan biaya yang mungkin
timbul berkenaan dengan pengalihan hak tersebut di atas,
menjadi beban dan dipikul oleh ahli waris atau
penggantinya yang sah menurut hukum dari Pihak Kedua.
13.8. Apabila kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 13.7
tersebut tidak dilaksanakan dalam jangka waktu yang
ditentukan, maka Pihak Pertama akan memberikan
peringatan kepada ahli waris atau penggantinya yang sah
menurut hukum dari Pihak Kedua dan apabila Pihak Kedua
tetap tidak melaksanakan kewajiban untuk memenuhi
ketentuan tersebut setelah diberi peringatan maka Pihak




Perjanjian ini tidak dapat dibatalkan secara sepihak, kec~al!
pembatalan perjanjian oleh Pihak Pertama karena terJadl
k.elalaian sebagaimana diatur dalam Pasal 4.4 atau Pasal
4.5 atau Pasal 4.6,4.7 Perjanjian ini.
Dalam hal terjadi pembatalan Perjanjian ini oleh Pihak
Pertama berdasarkan ketentuan Pasal 4.4 atau Pasal 4.5
atau Pasal 4.6 atau Pasal 4.7 Perjanjian ini, maka Pihak
Kedua akan dikenakan denda sebesar 20% (dua puluh
persen) dari total harga Jual yang telah dibayarkan oleh
Pihak Kedua dan Pihak Kedua kehilangan haknya untuk
Pasal14
KEADAAN KAHAR ATAU FORCE MAJEURE
14.1. Setiap peristiwa "Keadaan Kahar" atau II Force Majeurell
adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan
Para Pihak, termasuk tetapi tidak terbatas pada bencana
alam, huru-hara, wabah penyakit, kebakaran, ledakan,
pemogokan umum, perang, perubahan peraturan
perundang-undangan, tindakan pemerintah, kekacauan
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sosial, yang merintangi atau menghalangi salah satu dari
Para Pihak untuk menjalankan kewajibannya dalam
Perjanjian ini, kecuali terhadap kewajiban pembayaran
berdasarkan ketentuan Perjanjian ini.
14.2. Apabila peristiwa Keadaan Kahar atau Force Majeure
terjadi, Para Pihak baik secara sendiri-sendiri atau bersama-
sama dengan itikad baik wajib mengambil langkah-langkah
yang terbaik untuk menghindari, mengakhiri atau paling
tidak meminimalkan dampak yang timbul dari peristiwa
tersebut dengan dasar pertimbangan utama adalah dapat
diselesaikannya pembangunan Satuan Rumah Susun.
14.3. Apabila tedadi suatu peristiwa Keadaan Kahar atau Force
Majeure terhadap Unit dan/atau Bagian Bersarna dan/atau
Benda Bersama tetapi Akta Jual Beli masih belurn
ditandatangani oleh Para Pihak dan Perhimpunan Pemilik
dan Penghuni Rumah Satuan Rumah Susun (PPPSRS)
belum terbentuk secara sah dan mampu menjalankan
tugas-tugasnya sebagaimana yang diatur dalam Anggaran
Dasar, kejadian mana sedemikian rupa membuat Unit tidak
dapat digunakan lagi, maka Pihak Kedua akan menunjuk
Pihak Pertama untuk melakukan pembangunan kembali
Unit, demikian dengan ketentuan bahwa biaya
pembangunan kembali tersebut dibayarkan dari jumlah ganti
rugi (klaim asuransi) yang diterima dari pihak asuransi, yang
besarnya sesuai dengan nilai kontrak dan apabila jumlah
ganti rugi yang diterima tersebut tidak mencukupi untuk
pembangunan kembali maka kekurangannya tersebut
menjadi beban dan tanggung jawab serta harus dibayar
oleh Pihak Kedua sesuai dengan Nilai Perbandingan
Proporsional (NPP)-nya.
14.4. Apabila Pihak Kedua tidak dapat membayar biaya
pembangunan kembali sebagaimana tersebut dalam Pasal
14.3 diatas dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari
kafender setelah surat penagihan dikirimkan oleh Pihak
Pertama, maka hak Pihak Kedua atas Unit akan hiJang dan
beralih kepada Pihak Penama dan Perjanjian ini akan
berakhir dengan sendirinya demikian dengan ketentuan
bahwa Pihak Pertama hanya berkewajiban untuk membayar
kompensasi kepada Pihak Kedua sejumlah Nilai
Perbandingan Proporsional (NPP) nya dad nilai ganti rugi
yang diterim,a asuransi. Dalam hal ini, Pihak Kedua setuju
untuk melepaskan haknya untuk menuntut, menggugat atau
melakukan upaya~upaya hukum lain tehadap Pihak Pertama
setelah Pihak Pertama memberikan kompensasi kepada
Pihak Kedua.
14.5. Apabila terjadi suatu peristiwa Keadaan Kahar atau Force
Majeure terhadap Satuan Rumah Susun atau Unit dan
Perhimpunan Penghuni telah terbentuk secara sah dan
mampu menjalankan tugas~tugasnya sebagaimana yang
diatur dalam Anggaran Dasar kejadian mana sedemikian
rupa membuat Satuan Rumah Susun atau Unit tidak dapat
digunakan lagi, keputusan mengenai apakah Satuan
Rumah Susun atau Unit akan dibangun kembali atau tidak
menjadi tanggung jawab sepenuhnya Perhimpunan Pemilik
dan Penghuni Rumah Satuan Rumah Susun (PPPSRS).
Pasal15
PENGALIHAN
15.1. Selama penandatanganan Akta Jual Beli belum dapat
dilaksanakan, maka Pihak Kedua tidak dapat memindahkan
atau mengalihkan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya
dalam Perjanjian in;' termasuk tetapi tidak terbatas kepada
menyewakan Unit dan menjaminkan haknya, tanpa
memperoleh suatu persetujuan tertulis terlebih dahulu dari
Pihak Pertama, persetujuan mana akan diberikan apabila
tidak ada dasar yang kuat untuk menolaknya.
15.2. Pihak-pihak yang menerima pengalihan atau menggantikan
seluruh atau sebagian hak dan tanggung jawab atas Unit
dari Pihak Kedua karena sebab atau alasan apapun, secara
otomatis tunduk dan terikat sepenuhnya pada seluruh
ketentuan dalam Perjanjian in;' namun dengan tidak
mengurangi kewajiban dari Pihak Kedua untuk menegaskan
keterikatan tersebut dalam perjanjian mengenai pengalihan
hak dan tanggung jawab yang bersangkutan.
15.3. Dalam hal Pihak Pertama telah memberikan persetujuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.1 yaitu dalam
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rangka pelaksanaan pengalihan hak-hak dan kewajiban-
kewajiban oleh Pihak Kedua berdasarkan Perjanjian ini
kepada pihak ketiga yang dilakukan sebelum Sertipikat
Hak Milik atas Satuan Rumah Susun dibalik nama ke atas
nama Pihak Kedua, maka Pihak Kedua akan dikenakan
biaya administrasi pengalihan sebesar 2,5% (dua koma
lima persen) dari seluruh Harga Jual Beli (Pasa! 3.1
Perjanjian ini) dan biaya/beban dan pajak lainnya yang
timbul akibat pengalihan ini.
15.4. Pengalihan hak·hak dan kewajiban-kewajiban Pihak Kedua
berdasarkan Perjanjian ini sesuai dengan ketentuan Pasal
15,1 di atas kepada ayah, ibu, anak, suami, istri, atau
pengalihan kepada salah satu kongsi diantara Pihak Kedua
(dalam hal Pihak Keduamerupakan suatu perkongsian I
joint ownership) yang dilakukan atau terjadi sebelum
Sertipikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun (SHM
SARUSUN) dibalik nama ke alas nama Pihak Kedua,
maka Pihak Kedua hanya akan dikenakan biaya
pembuatan addendum sesuai dengan ketentuan
pengalihan seperti tersebut hanya dapat dilakukan 1 (satu)
kali saja. Atas pengalihan ini maka berlaku biaya
administrasi sesuai PPJB BUTIR 4.
15.5. Pihak Pertama dapat memindahkan atau mengalihkan hak~
hak dan kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian ini
tanpa memperoleh suatu persetujuan tertulis terlebih
dahulu dari Pihak Kedua, demikian dengan ketentuan
Pihak Pertama harus memberitahukan Pihak Kedua secara
tertulis setelah dilakukannya pemindahan atau pengalihan
tersebut, dan pihak lain yang menerima pengalihan dari
Pihak Pertama wajib tunduk pada seluruh ketentuan yang
diatur dalam perjanjian ini.
15.6. Pengalihan hak dan kewajiban seperti tersebut pada Pasal
15.1 tidak merubah nama yang tertera dalam Faktur Pajak
PPN yang diterbitkan oleh Pihak Pertama.
15.7. Jika Pihak Kedua mengalihkan hak-hak dan kewajiban-
kewajiban tersebut kepada pihak ketiga secara tidak sah
atau tanpa izin atau persetujuan terlebih dahulu dari Pihak
Pertama, maka Perjanjian pengalihan hak dengan pihak




16.1. Jika Perjanjian ini berdasarkan ketentuan Pasal 4.4 atau
Pasal 4.5 atau Pasal 4.6 atau Pasal 13.2 atau Pasal 13.3
Perjanjian ini atau karena sebab / alasan apapun menjadi
batal atau dibatalkan, maka dalam waktu selambat-
lambatnya 30 (tiga pUluh) hari terhitung mulai tanggal surat
pemberitahuan dengan surat tercatat sebagaimana dalam
Pasal 20 Perjanjian ini, Pihak Kedua wajib menyerahkan
seluruh Unit dalam keadaan baik dan lengkap (berikut
kunci-kuncinya), serta dalam keadaan kosong, dalam arti
tidak dihuni/ditempati atau dikuasai oleh pihak mana
manapun juga karena sebab I alasan apapun.
16.2. Untuk setiap hari keterlambatan Pihak Kedua
menyerahkan Unit dalam keadaan kosong kepada Pihak
Pertama,. maka Pihak Kedua dikenakan denda
pengosQngan sebesar 1% (satu persen) dari seluruh
Harga Jual.
16.3. Jika dalam 30 (tiga putuh) hari terhitung mulai tanggal
surat pemberitahuan tersebut di atas Pihak Kedua tidak
menyerahkan Unit dalam keadaan kosong kepada Pihak
Pertama sebagaimana mestinya, maka Pihak Pertama
sewaktu-waktu berhak dan sekatigus merupakan kuasa
penuh dari Pihak Kedua kepada Pihak Pertama untuk
mengosongkan sendiri dan mengambil kembali Unit ke
dalam penguasaan Pihak Pertama dari Pihak manapun,
jika perlu dengan bantuan dar; pihakJinstansi yang
berwenangl berwajib, semuanya atas beban dan
tanggungan Pihak Kedua. Sehubungan dengan hal
tersebut, Pihak Pertama berhak pula untuk
memperhitungkan dan menagih kepada Pihak Kedua
denda pengosongan berdasarkan Pasal 16.2 di atas
berikut biaya-biaya yang mungkin akan timbul sehubungan
dengan pelaksanaan pengosongan Unit.









b. Pihak Kedua dikirimkan ke alamat sesuai dengan
alamat yang tersebut dan tertulis di dalam Lampiran 4
Petianjian ini, kecuali diminta lain dan disetujui Para
Pihak.
:PT ADHI PERSADA PROPERTI
:Grand Dhika City Bekasi
Tower Cempaka Ground Floor
JI.H.Djoyomartono Exit Tol
Bekasi Timur KM.16/ Kota
Bekasi, Jawa Barat 12920
:021 - 82653337
:021 - 82653337




20.2. Setiap pemberitahuan dianggap telah dikirimkan dan




21.1. Apabila satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian ini
menjadi batal atau tldak berlaku, tidak sah atau tidak dapat
dilaksanakan dalam hal apapun berdasarkan peraturan
Perundang-undangan yang berlaku, keberlakuan,
keabsahan dan kekuatan pelaksanaan dari ketentuan ..
ketentuan lainnya tidak akan terpengaruh atau terganggu
sama sekali. Setiap pihak dari Para Pihak wajib, dalam
setiap kejadian itu, manandatangani dokumen-dokumen
tambahan sebagaimana pihak lainnya secara beralasan
memintanya guna men9ganti ketentuan-ketentuan yang
dinyatakan tidak berlaku, tidak sah atau tidak dapat
dilaksanakan tersebut.
21.2. Perjanjian ,n, menggantikan dan meliputi seluruh
kesepakatan-kesepakatan dan pembicaraan..pembicaraan
terdahulu dari Para Pihak, baik tertulis maupun tidak
tertulis, mengenai pokok masalah yang diatur dalam
Perjanjian ini, dan hanya dapat diubah dengan suatu
perjanjian tertulis oleh dan diantara Para Pihak.
21.3. Pihak Kedua dengan ini menyatakan setuju dan wajib
menggunakan Unit sesuai dengan peruntukan atau
penggunaannya masing-masing, dan tidak akan
menggunakannya untuk keperluan lain selain dari
peruntukan atau penggunaanya masing-masing yang
ditetapkan dalam perijinan yang diberikan oleh Pemerintah
Daerah setempat.
21.4. Para Pihak sepakat bahwa bahasa yang dipergunakan
dalam Perjanjian ini adalah bahasa Indonesia.
21.5. Setiap ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini yang tidak
diatur dalam Akta Jual Beli akan tetap berlaku sampai
dikirimkan dengan cara:
a. Disampaikan secara langsung kepada yang dituju.
b. Surat tercatat.
c. Faksimiti, ke alamat sebagaimana tersebut dalam
PasaI20.2.
20.3. Setiap Pemberitahuan dianggap telah diterima oleh pihak
yang ditLtlu:
a. Apabita disampaikan secara langsung kepada yang
dituju, pada tanggal tanda terima ditandatangani.
b. Apabila dikirim dengan surat tereatat, pada tan9gal
setelah 7 (tujuh) hari kalender sejak diposkannya.
c. Apabila dikirim melalui faksimili yang dikonfirmasikan
oleh tanda telah kirim pada hari dikirimkannya.
20.4 Setiap perubahan alamat harus diberitahukan' secara
tertulis kepada pihak yang lain sedikit-dikitnya dalam
jangka waktu 3 (tiga) hart kalender sejak terjadinya
perubahan alamat tersebut. Segala akibat yang timbul
karena perubahan alamat yang tidak diberitahukan kepada
pihak lainnya, sepenuhnya menjadi risiko dan tanggungan





16.4. Mengenai segata sesuatu yang berhubungan dengan
pengosongan Unit sebagaimana dimaksud datam pasal ini,
kedua belah pihak sepakat untuk rnelepaskan
(mengesampingkan) semua peraturan atau ketentuan, baik
sekarang maupun kemudian hari akan ada, yang
mewajibkan adanya bantuan atau kewenangan dari pihak I
instansi yang berwenang I berwajib dalam melaksanakan
pengosongan. Oleh karenanya Pihak Pertama (atau
kuasanya) berhak untuk melakukan pengosongan dan
pengambilan kembali Unit dengan atau tanpa bantuan dari
pihak I instansi yang berwenanglberwajib, semua atas biaya





20.1. Setiap Pemberitahuan, surat-menyurat, penawaran,
permintaan, transaksi dan informasi-informasi lain seperti itu
berkenaan dengan Perjanjian ini harus secara tertulis dan
Pasal 19
PENVELESAIAN PERSELISIHAN
Dalam hal Unit dibeli secara angsuran dan apabila dianggap perlu
Pihak Pertama berhak pada setiap waktu untuk mengadakan
suatu persetl!iuan dengan pihak ketiga (termasuk bank) dimana
pihak ketiga tersebut akan menggantikan kedudukan Pihak
Pertama untuk menerima uang angsuran dari Pihak Kedua
dengan mempergunakan syarat-syarat yang sarna dengan yang
telah ditentukan dalam Perjanjian ini terutama mengenai jangka
waktu/lamanya pembayaran uang angsuran yang tidak akan
mempengaruhi besarnya uang angsuran yang harus dibayar oteh
Pihak Kedua tiap-tiap butannya. Penggantian kedudukan Pihak
Pertam~ tersebut dilakukan dengan cara pihak ketiga tersebut
melunasi seluruh hutang Pihak Kedua kepada Pihak Pertama.
19.3. Tiada satu pihak pun berhak untuk memulai atau melakukan
tindakan di Pengadilan terhadap segala masalah dan/atau
sengketa berkaitan den!Jan Perjanjian ini sampai dengan
masalah tersebut telah diputuskan sebagaimana yang telah
diatur disini dan hal tersebut hanya untuk pelaksanaan
keputusan badan perwasitan.
19.4. Pada saat menunggu pengajuan sengketa ke perwasitan
dan setelahnya sampai perwasitan memberikan
keputusannya Para Pihak setuju akan terus metaksanakan
semua kewajiban masing-masing berdasarkan Perjanjian ini
tanpa berprasangka terhadap putusan akhir sesuai dengan
keputusan perwasitan tersebut.
Jika dalam Perjanjian ini ditetapkan waktu untuk suatu kewajiban
atau kewajiban pembayaran dari Pihak Kedua kepada Pihak
Pertama, maka dengan lewatnya waktu saja telah menjadi bukti
yang cukup atas kelalaian Pihak Kedua sehingga tidak diperlukan
pemberitahuan, peringatan atau somasi apapun.
Dan tanpa diperlukan putusan dari pengadilan, yang semuanya
dengan ini seeara tegas dikesampingkan oleh Pihak Kedua.
19.1. Apabila terjadi sengketa/perselisihan dalam pelaksanaan
dan/atau penafsiran Perjanjian ini termasuk sengketa
mengenai keberadaan, keabsahan atau pengakhiran
Perjanjian, maka Para Pihak akan menyelesaikannya
secara musyawarah dan dengan penuh itikad baik.
19.2. Jika Para Pihak tidak dapat menyelesaikan perselisihan
tersebut secara musyawarah, maka Para Pihak sepakat
untuk menyelesaikannya melalui suatu badan perwasitan
yang ditetapkan berdasarkan aturan·aturan Badan Arbitrase
Nasional Indonesia (BANI). Keputusan BANI tersebut
bersifat final dan mengikat bagi Para Pihak.
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dengan maksud dari ketentuan·ketentuan tersebut tercapai.
21.6. lampiran atas perjanjian dan pengubahan.pengubahannya
membentuk suatu kesatuan dan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Pedanjian ini.
21.7. Pihak Kedua dengan ini menyatakan tetah membaca,
memahami dan menerima syarat·syarat dan ketentuan
ketentuan dari surat pemesanan dan Perjanjian in; serta
akan tunduk kepada syarat-syarat dan ketentuan..ketentuan
Anggaran Dasar dan dokumen·dokumen lain terkait, serta
ketentuan·ketentuan dad perjanjian·perjanjian ini dan
dokumen·dokumen tersebut mengikat Pihak Kedua.
Demjkian perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak
dalam rangkap 2 (dua) dimana dibubuhi materai secukupnya serta
mempunyai kekuatan hukum yang sarna pada hari dan tanggal
yang disebutkan di atas.
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~Jornor KTP , 3404074512730008
Daiam hal ini bertindak untuk din sendiri sefaku penerima pombiay3an selanjutnya disebut NASA8AH, Untuk
tT}eJa~~uKan tlndakan hukunl pengu<atan petnbiayaan berdasarKan aKa,j tni yang tela'. tllernperoleh
pers~tujuan dan sllamilistrinya yang san:
f'Jarna " ~ MUHAMM4.D \
Pekenaan : F-tEGA\lVAJ NEGERi SH='IL
;A,tamat kantor : JL.GRAFiKA SEKIP UTft..Rft\ Cl..TUR TUl'JGGft\L: DEPOK! SLE~ltl\~!~O,!
YOGYl\KARTA
, JL SiSfr~G.t\rv1A~JGAI-~;\jA r~O 5L R-, 2'} RW 06 BHOr~-r Oy.~USUrilri\NI
MERGANGSANlYOGYAKARTA!DtYOGYA~~RTA
~ 34040720057'10008
V~U1Q iurut tlien~lnfja~anqarH aKaij :rH aiau sebaga~mana ternyala dafarn sural persetuJuan tersenOirt nornor
e0028J0070/llSP3Ki)t~U20 17 tangga! '14 t'Jovember 2017 ct3.n rnefupa~~an lampiran akad ~ni dan rnenjadi satu
KCS3!U3f1 y3ng ttadf~ tcrplsanKan.
1::tA..riK (tin f~A~ABAH rnasinQ··rnasH1g {j!sebut PIH#!\K dan secara bersarna-sanla disebul P,L\RA PltiAK.
S9faniutnY2 P,~RA P!Hi\K terlebfh dehu:t! mef1eranokan ha!-h3! sebaaai b9nKut ~
: ; :....,'~.
• _. .. ..... - .. - .. a" • • . , , • • d -" ..1' , oJ. t . h;' A. b J .f, bJn~VJ fiAtiAoAH T8lQn mengJiUK3n pcmDi3yaan Kepa ·3 tJArlK untur\ peffiv8iian p;p3f18men yang ierJof~aSi
vi f\r-!f,J"~! LfvlLr'~I i\rv1i~J~ MLLJ\.Ti Lfs~r PJ B f;·40, ~18 Sir·JL)LiPtLIJ, fvllA rL SLLrv1f'\f··J. Lit YUGYPJ{J';j-rr.A
sebag:3irnana tertuang dalafn surat/fnrrnuHr permohonan p$rnb~:3Y~1;3n tanggai 2 November 2017,
  
fn8\i\;~i~t\iH<an danlstau rnernben~~an Kuasa Kepada NASl48AH
.i1,parte:n~n ct3ff pengenloang dengar: ,11j.:ad VV2~:alah yang merupakan s:~tu kesatuan yang tdak d:~P8t




se!)8ga!rnana c.~rnaksud C!aian1 p-ass!! ji7 i KHaD lJnc!ang tJnciang Hu~~u:n Per-data




'• •-.''-''_-_':''',-",.~'·':''''.r r'"t! .....'LU'1
namaNASA8AH dan atas
t:..../.
langka \ivaktu tertentu dan K3fsnanya r~~I\Sll~BftJ4 bcrhulang Y~epad3 BAti~(,
cit3rnH<:an 8Ar~K leian rnenJu81 (]an nlenyerankan Apai1ernen Kep8~j8 f~J,\S,A.b}·\H -) .. --UdfI
tgiah fngrnbeH dan tTIetlgnnla Apart9nlen dad 8A.t.jK.
nengan k8UUa beiah pihak telar1 sepakat untuk fllGngadakan Al.ad Pernbiayaan KPR BTf\l Indent is (margin
HX tanun) in: (sefcHljutnya disebut "}\kalf") berdasarkan ketentuan dan syara1-syarat sebagai berikut :
G. UcHiq f-.!lU~.(j
t I ~J1arlin Keuntungan ~ Rp 62.595.5/15.- tEnam puluh dua iute HlTi8 ratus S8inbHan ouluh litlla
.' -" ~ t
R '") ''''\5~ -,..... Ii'. r' r"'i R' ,. p; h ........ - . h): ~P L.£: U.uuu:... tLJua \Jura LJU3 aIUS Lima UIU KiOU KUpf3fl
: Rp lbU.OOO:- (rU!Uh Ralus Lfrna Puiuh Ribu Rupiah)
~ KPR BTf\j Indent is (margin counter fix 1 tahun)
: PernbeHan ?;part8rnen
: J6 bulan
~ 22 Desember 2020
: Rp 10.072.098;- (Sepuiuh juta tujuh puluh dua ftbu Sembilan puluh
...,.. .&. ... •. • ."
neu umJ fi:l1US cmpcT pUlur; urn] rUp!3n)
t kUQa Juai Uank b.~ JOL.:i~:).b4bJ-· (i i!.J3 ratus enrna
Sen1bHan puluf1 Hrna ftbu tinlB f3tUS e;llpat pUfuh Hrna rupiah)
· ":<7 O~ .-nz semf'aro'"'~ i.+J I)Q l; rYl2 nett')
· v t . rv itt I t1 ~v \ • I - L.. v. -v I; r !
:Tanggaf 22 nap oUlannya.
: sesuai ketentuan BANK
: Rp 6.767,- per han
· Aanfli ,n~nl -:Jn~rfaman ~o,,~,~ ~ocll~h I v~nn ~rk.J r1i
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t'Jas6bah Y8n!J rl1ernuat ketentHan-ketentn8n dAn ~yarHt-~YMrAt yF.lng rlisepakatfi berikut perubMan-
perubahan dan tambahan-ternbahannya (addendum) sesuai dengan ketenhian syariah dan 'perundang-
yang ~v2Jib dhayar secara-')
4
dan diperhihlngkan datam
dise tup..H/d;sepa~.ab Qieh Nasa~:)Bf1 seb8qaj n&rpB jual Galik ~:epa;j2 i\ias~bah dan Jun1iahnya sarna
rlJrnl2:h Fl::rnb~}Ydan r<~ r\~~ 'rden~yc'L
~-~~~~~ i d~E~0 i:~n~·j.r~ ;);~~{~~·td t/·.;nO;~ .,- ty:::nck~ Dc:r;-~aH8n yanf~l sedantuinya
dlSEbut :'Hak rang9un~a!i;: adaiah hak j~minan y~ng dibebankan pada h8k: atas tartan dengan Serhfikat
Har~ Guna Bangunan atau Sertifjr~at Hah~ t\J1~f~:i beri}~ut .A.Pl\RTEf\~Et·J dan benda - benda lain yang
rnei upa~~an Sci1t; Kssaiuan (j{:;nfJan tanat1 Hd) untu~~ pefunasan Pernt)layaan KP,i\ Jndensya) yang
fl1ernberikan kedudukan yang Jiutarnakan kepada Bank terhadap kreditur - kredHur lainnya.
8. istishna ada!ah a~~ad juai beH dalam bentuk pemesanan barang terteniu rJengan ~JJterra dan pers}laratan
tertentu yang disepakl:1ii antara patru~san (mustashni) dan penjuat (shanjj.
10. Jatuh Ternpo Penlbayarsn Angsuran adafah tanggal t~asabah berkewajiban membayar angsuran
setiap bulan.
-I t nt1argin Ksuntungan adalah jurnlsh uang yang VVajlb dlbayaf I\Jasabah kepada BanK sebagal Imbaran
aias Pernt)kiyaan yang dibenf~an v,eh BanK. yang rnerupakan sellsih antSJ8 Harga JuaJ dengan Harga
Ben.
l --:. NBsabah pih2~k yang tnend2pafic8n fssH!tas Pembfayaaf1 KPA lndensya d8f~ Bank berdasarkan
~3 Penlbiayaan 8daisti penyedk18fl dana dan atdu tagihan yang dtperSa!118ksn dengan Hu, berdasarf\an
nAr~AtujiiAn ~t;:'iH kASAf)~k~~n ~nw~ R~nk d~ng~ti N~S;M~h j2ng m~w~jibk;4n t',j~abah untuk
..- _""!.--i-!""-i;l, 4. ! a. ~ .."" L.., •• + J ~ : 1, \., i,~•• • r·- ·,.J~ -· n mar-:- .'eu "..
n ;vn~~n tU<:1Hr-ctt EUOi 1?j cHOU tC1:::pllon tt;t 0vLlJ...H ~c;:tvtcH J jatl~r\a Wdf\.tlt t;;, tv!! tU \4~Hyaq : ' .. ~H t l\ I nH:n~an_
... P~inb!a¥~3n K.ep€mHjt~&n A.P~ARTEMEN ~d§nt fvariah saanJutnya disebut Pembfayaan KPA
if ,iwl'\.-lu;;, A,"'L:;;~h f:A<:iih~, ~'~r'-ihi~v~~n \:~n.. rm·....~ri~"~n A~nil L·C.l-.::Jd~ r...;~<::!:ih~h iinte;it nl~rnh~i
!' ...,a-...- ... _.,;-;:~ - ......... .".-. ........ ~ ......... _ ..... -..-......i-...... ; _.......¥·i __'f~ ...... f.. }_··t:~ .,.....~""""".,.""~.. ~~,!' .... )!'yj ....... --"""" !"!'~"' ................. ,...." ~ ... .J.""""'t" .fi"'ttt~Y-."
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'3e':sre P!""H1~!P rnernt-~~
den 3f;f0n!utny-e Bt1ntt
.., ..... , .. "., •..•• " 00;il;;;~Hj;" BanK rnernpunyai flak
S6f.:angus saar
r(arena Nasaban teiah meii"ijeH
l\~.~~·~~I t.:~H:N i::!Ef! Bank. berdBsRrkan pes2nan Nasaoah dar! besarnya ac~afah sama dengan harga juaf.
)1. Syariah aCl8ian hukurn isiarn yang bersuFibsf
f\ias~Jn8t.
PJ-t)U(Srl. J-\i-Sunnah) lian Fatvv8 Oevvan Syarjah
23, Tun99!lknn odeioh suotu utQng !stloh nn yang teloh jotuh tcmpo~ tetepi sElmp6i tensgelJ yang disepelkati
b8~Uln dibByclf Ci0h ~·~tiSab8h.
25, Utnng adwnh scluruh kc'tv'ajiban kcunngnn NasabBh kepada Bank menputj Utang fsHshno dan kevvajiban
p(~rntJdY8ran Drays autnlnlstrasf. c1enda serra biaya-btaya lain yang teriebih dahuilj dIt~eluarKan den BanK
11rduk (j;:H) drih·1tti r~lngk:) pengtU'Hsan perobifiyaAn KPA Jndensy::1 J Nasabah term~suk antara lain prerr"
s~ur~HIBj yang h8ru~ difutUPI biBya peng;}(atan jRminan) serta biaya dafam rangka penagihan kembaH
j~BY:ii.:;h ursrig.
Ut~ng !stishna fldRfah sejumfah i(e\~ajiban keuangan ~\jasabah kepada Dank yang timbuf dan realisasi
;-:t;ld~~~0ij0i::Hi 10tlnsiiS venn t;c:nan~lsun~; antdn~ BdnK s61)a~Ja; Fenjuai ejengan Nasatan sebagai
Pembe!! d!!8ksanakan ber·jasarkan ketentuan Syanah dan djatl1f mef1urur ketentuan-ketentuan dan
persyaratart settagai berikut :
d, Nosarjat~ rnernbutunkan APAtff i:JAEN dan rnernlnt8 Kepada Bank untuk rnemberikan fasKltas perfDJayaan
(Hjn~ nArflhtii=ifrin AlAtJ nAn(lMH~n APART~~;~hi:,., f- _. '- - _._ ~ r- _ .. "',.. __ ,., -- _ .
u. 8snk bersedia memberikaf1 pernbiaY8an pengadaan atau pembuafeD APl\RTEtv1Et;J yang dipesan
Nasabah dengan cara rneminta atau menunjuk Pengembang lintuk membuatkannya sesuai dengan
rermoh0~fHl NRsabah.
U&n~~ inSldhu~\an penUnjut\KcHl Fen~dernb8n~1 t;6rdasarKan Peqanjian (.8rjaSarna atas inrsiaUf sendtfl dan
atai! alas kesepak8t8o dengan Nasab8h sesuai kebfJakan Bank.
  
r~8sabah teriBbH1 dshuJU rnernenuhi seiuruh persyaratan sebagai berikut .
:.~ t~1anyerahkan r:epada Banr.~ setufuh dokurnen yang disyaratkan oteh Bank termasur~ tetapi tidal<
(ian atau surat iajnnya
;'!. ~,t}.f'.:. \!l.t£:~,f.i.~._k./.~.r.i. cL~I~m .~ur:::it Ppr~~tfliu~n
_. - -' --.....,..... """""~.,. --. ~" .. '-~", .... """l ..,....,.iIotlotoo4i~"w't' I
tabuilgaf1
rnernpunyai f8S~Hi.8S perrJblay'8an defi 8ank.
fv16nandatangani t~\k&!j VVakafah Pemtdayaan KPi\ !ndensya~ i\!kad ini serta pe~anjian pengikatan
;3n:'~~n8n vanf~ ~ji;)'iarathdn olen Sante
(J. fvienyetorkan uan9 rnuk;:i p6rnbeiian dan/atau bi8ya-biaya yang disyaratkan oieh Bank sebagai yang
paej-a ayat '1 Pasai ifH, akan dHakuKan ofeh Bank
~'Jernb~lYf1(;)n rr;E~ffltil rekening Escro~i/,
,:':;:.:-:(J Hli ~j:jq tfJ1EN pessnfH1 oleh Nasabah. fnska
8t8S .APA.P.TL MEt\! ~B!:~::::bui sep6nuhny8 rn6n.tadl t8ng~~ung jftvvab f\!RSabah dan dengan ini Nasabah
~i. U~'j; ~jrn it:ii p6rnL:~dv dan iG~d~-i cHreaHc:lf (jan l\f-J
~n~rnb8t~dkE~n akHd d6n~}8n 8Jasan ap8pUi1;
tJvH~J~ :je(ian~ d~f~efi8Kan1 InaKa Nasabail HdaK dapat
ter(na6t!~: narnun tk1ak terbatas pada has§ 8khir dari
PASAL 5
JATUH lE~J'PO PErJ1BIAYAAN
beraKf1trnya iaiull tetnpo penulavaan sebagatmana dio1aksud daJanl Pasal 1 huruf I Akad ini, tldak dengan
sendtnnya menyebabkan utang lunas sepanjang masih terdapat sisa utang fstishna.
PASflsL 6
PEv,lSAYARJL\ii KEMBALi PEi\;BiAY,~N
1, N6:3aDafl VVdlib rneiahuKan pernbayaran KernbaH penlb~ayaan secara aOQsuran sebesar sebaQaiolana
fAj(:;'4nhHi1 p~l1A P~~HI1 hur~jf m AkAtf in •. ~;.imp~i AAng:in ~~Jwrwh w~nfj I~ti~hn;::'t N~~~pfh Iwn=:.~·
2, AfiQsuran sebaQam1ana dtnlaksud pada ayet Pasal Ini~ harus dHunasl seiambal..laOlbatnya sesuai
...... " ........
;.I!_!:::-;;t
.: i Lf/Lr-·j NasatHjh letHh cepat dan jaduai yang
Pci:;;c;i I Ak;.:;d Uii. Ill8ka pGrnoci'Ye1t"e:tn kblnb~l: p~rnbi~Y~cin nlld~i dafikukan -1
<~~7 b;J . // '/1'I -~,
()
  
BanK dori NDsabah alas ke~jvajjban pefnbhiYtiafl dibukukan ().
Gengen benjasarkan caiatan dan pernbuKuan
ken/bail pcrnbiayaan tetap dibayar
!\~Qsa.bah ~~3~uQi jadu3l ;1ng'Curan yaf1:j d~~~p~KQt~. ni]!11UH pe:fiL!ut\uan Clngsurannya dHar\ukan saatls,-,
S8fBh lA.P,~Rl Erv1Et~ ditandanganL
Yr:U1~J ad8 pada Bank.
(tvveit)¥~EHl untuk rnengwirnkan sura[csurat iagH) an kepada rJasabatl. sehingga dengan atau
¥:1r'iPH ~:)d~w~y~ su.ral t~gth(1n; t~ri~~~bah harus tetap rnemenuhi perobayaran engsuran.
sernua yang
ke",\';8Jiban pB(nbk",y8etnny8 d~~n ·,vajib untuk rnernperlihatkan kepada
inE!!ga.:UKcn keberatanl~Jaim kepada Bank
N3fnun bHa NGsabah trdaK dapat rnenunluKk~n bu~~ti··
perntnlkuan f3ank
t'J8s.E~L?at! r\epaua Banje~ yang t~rnbui dari i~kad ird; .
rnenH)Brl KU8S8 Kep8(ja untuK rnerninta cian Blenenrna Dagjan dari gaH
(jEH~ &t;j;j pen8!"!!na8n fainny6 yang rnenjadi ha~~ Nasabah dar~ pejabai yang bervvenang olernbayarkan gaji
. : 1_:__ •._ -.1 __: ' __ l. __ ..,:fl;_,...:' __ -.1: .-, t..i l._L.. 1.._1. __:_ •• _ __ _ •• ...
j..lt;HCiHlh:1C!t! i(!;~;Hyu Ur1tt tH~td!tbifr\.d.HtU! UH!E.1Ha !\JcttdUdH UtHV:Jija lHHtH\ pt:OlUctycttdlt
'.tl't\t~'_~tl'..,t isttsnna r\jaSaDB~l Kepa(~a bank rnencianulul r~ev\ia}it)an t~asabah kepada plhaK Jain.
11. Keter:tuan seperH cljnlEd~:sud paeJa ayat 10 Pasa! in!, tidak 111cngurangi pertanggungjavvaban pribadi
8tds Kevvoj\b8ii +~e~Vajit~an pernbayaran Kepada Bany~ yang tlrnbul dari Akad ini, sehingga
bagaimanapun Bank berhak untuk apabita menganggap perlu r melakukan penagjhan Jangsung kepada
PASAL 7
DENOA TUNGGA}\AN
1. F,evvaifban ang~uran yanQ t[1ak d~unaSI seiarnbafr fan1balnya sebagainlana tercanturn pada Pas]1 1 Akad
tni t nlerupakan tunggakan angsuran.
;\ict~3 tunf.JDor~&n 6nQsuren sebaf}8trnana (j~mak.sud daJarn ayat 1 Pasal in;, dikenakan denda sebesar
~."u):~6nt~Sf3 atau jUini8h tedentu aias Jurniah tungg8kan yang tercantum pada PasaJ 1 .Akad ini atas
,3n0:S;T,~n y.3ng tef~.Hlgga~(. yang d~Jerhaungkan selak tanggaf jatuh tempo pemba:(4ran angsuran
.,......•..::. "...." .._, l~r~_\4n tUiT·~ F8s·ai ., {\ksc1 SEictt dwnana sefurun tunggakat~. diiun as; o:efl
PA~AL8
UANG r~lUKA
NcisatJan ~~J6i~) rnsnyedklKdlf u8n~1 rnukCl (urbunJ untuK pernbeHan APARl Eri1f:J~ pacta saat AKad. dengan
~':A~~-.ntllAn hRhlftu'':; il6t1n rnnkri tAr~Ahtft ·iApH~ rithaVrirkAO kepad·A PpoQe.mba.fl t1 oleh Na~ao!ah seban 8f'!\_·.. te - _.!!,~ £ +;J ••• -."p'-.~ ..--. -,..;-.. l -,~ ~ft..,It.!r""'-·.t t._." *' """ y-rl. a;:;. # ,.v " ~ .
pengufang haiga tns'H Bank ~epac1a P~ngembang.
Ptr~18AYARAN EKSTP,,~ J PEMBAYARAN DiMUKA DAN
  
L _ .... _
lH:H U~
P~rnb?Y8r8n DHnUK8 yang diiakukan daiarn fangka pernbayaran ~~ernbaJ! utang fSDshna yanfJ tidak
psIunaS8n dipercepat dan/atau ;tt!.ngsuran E~~stra.
UiH:Af\t.if,GtH set~efurn bera~nJrnya jatuf1 ternpo pernblayaan.
b.
8. ~Aengalukanpermohol1an fer-tufs kepada Bank.
~;aH angsurarL
ayat '1 rHJfU1 b PassJ irn, cHgunakan untuK penlbayaran
JAf\Jlif~;~N DAN PENGiKATANNYA
J C;Ur;b ken1t)a~i utan~l isHshna t r~asabah \NBjib rnenyerahkan APARTE~y1EN yanfj
dH)!8Y8i dengan f8S~!t8.S pernbiaY8an K.PA Jndensya sebagaimana tercantunl pada PasaJ 1 hUfUf P Akad
inL YC1ng 3pesifik·;t:)!nya sebagaimana ter~antum pada PasaJ 1 hUfUf q i\~ad inti 3erta menyerahkan bukti-
:r<t; yanq a5i: dan sari SEJ)8f=lH;rnana tercanturn pac1a Pasaj 1 huruf r ?tkad inl: untuK
{Hd(;;~it :~~\:~r~U;:'I: dAn0~~n kC:'d8r;tH~J(i peratdran perunoai')f)-undangan yang benaku.
n;;~n':LH~-nKHn bantuan seper;uhnya f~una tnefllungkinkan Bank nlelaksana~an penf~katan
Y8f~;] i..iltl~~Y8i {j8Pfjt:tf! t8s#i~8S p8rnbiayR8fi KPA fndensya sebagaija!ninan menurut Gara
,j::n p0=Je, ~3.Gt ycG;:~ :~tc:r::~gQP bcd~~ o\eh 8B.nr~. tt3f! selanJutnya Bu~~ti Kepen-!mh:an AP:~~RTErv1EN dan p.r~ta
Jan-Bnan cHkuasEH oJef-l UfH~K sarnpai seluruh junlJatl peOll)layaan dilunasL
(lei8~ri pi~:n~J!k:8t2~i"' ,f!,P.~.RTEr<{1Et~ jBrnin(1n tennasuk di dalarnnya biaya-
Fs:nttual ;t~~ta Tanatl), punQUlan..pun~}utan Peolennlah seperti bea rneteraj}
den b~a pendaftara!1!pencatat~n d! Kaf!tor Pertanenan dan fafn sebagsinya menjadi tanggungan Nasabah
(Ian dalam hal Bank tetah mernbayarp:annya terlebih dahulu: seketika setelah menerima penagihan




I~pabtla Bank berpendapat oah~Ja dari segala sesuatu yang tersebut pada Pasal 10 ayet 1Akad ini, tidak
l~(ll mpni:IIKnni nnh;k dil~dikAn IAminAn nAOlhiAVAAn m~kA rJA!.a:~hAh mAnVAh,;nl t1An hArkAwAiihAn ~ArtA
.,. :;;;; -~ ' - ~ -,.j ", )....-, •• ~ , .• r....,···...,.·~) '\....,,··) " " W~"""""" ., •.,..,. }....,,, J # ".",W' ...",..J •..,.~•• v"W~ ..~
.................. .-:l" u, ...,J:..; {, ~ .-;_ __ _ ...J ; n _t .
:nCU~If\dU\'HI UH' \.-HHtH'.. cW':2.~ pt:t tlHlttttctH fJ~f ttUBct Uan DatH\ .
e. fv~ernt)avaf kepada Dank seilHl11ari uang untuf~ rnenuiupi kekuranQan iaminan peolbiayaan tersebut.
b Men8rnbcih b~r~ng-b~rQn9'bt?nda-bQndQtQrtentu j~innyg untuk dijgd~kQn jg01ingn t~~b~hgn .
_. ~:Ae!!ur1{uk d~n mcnghad§'-~n ptht'!K r.:etigCl untu~ !~ut menj{'lmin petun~~~n utang t~ti:sh riO' f'Jo.~GbC1h
{ perorang3n}. Fen£~tKatan pefOfanQao sepern dirnaksurj akan dlbuat ;J~ad
~~!:3t3n(!!r~ de!! :n~!i.!p2ken t\eg!8P yang HdaK tefp~sa!1ken dengan Akad !nL
  
PASAL12
1.% J~Hlg~.8 \bJaktu pefTit)~ayaan BreU seiuruh utang Istishna belurn dHUnaSl t t\jasabah ~\iajjb untuK
(ilehUIUp asu(~r:si ji~\1~ dan asuransJ kebakaran APARTEfi,1Ei,J yang dijamihkan.
3YSt 1 FasaJ c1engan
p~ldct PE:fUS8rH38D asuransi berdasarkan syariah yang disetujui oleh Bank untuk niiai CftO jenis
penutupBn
seU8p dan!atau seiuruh h8Jta t\!asabah yang (HjfHn!nKan
menjddi beban NG~abC1h. Tetapi udanyZ! ~"':/e¥venGng
n-H~;njjKul tangfjU ng .IHvvab terhadap f~asatJalI untuk
B0;.;~ 8~!~! ters8but 8tau unh~~: GUKupnya Jurn!ah pertanggunga;l.
':-L asuran~:;j att10 nana yanQ (1;18fTdnkan kepada Bank ber1aku untuK seiarna jangka
~!Vd~~.i.i.1 p8hrt)I~.ya8n 8tad S~f8.rna jurnfah seiuruh utang isHshna b81urn dHunasLDengan dernikiail setia.p
~·3B.!. j;3.ngka via}(tu suatu pertB.nggungan berakhir; maka r~ase~f)ah tvajib untuk me!akukan penutupan
per tanf~E~1unf~Jsn 18~1i!rneir~perptHlianf~ lanf~lka \fvaktu pertangQunQan sepenunnya aias blaya r~asaban.
F.p8Li!~~ !)8de s~8~nY8 t\!aSabf~h fEdf!! untuk rnArnoerpanjangl rneiak:ukan penutupan pedan.(lQUnQan
!;~nj!.~tan ~tat~pun fGta! untuk membayar b:~aya dan premi p~nutupan lanjutannya, maka Bank berdasarkan
f~Bt8ntUt1fl (18~afn aV3t J ;Jesal In,. t1cn.Nenang tetapi tidak diwa.jibkan untuk mcrninta penutupan
r)::~tTI{Jnj;.)t)gan/pE~ftangflungan ianjutan .
.:~~ f~as3.t)an h(ja~\ akan rnelakuKan penutupan asuransi tambahan alas harta yang dijaminkan kepada BanK
yao9 rnengakibatk:an berkur8ngnya besarnya hak ktaim yang akan dibayarkan peda Bank. Apabi8 karena
sebab apapun asuransi tambahan telah diadakan j maka hak kJaim atas asuransi tambahan \A/ajb diaHhkan
(CesSie) Kepada bank. kecuaH apabtia dengAfl adanya asuransi tarnbahan tidak ar~an nlsnoakibatkan
pAngurangan alas pemb~aran kJaim kepada Bank.
6w f\Jasabah ~vaHb n1efaksanar~3n nak-hak Klalrnnya secara tetap oan penuh dan wajib menlbernahukan
kepad8 Bank perkernbangannya untuk memungkinkan Bank mengetahui sepenuhnya setiap kerugian
yang cHminta dan satuan atas k:aim sesuai hak kfaimnya.
/. Ua~:3n) t-lat r~8S6~)aj; falSi sebaQ8rniana disebutkan pada ayat 4 PasaJ inl, yang nlengakibatkan flarta
j8iY:tnnn It:r~~AbiH ~f~j:;-ik ~aat itu hdflk ditutup dengan pertflnggungan asuransi dan kemudiBn tArjadi
h~n(,2r;~ kAh~~:'8rnn yang menyebahkai1 kerugian atas hr:'"~3 jaminan pembiay'aan! maka ~~asabah
(~f sepenunnva u~ituK Sef~1ej a rnen1perbruki r~enlbaH haria .lsn11nan pernb~ayaan (JenQan
hi;:'i\;;:; ~An(hn ti::inf;.4t~n rnAfJthrin nd;::;; iHrnln.:in nAmhi::lv::l~n rli~(nnini1 itH NA~Ah~h t~f;:4n hArJriOtit1nrHl
._;o_"'_"~' _ ......._~"". _t_ .... ~ ..... ~;_ ..... ~.-< ........ .;- _ ....... '''-''. J'_ .......... , •._.... r~-' ... • .. #"WI4""""!·,....,.~ .... '~, ~ • ...,.....".iIIj>,..,.,.;::): p",~ • l ....... "'-I'~'-... t .. ".., .. ..." r...r __-,) .... _'~.;;::J~ .......~
l~,:v,~D ~!BrH~h urtuk memenuhi ke\.~r:1jbannya kepada Bank.
t~: UaiBiTl t1al teqa(.11 nSiKo van~~ dJpertanf1Qut1Qkan sebagaiinana tercantufil daJam polis asuransi alas harta
y6ng (ljjarnlnkan kBpada Bank dan kernudian dibayarkan hak Idaimnya~ maka Bank akan menentukan
ClD,,~~h r.;emb~'fm-~n h~~ kteim ter~but diDeruntukkan terfebih dohutu menguronoi ~i~o utenQ t~tbhno
riaS8;)di) aieu (j~~~ji.HlaKan ret1ebih dahulu .r;eiakukan perbaikan atsu rnen1bangt~nl "'nlengaddkarJ ¥~en1i)aH
baran[J J;~Hn!n81l p6tnblayaan.
PASAL13
Pt~iGGUNAAN DAN PEMELIHARAAr~ BARANG JAr~11fiAN
  
BanK JHaran9 untuK .
tersebut yang rriengaKbatkan
!i~~Ht /~J}f\r(r Lf¥1lrl tersel)ut tienf~an riak 1" anggungan atau dengan sesuatu ~sn~s
p8inbBbanan ~8.in 8p8fH:n juga untu~, keuntungan pihak lain ~~e(;uaH Bank;
r~1eny~~~vakan! menjuoJ atau mengipnkan penempatan atau penggunaan maupun menguaSaKeu1
i.i i'Jh?nyBt'8f'iK8n ,L;P,AR'l i::ivt£r'J lersebul k~3p8da pihak :8.{n ~
r':f1er;j~Tdnr\an hat pener~maan uang se¥va etas APi\RTEtv1EN tersebut;
t£:rfE~d6p 5€\Aja-merrve~j8 penempatan: penJuatan aiau sesuatu bentuk penguasaan fa~nnya atas
PASAL14
NASABAH ~JVANPRESTASf
',. dinyalakan wanprestasl, apa_bia Hdak f11ernenuhi dengan bajk kevvajiban .. ke"JaHbannya atau
ine!8nggaf ketentuan-ketentuan di daJam Akad inL
~. ApalHia Nasat}an vvanprestasi sebaQsirnana dlrnaksud ayat 1 PasaJ ini. Bank berhaJ< uniuk rneolbenkan
(1(:( in Or)t;ifi (i~~~i;lrr~ be~)!tf.k tjndaKtH')-t,ndakan sebagai berikut :
.. t~AembBrH(EH, peringatan baH, secara Hsan maupun dafam bentuK pernyataan lalajf~vanprestasi berupa
~;urd~ 8fau tlkta fauI vang setenis 'lang iJikrinlkan Ke alanlat t\Jasabah.
;', fl/!~!!'iL·n:;n~.an pednf]8tan daJam bentuk pernasangan Papan Peringaian (Plank)~ stiker Hiatt dengan
C,};-3 Jp·3.pun yang ditempetr~an atau d;~JHskan pada jam,nan penlt:iayaan.
PASAL15
FLNGAVVAS.Af·t PE:MERIKS}\AN L1At~ Tlr~UAKAN
1: SeiHiYid f~asdDah beiUBl rneJunasi selUfUf) utang lstishna yang tfOlbul dari Akad ini, Bank berhak set!9P
':3a~t \j~f!~~ d!anggap !ayak oleh Bank: me{akukan pemerrksaan dan meminra keterangan-keterangan
::eternpat yang dipertukan.
~f I}.~pat)Ha f\jasaL;an rne!akUKan wanprestasi sepertJ dunaksud Pasal 14 AKad int, rnaka BanK beffJak setlap
~·~~8t rYi81~)kukart tind(1kan ferharlflp APARTEf\,;'::~'J yang dijaminkan yaitu :
ct, ~!1&masuki pekarangan~ ,~PARTEtv1Et~ berikut tanah yang menjadi jaminan tersebut berada.
b, rvle!a~~Uf~an pemeriksaan atas keadaan APARTErv~Et\! oonkut :asUHasnya yang n-Jeiek.at se,la
mendapatkan keterangan secara iangsung ataupun tidak iangsung dar; Nasabah dan atau dari siapa
pun mengenai hat-hal yang pertu diketahui oteh Bank.
C. fv1eiakukan bndakan-tindakan sebagaimana dimaksud daJam ayat 2 PasaJ 14 Mad ini.
3. 1lnd8r\8l'~alfnuakftn BurJK Seo&galiYlf1ftit urifJaksuu iiy&i 1 (iBn ayat 2Pasai Iftl, uuiwn ~~fJtf;j-'-tftrftfl i"JBiYftf
baH\1 i)u~an olerUparJln perbuatan yang book menyenangkan dan bukan perbuatan mefawan hukum dan
J~8renfH1Y8 t~asabah t~jak akan melakukan tuntutan-tuntutan apapun baik p8rdata atau pjdana.
~.y6i~b rnen1benkan keterangan·keterangan secara benar alas perlanyaan..pertanyaan SanK
d8fRHl n~ngk~ pengawasan dan penleriksaaan jaminan.
  
;
i,.. .• atsu trnt)ui cacat r~eKurangan atau
menyangku£ l-\P.Aj={TEfv1Er\j dan 8tau oeJaksanaan .A.kadiAkta Juai
selufuh atau sebagian dibiayai dengan pembiayaan Bank, maka segala fisiko sepenuhnya menjadi
tanggung J8VVab r~asabah.
2
d~ia(ijK8n a~asan untuK fnenQ!nQf~anf rne!afaU~~an stau rnenunda paaksanaan KeVJ8jIDan Nasabah
keratif) Bflrtk S9SUAi Akad ini, termasuk an tara lain membayar ~ngsuran dan sebagain)la.
t~n(1akan aiaupun rnengarnb~ upaya pengEunanan
c::jaL3~! s~~~rnata-'fnata sebaQGl tindar(an Baur.: daJarn rang~:a mei1gafnan~{ctn
",. "i'H_,~,l1"~" ~8fn~nan pefntHayaan yanfJ bersangKuian.
: •• _ ... 1 _l-jt.Hi Hrtn
ausnya caca t dan
tcl(")r: bertJnggung Javvab terhadap penyelesaian suratidoKurnen atas ,~p~~RTErvlEN yang cnbeH
i:jSiHtas ind0nsya, antHra H:.un narnun tKia~~ tert1aiss
(18!, ~ur8.t-sur8.( i8;nnya yang rnenj8di IfHl!Jgung javvab Pengetnbang.
perntJdyaran !un~3S t1ar~ld DeB sebaga~fnana iersetJut poria Fasai -1 DUfUf a jL\k3~j l;li l ~jenQan
rJ{~n~:;;'ld;-'il~H~[V:Jn ~ln Ak~'.k'i in~_ t-J~;lsiahf)h sakr)HOUS rriH(nbi~lt kuas~ k8P~)d~1 b2rlk untuk d~n ;d~~ n£1;Y'Ja
N~~0bch membayarkan kep!:1d<? Pengembang pada saat dianggap baik ofeh Dank dari iumfah
'."",;;':";;;";;\."_.<;' yang d~perofBh.
~}C0ucd deng8n ketentuan pada ayat 1J ayat 2 dan ayat 5 Pasa! ini~ lnakiJ. senlua rna~at!J.h yang tjfl1bul
(i6isrn pe4df.~Sdna8n !\kaiJ JuaJ Deli. seperti Q(lanya kISHil afau kefunan BtdU tklaf~ tejpenUfj!nya hevvanban
sal8h S8(U p,hak, 8danya fasn!tas .A.P.ARTEMEt'J dan/alau tanah yang fJeluOl djpenuhL adanya kelan-Ibatan
peny~Jesaian sertipikat tanah dan sebagainya, semata·mata adaJah masalah dan tanggung javv~b pihak·
PiflSk daJan-, akad jual befJ tersebut dan safarI satu pjhak Udak dapat rJierninta pertanggungan ja\f~ab atau
rnet"iuntut pihak Bank
cL p,ppJjHa dafarJi pelaksanaan ayat 6 PasaJ ini, Bank nlengambg tindakan-Undakan pengarnsnan, rnaka
Undakan demikian semata-mata adalah daJam rangka usaha Bank untuk menganlankan pembiayaan yang
tefah diberikan dan etou mengomonkon niJat jaminan pemb~yaon.
PASAL 17
PEr~p~':;iHAN SEKET!KA SELURUH UTANG ISTISHNA
DAN PENGOSONGAN APi\KlEMEN
1. f\i1envti1;panQ (lao ldng~~a v~at~tu pernbiayaan sebagau11ana dHeniuKan daJam Pasafl nuruf k AKsd ini.
B~nk b~rh~~, n1~ngR~J1!P langkR waklu pernbiayaan dan dapat untuk seketika HFsnagih pelunasan
::eK3Jigns atas seJuruh si-sa utang yang timbuf dari J~kad ini dan t~as6bah vvajib membayaf dengan
seketika t1an sekahgus rnefunaSJ sisa utan~ yang ditagih.oleh Bank 8t6U rnelakukan upaya-upaya hUr~unl
fain unluk rnenyelesalkan penlbiaysao! bile ~Jasabah ternyata t~ak oien,enuhi kewajiJannya daiam hal
t~~(!d! 5cJ~h 5~tU ~t~u beber~pa ~~eada~n djba';i'V~h ini: y~itu :
Nasabah \lVanprestas,. set)a~lairnana d~n1aKSudkan (iafarn PasaJ 14 Jt\kad HIL
t·. Nas~hah tidak mungKfi1 lagl atau dperktrakan tidak akan marnpu iag; untuk memenuhi sesuatu
~:etentuan atau ~~e~vajiban dfdalam A~~ad into ~~arena terjadinya an tara iain peristivva s:5bagai beli~~ut:
: i Nasabafl (1l0ertlenuKan cian KanlorlinSlanSJ yan~l tJersang~~utanl cHiattH1i hUKun180 FKiana,
mendapat cacat bacian: sehingga oieh karenanya belumiildak dapat Glpekerjakan iagi:




Kepada ijank; sesuc! denRan ketentuan yang berfaku sebelum jangka waktu hak tersebu! habis.
t ~<.eterGnQan yang dbent~an atau hal·-tH11 yang disampatkan atau bUKt~ :{epefniHkan atas jarrdnan yang
d~:~en-:n kdn peJsu
i\JdS8F)81! !Qf~H c!t8U gHfjt=d uniuk rnerni>3nkan Keiefdn9&n yang ::;~StH!9guhrryct k.6p~da fJarik.
[] \laSAhAh g~gaJ deiam rnemenuhi stau NS36bah bertindak bertentangan dengan suaru peratur&Ti
van~~ rnernpuny8f
hubiJt;9an kej .tanya di::H!f}Hfi Kan tor iernpat bek~ria-
5ebi3b QIel! r~~tad!an entcre lcIn perub~han b~jang rrnJnJS~tef:
naSional venn rnetnpengafuhi kefJiatan blsniS paca urnurnnya dan rnenufut pefUrnDfH1~lan
utjak mugnkin fagi meneruskan fasHitas pemb;ay8an yang dberikan baik sementara maupun untuk
5etenJ5nya; sehingga menjadr !ayak bagi Ban~~ untu~~ mela~:uf(EHl penagihan seketH<a seiuruh
tHang ~lUDa ~l1enn(jungj kepentingano~~epen!!n-gannya.
2t Daianl hal l~Pft.RTEf\4Etv yang dibIayaj dengan fasHitas petnbiayean KPl~ 'ndensya. rnaka sete!ah
rnendapat penngatan dari BanK dan t'~asabah Husk dapat rneiunasl seluruh st3a Utsng yang se~~eti~~a
ditagih oleh Bank 'karena terjadinya hal-hai yang disebutkan didalatn ayat -1 PasaJ inj~ tl1aka Bank berhak
memer!ntahkan kepada Nasabah dan Nasabah wajib untuk mengosongkan ,~P,A,RTEtv1EN atau bangunan
teian dljanljnKan oleo Nasabatl f~epa(la Banf~t seiarnbat.. lanlbatnya datarn jangka \NarJu 2~O
rlldlih) hari terhHung sejak tanggal perintah Bank) tanpa syarat-syarat dan gantt rugi ap8pUti juga.
j I i\pafJHa NaS8tJah UdaK rnenQosongkan fiJJAf{} EMEf\J atau bangunan daJain jangka v\iahtu yang ciltentukan
da1am ayat 2 Pasal ini} maka Bank berhaK untuk meminta bantuan pihak yang berwenang guna
mengetuarkan Nasabah dclri APP1RTEMEN untuk mengosongkan P.PARTEt\1Ef\J tersebut
J. J r.pai)Ha f-Jdsai)afl \Nanpresta~! sebaQ8ifnena disebutkan pa,ja Pasi11 14 Akad int. nlaY~d seteian
r!!~rnp~~-!!1g~ti':~n Na~ab6h sebagairnaf!8 dnnaksHd pada aY~l 2 Pasaf -14 Akad inL Bank berhak untuk
m;;t.:1Kukan tirdak.a.n-tjnda~~an sebagai benkut ~
'.C r~1~~oKsan~~:'anBKSekus! ~~rnad2~) I~PPJ<'1 Lf\flEr-,~ t;erdasarhan Hd~~ Tdn~EJun~lan) r KhJs~a dan atau ~{aK
(~~1d~i yAn(1 ({kfliH{fny~ sAh~gairrrfina kAt~htilAn per-lJndang-undang;di yang bariaku
b. tv1e~aksanaKan penlua!an ter~adap ~~P!AJ<T[tv1[~'J berdasa;~r\an Surat ~<uasa tJntuk tv1enjuai yang
tibuat oieti r~asftJan .
(;. r\o1enet2~)kan harga penjUalan dengan harga yang dtanggap baik oietl Bank.
Zt ~l\pabifa I'iasabah karena tdak In,unpu lag; rllelnenuhi Ite\vajbannya untuk tnelnbayar ang;suran guna
ole1unasi kenlbaJt pembiayaan dan atas dasar itu ~~asabah nlenyerahkan APARTEfy4EN yang dlladikan
jaminan pembiayaan kepada Bank, Bank berhak meJaksanakan findakan-tindakan tersebut pada ayat -1
n .............1 :_:
ra\;,:cu fft!.
j. ApablIa berdBsarkan Pasatll Akad ini, BanK rnenggunai<an ~iaknya untuk rnenag!fi peiunasan sekaHQus
aia~ utang lstishna dan N~;.iligh tidak dap~t m~mQnuhi kow~jibQnny~ mQmb.-;ty;;u- pQfun"H:;;tn ~r~';but
\flataupun tefah mendapat peringa~n-peringatan dari Bi1nkz met~~~ Bcrnf!: berh~K untuk 0etf~p :saat
rnei3r-.sanakan flaK eksekuslnya dan atas penjuaian pJ}PlRTEr;1EN yang £Jpegangnya rnenurui cara dan
dengan herga yang dianggap baik oleh Bank termasu~: dan tidak terkecuaH Bank berhak sepenuhnya
_,.. l.-.~I ..J,.. __ _ -_ _ :., - I\i t.... &... L.. , - n--mL..a a ~ u _ -~p~r l'tat'l1
~nCH~Qnn)H t.Jt;lt~ctn t:ctla qJtlf)UH nl~It~t.1J!r..cttl t'la~(aJct!! LJaiU tHllur. :nct ~::F~HJtm uHf! eHa J nttrn~t.J \''''1 d .!!~
  
;~
(inn penlUtlJdn i\Pftf{fErviLr'-J :~E:D3qs~rna;~3
qntuk rneiun8si seiuruh s~sa utaog fstishna kepad8 Bank
d~kAiuAd<fH1 Dsnk guna rneiB}{cBnakan penjuatan at8u eksekusj /1Pl~j1TEtv1EN dan
sisanya maka jumiah sisa tersebut 8kan dibayarkBn ~:epdd8 r-~8st1.Dail
5~ !t\~DabHa !jari hasH penjualan atau eksekusi ;~Pl\RTEr11Et~ Pernbiayaan sebagaifnana tersebut pada ayat 4
Pass! InL .iuOl'annya beiurn fT~eneukupi untuk rnefunasl se!uruh utBng fsHshna f~epa(jB rnaka sesu8i
y~n9 heri8ku ~ Bf!nk b2rhf~k
tersebut daf! penjuafan barang ..barang fain mHik ~Ja5ebah,
PAS.AL 1!:J
p~ut8n9 ~silshn8 (cessje) dfHl 8tf:~U tagih8n Bank terhadap Nasabah berikut sernua j3nji-lanji BcoossohrJyB!
t6rm85uk hak-.h o3K ji3m~nan atas pe;nbiByaan kepada pihak fain yang ditetapkan ofeh Dank 5endifi; eeriep
lJntuk pc:k"~k5.anaan litlk yang (JiberihIlfl r-~ep8da Banr\ pada ayat 1 P~sa' tni, eJengr3n ~fi.KGc1 int f\la5tJbah
HH:=:rnL;t;i l}:..3t; f~ua38 hBpad8 ba;;)< dan Dank t)eff18K uniu~~ rnt:!Bkuf.~;:in fY161ar\SAnaKan
n';;;ki.;itd k'tr5~Hh;H dlt=jt{l:~! h·jnpa ~Hi~ ttnd{lk~ln yang tHk8(~U~iHk~rl.
.) ~ ,!~p~tHlfi BanK JneJaksan8Kan penveranaf1 P!Ut~:Hl~l iE;tlsfHHl (cessJe) K8~)~Hja pfr}af~ i;~in t;etJ8~~airfidna
dirnaksud pR':1tt ayar'1 Pasat '!If cian pengeioi~an pernbi8yaBn tet8p d~a~~uk8n OJ,:jf-l 8ank, rna~:a Bank tlda~.
!vv~jib memberitahukan kepadftNasabah! sehingga apabja kemudian pihak yang menerima penyerahan
pUHanf-j isHshna (rnenefin18 cessje) n1enlafankan haknya sebaQai penenrna penQaHhan pllHang. fnaka hal
dernikian sudah dapal dinyatakan sepenuhnya sernata-inata berdasarkan ,Akad yang dibuat antara Bank
dengan pihaK yang menerima penyerahan piutang lstishna dan adanya pengaHhan piutang Istishna ifd
UdaK tnenlpengaruhi sarna sekaii pelaksanaan ke\tV8.iiban r~asaban sesuai dengan I~kad iot. Apab~a
pengeioJaan pefnbiayaan tidak dilakukan oleh Bank setetah plutang dialihkan, rnaka Bank wapb
nlemberitahukan adanya pengalihan piutang Istishna tersebut kepada Nasabah.
PASAl20
liri1BUL DAN BERAKHIRNYA HAK-HAK DAN KEVVAJIBAN
L Uaianl nal seJuruh utang lefah dliunaSi. Banr~ VV6jfb olenyerailKan kernba!1 serflua surat..surat dan dloU
do~~urnen-d()kunlenrnengenat A,PAFzTEMEt~~ serta surat-sfJrat bukti 'a~nnya yang disfnlpan atau dikuasai
... __ t. '. ..J_.
Octl tr·, r\t!~aUG .
a. r~asaban~
b PlnaK KehflR berdasarkan Surat Kuasa f~otarH:
c. Pernenang leJang eksekusl janlinan;
d. Pih~~ fern berda~~rk~n Penet~p~n eteu Putus~n Pengednan yeng berkekuat~n hUKum tetap; oteu
t=. p..Jl~l No~;at)arl ~
i-. Una n~t::n!nfJ,nai diHHct, tH:J~ dan f~e'tJajtt)annya t)eiEiifl Kepa(18 \f~'ar~ dan t.~ank berliaK untUt~
nleJnlni8 kepRda ahii w8risnY8 turunan akia ken1at~n yang diieg8Jis~- oJeh p6J8bat Rt8U instans; yang
L:erl;fencng rj~sarnp!ng sura! keterangarr hal< vvaris, a~Ja \NCisiat abu bu~·~ti-bu~·~ti fainnya; yang men urut





~~uasa ytH1Q dan ciIberJkan oletl riasat1an t1aJarn ran~Jf~a Akac satu kesatuen yang
i.8k t.:~rpis8r!~.Rn d8.d .~k8d ~n~, dan ~Jd8k d8pat dit8dk ~:EHnbBH ~:8rena s8b8b-sebab 8p8~)Ur jt~g8 yang dapa!
ly :selutUfi pernbaYBran utanf~ atau seOap i)aQ~8n eidfi
d~lakuk8n/d!aiam8tKan pada K.a.ntor Bank yang te!ah dltentuken
bersangt<u tan.
~S~iSnr;a ~K~;i sural rnenyurai IH3fUS
PfK!8 J8n1-J8rn ~.erj8 daIl Kantor yang
L~ Eerf1ua surat rnenyurat cian pernyataan tertuHs yang tHl1buJ C1ari dan bersurnc-er pacia ;~\Kad ird d~anggap
telan diserahkan dan diterima apabHa dikrimkan kepada :
d. Pihar~ Bank dengan alamat Kantor Cabang Syariah Bank yang bersang~~utan.
t), Nasat1ai'l def1Qan aianlat APAR iEfv1Ef\J atau aiarnat Kantor r'~8satlaf'1 yanQ tercanturn pada lorrnuhrpe~~rl~ohonanpernbiayaan atau alaolat yang tercantum pada Akad lill. ~ I
3. Kedua i}eiah pihak rnasfng< n18sing akan nletnbenlailuKeil ;;;ecara tertuiiS pseia Kesenlpatan pertama




(l.l Pe:aKsanaan a~,ad irH iunduk f~epada keterHuan perundang~un(janQ8n yang ber1aku di indoneSJ3 dan
ketentuan syariah yang beriaku bag; B.ANK
(2} /\pabifa c1!kemudian haif terJadi perseHsihan daf{1m penafsiran ate~l pe'a~:sanaan ketentuan-ketentuan dart
ohQd HH, rnaf\3 parCl pH1C\ sepakal untuK teriet)jh datiuiu rnenyetesafkan seCdra rnusyavvarah.
(J) Bilamana musyawarah sebagai dimaksud ayat (2) tidak men~~hasikan kata sepakat mengenai
penyetesaian persett~fhanl mar~a sernua sengreta yang tif11bUt dan akad in! akan di5etesaf~:;Jn dan
cHpu~u!:~ oleh Fenna(h~dn Aflarna rnenuru\ pe.raturan 8e]rllifHSifasi dan pr osedur pen~1~1dHan SDsrna \f8nQ
kAnutil~AnnVH 'll;:.;nnik;..:tl DAR A PH-iA~~ \/;:H.il hAr~An(1kAi SAhri(,(~l kp:nfthls~n hnflKHt f1Art::Jtrtri
.... -r 'loo- 'loo.:" ,J-- -- v··w~;o.\. .. ",' ,,. ft" -. f j _ ~""?' _. -"'···9 .. • ·: .. --""-"0"'''· It.....,; r" -"""._~ # ·~J • r·· __ , <t,.'••
(,1} Pl~.RJ-\ PH{~J< bersepakat memiHk tempat kediaman hukum yang tetap dan tidak berubah yaHu Kantor
KepanlteratHi pengaejlJan agarna Cl: Kota iernpai Kantor (:aban~j syanafi n,AJ~K b8rada.
PASAL24
LAfN-LAlri
en 5efTlua pernberilahuan tertuHs dan BAf'-J~\ dan sen1ua surat olenyurat antara B.Ar\jK dan t\lAS,i\BAr-i dafanl
nA!Ak~AnA~n ~kRrf ini mAonikAt nAn hAnl~ riitAAh t)fAh NA~AAAi-ii --.- - _~ ".. _ .. - ........ .•• v ••~ _ '" - -.~ _ " ,
(2) t~AS!~8Ali wapb memeHhara rekening Gro dan atau tabungan pad Bl\NK yang tunduk kepada syarat..
syarat UJT1Um peolbukuan rekening
(3) Apabiia Nasabah n)6lnpunyai hubungan rekening atau sinlpanan dengan j pada lembaga keuangan atau
fembogo f~inny~: NJ~Sl';B,\H w~iib mcngungk~pk~n ~ccaro penuh ~ctiep r~kening yong tt=f~h dibuke o'~h
r~,AS/l\BJ~H pada Jenlbaga keuangan atau lernbaga lainnya, yang rnerupakan syarat mUUa~~ yang harus
rl~)AnHhl ()j~h NAsARAi-f





fnenYUfai... r _~ t _, .. _ ...CCJdiB
derrH paSai aK~d trn>' telail ~1!b-aC~J
d~HI BANK , ,
(~)\ f~\kad ~n! merupakan b~~ian yang' ticH~kterpjsahkan dBJi eked vvaka!ah
Se~J,ala sesualu yan~j befurn(j~tur, atou perut)anan
berdasarkan kesepakatan bersama- antara B.AJ~K dan N.4S.L\B.b.h yang merupakan bag,an yang tldak
tsrpisahkan dart ar~ad ini
N)~S;AJ::tA,H irlenyarnpEHKan pernyataan t)erSe(j~3 rnBar~sanakan
tangkah-!angkah yang diferapkan o!eh Bi~f\jK daJam ra~gka pemenuhan ketentuan Bank Indonesia.
msngenai F~i1an(ing To Value pada SE Sf rJO. 15l40/Dr\Ftvi tanggs! 24 SeptBrnber 2013-11-14
{~} /·\1\8(j ~rH ffnHEH t)eriaku selak tanfJgai dHandaianganL






~epada seluruh nasabah & mitra kerja BTN -"d 1 ' .-'
Mengstahui dan MenyetuJui.
PASANGAN NASABAH
memberikan imbafan datam bentuk apzp,-""
paoawai & pejabat Bank BrN-, 8112 ;r-' •
pelanggaran sampaikan kepada \tJ8~, e'" \ - ~: 'J'
email diwbs.btn@btn.co.idataLJ HP 1\f:~811.:;_ ~5678.
..
, , •.• t
t
. . .i t., .
  
yA~~N KPR 8Tt~ if~DEr~T f8





AJarn8t ~~antor :JL, F/\Rf\-'ii\r~C) SEKIP lJTl\Rl\ C/\TUR TLJ~J(3(3l\L!
DI "({JG\~j\Ki\RTf\
Aiarnal rUtriEH) . JL SiSlf'~GArv1i;f\JGAF~~j}\ i'~O 52 Rl 2'1 RVV Of) B~~Or~TC)KUSUMAt~,
MERGANGSAN.YOGYAKARTA,DIYOGYAKARTA
: 3404074512730J08
Uafarn nat ifH benincjaK senuiH seba~lai VVaKil (Penenrna Kuasa), seJanjulnya disebut NfiLSABAH.
Seianjutnya BAf\JK dan NASA8AH bersama-san18 atau sendiri dalam kedudukan tersebut di atas tertebih dahulu
mensf30gkan hai~hai sebagai berikut
a. BAr~K daiarn rangKa pernt)jayaan S€C(.1ra pnnslp tnenlbeH rumatllbangunan berikul tanah dart
Pengembang/P~njuaJ berdasarkan p~sanan NASA8AH yang sudah memastikan kondJsi fisjk bangunan
rumahioangunan dan sarana prasarananya serta kelengkapan le-gaHtas da~umen KepemHlKan tanah dan
h B.i\.~it( dengan ;dJ.:R,j tnt nlernberi ~:uasa ~~ep8d2 f\iA.Sft~BJi.H untuk membeli dan menenn18 runlahibangunan
Jjl! P~jng;-="rnt:ing/PenJu2L --.
kin f}3i-n:i~ ibrS€;L}u~ '..1: 8;\r~~ ctii'"i r-L~Sl~.b.At-j d2nf~an in, sepaKai uniu;{ rnengikalKan din satu
dong~n IQinnYQ dQngQn ~y~n;d-f;YQrQt dQn kotontuQn-kotontlSQn ~QbQ9~jmQnQ }''4ng tOfCQntum dQtQm PQQQi-pQ~QI
Fasai1
LiaJarn P:kad \JVaKaiah in; yang dlrnaksud denQan ~
1. Dokumtln adalah akta-akta i SUf(~t-eurQt bUKti k~pQrniHkGH1 dQn gyrGtt hajnnyQ YQng mQrupQkGn bukti hQk QtQQ






dong3n akad fstishna unluk dJgunak(~H1 mRrnbeH rurnahlbanguP8t1 berikut tanah .dori







4. LU3S 8af1gunan dan 1anah
5. t'Jorna Ponacrntxlna/Pcnt1uul
v u_




: SHGB f\Jo. 00677 an, PT ADHI PERS/\Dl\ PROPERTI dan 1MB dafam
: 3/.06 m7 sernlQross (+1- 29.5 m~ nett)
~ PT J\DH! PERS/\DA PROPERTf
Pasal3
KETENTUAr~ BAG! BANK
b.ANK nl6nlDenr~an k.UdSd kepada r~ASABAH untUt~ rnenanda1anQani aKta juaf beH obyek waKaJan
·::~h::'('ioirri::::H1·::J n:ld~ P~c::)i ') dCina~n Peaf1t,oillh:::Hli';P·'ani. J<~t~ "~ ..... ~". -.:'! .._-!'} .. t·~t.~ r-·'-"'\·~-" , "t- .......... ~_4t L. \t. .• \.. ••• :......-.'-'4 •• t vI t~:J'-.t' •.....,"..... 'It" '\J' '1·_."...... ·
. , . . ..,.-, .. ."
fT1CLJr·lir,:Jn r~<J;r[CJY2fJn ZiTJS nJrgJ DCH rum:f1fOJngunan Kepaw
Pasal4
f~ETi:.N J·UAr~ 8.A.Gf j\JASABAH
Se!2!an
r\&~I·....·=a~·'l~i'\ ~··':::Y'.f:ii'h·:H' rn6r'."1Gn·j' j'lmi-:lh ti~t'\J-' \i·-::.rtl"'t \6i·:.i'h rl·:.n t-..~,tic- .....ih~\I·:H· rtioh MA~AQALJ Lron~ti-:1 CANLt'
;_" •• : ;~'wH~·_t'....!!! l~·...'t\"·-~Jn."~"u ~ q l".?~ ~~'A'J i~t J\{ffJl~tJ ...t ....H~ J ~!tt::i \·\' ....~t~ V~1t ny! ~l'" ~m"!~J\.-u VfvH t'.tr\VT"-wr~u J f\""~YY~ vnJ~t'
Gan ponyar3f1af1 aoKLHnen-C!oKumen yang t8rK~ln scnUDurJ3il acngan /\Kaa 1JVaKafan ffIr. .
L. f~.~SAD.J.\H n18niarOHi 8Kdn nle~aKsc~naKan kuasa yang GiLlBnKan 8.1\r~K dengan arnanah.
  
d~DaG8. dirneng8rt~ dan d~paharni serta i r
a~~3n dftetapkan berctasarkan kesepakata:!
8Ar~K cian r;.J~AS~~BAH dan tr!erupat~an bagi8n yang t~dak terpisahkan dari Akarj ~VaKaiah In..
~)" ,4kaci vVaka!ah ini dibuat rangkap 2 (dua)
r-JASABAH seteiah ditanoatangani.:bersama.






!\ t'rr 1\ F- It (")A -A\1\tA"TI \r\r-~ i K KrdV1 vi)
Keo~da seturuh nasabah & mltra kerJ3 BTN :".~
membArikan imbalan dalam bentuk a~r;;:;Lir • t·. " ~i
pao;jwai t pejabat Bank 8 TN", Slia te(i~ 11




(\ .~~~~.~.-~-'--\:'}"'/:7~~-- .-- '"/'~. .- /. .
/ ',---2?-----~~~~~--- -_. //
I
emaif di wbs.btn@btn.co.id atau HP ke 0811 ~ ....~5678.
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  · ------------------------------ PERJANJIAN PENYERAHAN JAMINAN --------------------------
-------------------------------------- DAN PEMBERIAN KUASA ------------------------------------
------------------------------------------- Nomor : 22/PPJ PK/2017 ----------------------------------
Pada hari ini, Jum'at tanggal dua puluh dua Desember dua ribu tujuh belas -------------
(22-12-2017)
Pukul 11.25 WIB (sebelas lebih dua puluh lima menit Waktu Indonesia Bagian
Barat);--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Menghadap kepada saya, , Sarjana Hukum,
Magister Hukum, Notaris di Sleman, dengan hadirnya para saksi yang telah dikenal
oleh saya, Notaris dan yang nama-namanya akan disebut pada akhir akta ini : --------
1. Nyonya A F , lahir di Yogyakarta pada tanggal 05-12-1973 (lima
Desember seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), Warga Negara Indonesia,
Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) , beralamat di Jalan Sisingamangaraja
Nomor 52 (lima puluh dua), Rukun Tetangga 021, Rukun Warga 006, Kelurahan
Brontokusuman, Kecamatan Mergangsan, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta. Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk
Kependudukan ---------------------------------------------------------
Pada saat ini berada di Sleman; ----------------------------------------------------------------
Dalam melakukan tindakan hukum ini telah mendapat persetujuan dari yang
menurut keterangannya adalah satu-satunya istrinya yang sah yaitu: ---------------
- Tuan M , lahir di Yogyakarta pada tanggal 20-05-
1971 (dua puluh Mei seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), Warga Negara
Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), beralamat sama dengan
istrinya tersebut di atas, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor
Induk Kependudukan -------------------------------------------------
  
Pada saat ini berada di Sleman. ----------------------------------------------------------------
--------------------------------------- PIHAK PERTAMA ------------------------------------------
2. Tuan SLAMET WAHYUDI, Kepala Cabang PT. BANK TABUNGAN NEGARA
(Persero) Tbk, Kantor Cabang Syariah Yogyakarta, berkantor di Jalan Faridan
Muridan Noto Nomor 10 (Sepuluh) Kotabaru, Gondokusuman, Yogyakarta, lahir
di Cirebon pada tanggal 07-05-1970 (tujuh Mei seribu sembilan ratus tujuh
puluh), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di
Bukit Cimanggu City Blok S-9D, Nomor 9, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga
014, Kelurahan Cibadak, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Provinsi Jawa
Barat. Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor ------------
Pada saat ini berada di Sleman. ---------------------------------------------------------------
Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut
berdasarkan Surat Keputusan Nomor 472/DIR/2016 tanggal 01-11- 2016 (satu
November dua ribu enam belas), sehingga berwenang dan bertindak untuk dan
atas nama serta sah mewakili PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk,
sesuai Akta Surat Kuasa Nomor 46, tanggal 15-02-2010 (lima belas Februari
dua ribu sepuluh), yang dibuat dihadapan Notaris SITI RAHYANA, Sarjana
Hukum, pengganti dari Notaris BANDORO Raden AYU MAHYASTOETI
NATONAGORO, Sarjana Hukum, dengan demikian sah bertindak untuk dan
atas nama PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk, sesuai dengan
Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor
51, tanggal 24-03-2015 (dua puluh empat Maret dua ribu lima belas), yang
dibuat oleh FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta yang
pemberitahuannya telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia, berdasarkan Surat Nomor AHU-AH.01.03-0926094, tanggal
21 April 2015, juncto Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang
2
  
Saham Tahunan Nomor 40 tanggal 12-04-2016 (dua belas April dua ribu enam
belas) yang pemberitahuannya telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia Berdasarkan Surat Nomor AHU-AH.01.03-
0039336, tanggal 12-04-2016 (dua belas April dua ribu enam belas), dengan
demikian berhak bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili PT. BANK
TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta dan berkantor
Pusat di Jalan Gajah Mada Nomor 1 (satu) Jakarta 10130.-----------------------------
----------------------------------------- PIHAK KEDUA -------------------------------------------
Para penghadap tersebut telah dikenal oleh saya, Notaris. ----------------------------
Para penghadap dalam kedudukannya tersebut di atas terlebih dahulu
menerangkan dan menyatakan sebagai berikut: ------------------------------------------
Bahwa PIHAK PERTAMA telah memperoleh fasilitas pembiayaan dari PIHAK
KEDUA berupa fasilitas pembiayaan Pembiayaan Pembelian Apartemen Taman
Melati Yogyakarta @Sinduadi dari Bank Tabungan Negara, sedemikian
berdasarkan Akad Pembiayaan KPR BTN Nomor 70406663 tanggal 22
Desember 201 7; ------------------------------------------------------------------------------------
Berikut perikatan-perikan lainnya yang diberikan oleh PIHAK KEDUA
dikemudian hari, maka dengan ini PIHAK PERTAMA Memberikan jaminan
dalam bentuk Perjanjian Penyerahan Jaminan dan Pemberian Kuasa. -------------
Untuk pemberian jaminan dalam bentuk perjanjian penyerahan Jaminan dan
Pemberian Kuasa oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA, maka Para
Pihak sepakat dan setuju dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut: --
----------------------------------------------- PASAL 1 --------------------------------------------
Dengan ini PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan dengan
ini PIHAK KEDUA menyatakan menerima barang-barang tersebut sabagai
jaminan, yaitu berupa: -----------------------------------------------------------------------------
3
  
~ 1 (satu) unit Satuan Rumah susun hunian Apartemen Taman Melati Yogyakarta
@Sinduadi, yang terletak di Lantai 09 (sembilan), unit 918, seluas kurang lebih
37,06 m2 (tiga puluh tujuh koma enam meter persegi) semigross, yang berdiri
diatas sebidang tanah yang tersebut pada Sertipikat Hak Guna Bangunan
Nomor 00677/Sinduadi, Surat Ukur tanggal 25-11-2015 (dua puluh lima
November dua ribu lima belas), Nomor 00698/SINDUADII2015, Luas 4.784 M2,
(empat ribu tujuh ratus delapan puluh empat), tercatat atas nama Perseroan
Terbatas Adhi Persada Properti Berkedudukan di Jakarta Selatan, yang terletak
di Desa Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kebupaten Sleman; -------------------------------
Yang akan diperoleh PIHAK PERTAMA berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual
Beli, yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup, tertanggal 30-10-2017 (tiga
puluh Oktober dua ribu tujuh belas), Nomor 14-1OITMY-SAR/PPJB/2017; ---------
yang aslinya telah diperlihatkan kepada saya Notaris, dan fotokopinya
dilekatkan pada minuta akta ini . ---------------------------------------------------------------
------------------------------------------- PASAL 2 --------------------------------------------------
Untuk pemberian jaminan tersebut pada Pasal 1 di atas, PIHAK PERTAMA telah
menyerahkan kepada PIHAK KEDUA, dan dengan ini PIHAK KEDUA
menyatakan telah menerima surat-surat yang berkaitan dengan bara'ng-barang
jaminan tersebut berupa: -------------------------------------------------------------------------
• Asli Perjanjian Pengikatan Jual Beli, yang dibuat dibawah tangan bermeterai
cukup, tertanggal30 Oktober 2017, Nomor 14-10ITMY-SAR/PPJB/2017 ------------
berikut dengan surat-surat yang lainnya yang berhubungan dengan 1 (satu) unit
Satuan Rumah susun hunian Apartemen Taman Melati Yogyakarta @Sinduadi,
yang terletak di Lantai 09 (sembilan), unit 918, seluas kurang lebih 37,06 m2 (tiga
puluh tujuh koma enam meter persegi) semigross, yang berdiri diatas sebidang
tanah yang tersebut pada Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00677/Sinduadi,
4
  
Surat Ukur tanggal 25-11-2015 (dua puluh lima November dua ribu lima belas),
Nomor 00698/SINDUADI/2015, Luas 4.784 M2, (empat ribu tujuh ratus delapan
puluh empat), tercatat atas nama Perseroan Terbatas Adhi Persada Properti
Berkedudukan di Jakarta Selatan, yang terletak di Desa Sinduadi, Kecamatan
Mlati, Kebupaten Sleman. dan selama barang-barang tersebut terikat sebagai
jaminan, maka surat-surat tersebut disimpan oleh PIHAK KEDUA. --------------------
------------------------------------------------------- PASAL 3 ----------------------------------------
PIHAK PERTAMA menjamin bahwa barang tersebut adalah benar-benar akan
menjadi hak miliknya, bebas dari sitaan oleh pihak manapun dan dalam bentuk
apapun serta tidak dijaminkan secara bagaimana kepada pihak lain dan PIHAK
PERTAMA menjamin bahwa PIHAK KEDUA tidak akan mendapat tuntutan atau
gugatan apapun dari Pihak lain yang menyatakan mempunyai hak atas objek
tersebut baik sebagai pemilik atau sebagai pemegang jaminan dan oleh karena
itu PIHAK KEDUA dibebaskan oleh PIHAK PERTAMA dari segala tuntutan atau
gugatan tersebut dan selanjutnya PIHAK PERTAMA membebaskan dan
mengambil alih segala tanggung jawab dalam bentuk apapun juga yang
dipertanggung jawabkan atau dibebankan kepada PIHAK KEDUA sebagai akibat
tuntutanatau 9ugatan tersebut. -----------------------------------------~------------------------
------------------------------------------ PASAL 4 ---------------------------------------------------
Bila PIHAK PERTAMA tidak memenuhi kewajibannya atau lalai membayar
kembali hutang dan kewajibannya kepada PIHAK KEDUA sebagaimana yang
ditentukan dalam syarat-syarat Akad Pembiayaan dan perikatan-perikatan lainnya
yang diberikan PIHAK KEDUA, PIHAK KEDUA berhak dan dengan ini diberi
kuasa, kuasa mana merupakan bagian yang terpenting dan tidak terpisahkan dari
perjanjian ini, dan oleh karena itu kuasa tersebut tidak dapat dicabut kembali dan
tidak akan berakhir karena sebab-sebab yang termaktub dalam Pasal 1813 Kitab
5
  
Undang-Undang Hukum Perdata, untuk menjual barang (barang-barang) tersebut
kepada siapapun juga, dan dengan harga serta menurut syarat-syarat yang
dianggap perlu guna melaksanakan penjualan tersebut tanpa tindakan yang
dikecualikan, antara lain tetapi tidak terbatas untuk: ---------------------
(1) Menentukan syarat-syarat penjualan, menentukan pembeli, menerima uang
pembayaran harga penjualan, memberikan tanda penerimaan uang,
menyerahkan apa yang dijual kepada yang berkepentingan dan selanjutnya
memperhitungkan hasil penjualan barang (barang-barang) tersebut untuk
melunasi hutang PIHAK PERTAMA berupa hutang pokok berikut bunga, bunga
tunggakan, denda kelebihan bank (overdracht) dan segala biaya (biaya-biaya)
lain yang dibebankan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA. --------------------
(2) Menghadap dimana perlu, baik instansi pemerintah maupun Swasta dan pejabat-
pejabatnya antara lain tetapi tidak terbatas kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah
(PPAT), Notaris, Kantor Lelang Negara, memberikan keterangan-keterangan,
menandatangani Surat-surat atau Akta-akta yang diperlukan. -------------------------
-------------------------------------------------------- PASAL 5 -------------------------------------
(1) Apabila PIHAK KEDUA akan melaksanakan penjualan barang (barang-barang)
yang diserahkan sebagai jaminan pembiayaan tersebut maka PIHAK PERTAMA
berjanji untuk melepaskan penguasaan atas barang (barang-barang) tersebut,
mengosongkan, serta menyerahkan kepada PIHAK KEDUA selambat-
lambatnya 30 (tiga puluh) hari seja~k tanggal Surat Pemberitahuan PIHAK
KEDUA kepada PIHAK PERTAMA untuk maksud penjualan barang (barang-
barang) tersebut; -----------------------------------------------------------------------------------
(2) Segala biaya yang timbul sehubungan dengan dan untuk pelaksanaan hal
tersebut sepenuhnya menjadi beban PIHAK PERTAMA dan tidak dapat
diperhitungkan dengan hasil penjualan barang (barang-barang) tersebut. ---------
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-------------------------------------------------- PASAL 6 -------------------------------------------
Apabila dari hasil penjualan barang (barang-barang) yang diserahkan sebagai
jaminan pembiayaan tersebut setelah diperhitungkan dengan hutang PIHAK
PERTAMA masih terdapat kelebihan, maka PIHAK KEDUA wajib untuk
mengembalikan kelebihan tersebut kepada PIHAK PERTAMA. -----------------------
-------------------------------------------------- PASAL 7 -------------------------------------------
Perjanjian Penyerahan Jaminan dan Pemberian Kuasa ini dengan sendirinya
berakhir apabila seluruh hutang PIHAK PERTAMA telah dilunasi yang dibuktikan
dengan tanda pelunasan yang diberikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK
PERTAMA. -------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------- PASAL 8 --------------------------------------------------
Apabila semua persyaratan untuk pelaksanaan penandatanganan Akta Jual Beli
dihadapan Pejabat Pembuat Akta .Tanah atas unit Apartemen Taman Melati
Yogyakarta @Sinduadi tersebut di atas telah terpenuhi, maka pelaksanaan
penandatanganan Akta Jual Beli akan dilakukan oleh Pihak Pertama dengan
Perseroan Terbatas Adhi Persada Properti dengan adanya kesepakatan atau
persetujuan dari Pihak Pertama dan Bank, melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah
yang akan ditunjukltentukan oleh Pihak Pertama dan Bank. ---------------------------
------------------------------------------- PASAL 9 --------------------------------------------------
(1) Untuk perjanjian ini dan segala akibatnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA
memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan
Pengadilan Negeri diSleman; ------------------------------------------------------------------
(2) Perjanjian ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak.
Para penghadap menyatakan dengan ini menjamin kebenaran identitas para
penghadap sesuai dengan tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris
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dan bertanggungjawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya para
penghadap juga menyatakan telah mengerti dan memahami akan isi akta ini. ----------
Akta ini diselesaikan pada pukul 11.40 WIB (sebelas lebih empat puluh menit Waktu
Indonesia Bagian Barat); -------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------- DEMIKlAN AKTA INI ---------------------------------
Dibuat untuk menjadi bukti yang sah, ditandatangani dan diresmikan di Sleman,
pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut pada awal akta ini dengan
dihadiri 0 Ieh : ----------------------------------------------------------------------------------------------
1. M , lahir di Klaten pada tanggal 14 Juni 1992,
Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di
Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten. Pemegang Kartu Tanda Penduduk
Nomor -------------------------------------------------------------------
2. A , lahir di Yogyakarta pada tanggal
20 Desember 1991, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pelajar/ Mahasiswa,
beralamat di Kelurahan Tegalrejo, Kecamatan Tegalrejo, Kota Yogyakarta.
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -----------------
Keduanya tersebut diatas adalah Pegawai Kantor Notaris, sebagai para saksi. Akta
ini sesudah saya, Notaris bacakan kepada para penghadap dan saksi saksi, maka
lalu ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. ----------------
Dikerjakan dengan 4 (empat) perubahan yaitu, 1 (satu) coretan tanpa penggantian
dan 3 (tiga) coretan dengan penggantian; ---------------------------------------------------------
Asli akta telah ditandatangani secukupnya; -------------------------------------------------------




------------------ PERJANJIAN BELl KEMBALI (BUY BACK GUARANTEE) --------------
---------------------------------------------------- ANTARA -----------------------------------------------
------------------------------------ PT. ADHI PERSADA PROPERTI -------------------------------
---------------------------------------------------- DENGAN ----------------------------------------------
------------------------- PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk --------------------
------------------------------------------------- Nomor : 23/PBKJ2017 --------------------------------
Pada hari ini, Selasa tanggal 23-12-2017 (dua puluh tiga Desember dua ribu tujuh
belas); Pukul 10.55 WIB (sepuluh lebih lima puluh lima menit Waktu Indonesia
Bagian Barat); ------~--------------------------------------------------------------------------------------
Menghadap kepada saya, Sarjana Hukum,
Magister Hukum, Notaris di Sleman dengan hadirnya para saksi yang sudah dikenal
oleh saya, Notaris dan yang nama-namanya akan disebut pada akhir akta ini : ---------
1. Tuan SLAMET WAHYUDI, Kepala Cabang PT. BANK TABUNGAN NEGARA
(Persero) Tbk, Kantor Cabang Syariah Yogyakarta, berkantor di Jalan Faridan
Muridan Noto Nomor 10 (Sepuluh) Kotabaru, Gondokusuman, Yogyakarta, lahir di
Cirebon pada tanggal 07-05-1970 (tujuh Mei seribu sembilan ratus tujuh puluh),
Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Bukit
Cimanggu City Blok S-9D, Nomor 9, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 014,
Kelurahan Cibadak, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat.
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3271060705700008;-------------------------
Pada saat ini berada di Sleman. ------------------------------------------------------------------
Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut
berdasarkan Surat Keputusan Nomor 472/DIR/2016 tanggal 01-11- 2016 (satu
November dua ribu enam belas), sehingga berwenang dan bertindak untuk dan
atas nama serta sah mewakili PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk,
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sesuai Akta Surat Kuasa Nomor 46, tanggal 15-02-2010 (lima belas Februari dua
ribu sepuluh), yang dibuat dihadapan Notaris SITI RAHYANA, Sarjana Hukum,
pengganti dari Notaris BANDORO Raden AYU MAHYASTOETI NATONAGORO,
Sarjana Hukum, dengan demikian sah bertindak untuk dan atas nama PT. BANK
TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk, sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor 51, tanggal 24-03-2015 (dua
puluh empat Maret dua ribu lima belas), yang dibuat oleh FATHIAH HELMI,
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta yang pemberitahuannya telah diterima oleh
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Surat
Nomor AHU-AH.01.03-0926094, tanggal 21 April 2015, juncto Akta Pernyataan
Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor 40 tanggal 12-04-
2016 (dua belas April dua ribu enam belas) yang pemberitahuannya telah diterima
oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Berdasarkan
Surat Nomor AHU-AH.01.03-0.039336, tanggal 12-04-2016 (dua belas April dua
ribu enam belas), dengan demikian berhak bertindak untuk dan atas nama serta
sah mewakili PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk, berkedudukan di
Jakarta dan berkantor Pusat di Jalan Gajah Mada Nomor 1 (satu) Jakarta 10130,
yang kemudian fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini; ----
Selanjutnya disebut : ------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------- PIHAK PERTAMAI PENJAMIN -----------------------------------
2. Perseroan Terbatas PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk, dalam hal
ini diwakili oleh Nyonya SITI SULISYATI, selaku Manager Perseroan Terbatas PT.
BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk, Cabang Yogyakarta, Warga Negara
Indonesia, Pekerjaan Karyawan BUMN, lahir di Ambarawa, pada tanggal 10-07-
1966 (sepuluh Juli seribu sembilan ratus sembilan puluh enam), Beralamat di
Penumping, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 002, Kelurahan Penumping,
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Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan
Nomor Induk Kependudukan : 3372015007660005; ----------------------------------------
Pada saat ini berada di Sleman; ------------------------------------------------------------------
Tersebut di atas berdasarkan Petikan Surat Keputusan Direksi Perseroan
Terbatas PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk. Nomor : 301/DIR/2012,
tertanggal 09-10-2012 (sembilan Oktober tahun dua ribu dua belas), dan Kuasa
nomor 30 (tiga puluh) tertanggal 18-10-2012 (delapan belas Oktober tahun dua
ribu dua belas), yang oleh karenanya bertindak selaku Kuasa untuk dan atas
nama serta sah mewakili Direksi dari dan sebagai demikian mewakili Perseroan
Terbatas PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk, berkedudukan di
Jakarta. --------------------------------------------------------------------------------------------------
Selanjutnya disebut : ------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------- PIHAK KEDUA I BANK -----------------------------------------
PENJAMIN dan BANK secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK
terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut : -----------------------------------------
>- Bahwa Perseroan Terbatas PT. ADHI PERSADA PROPERTI telah
mengajukan permohonan kepada PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero)
Tbk, Cabang Yogyakarta untuk penyediaan fasilitas kredit bagi masyarakat
yang berminat untuk membeli Unit Satuan Rumah Susun : ----------------------------
"APARTEMEN TAMAN MELATI" yang terletak di Lantai 09 {sembilan}, unit 918,
seluas kurang lebih 37,06 m2 (tiga puluh tujuh koma enam meter persegi)
semigross), yang berdiri diatas sebidang tanah yang tersebut pada Sertipikat
Hak Guna Bangunan Nomor 00677/Sinduadi, Surat Ukur tanggal 25-11-2015
(dua puluh lima November dua ribu lima belas), Nomor 00698/SINDUAD1/2015,
Luas 4.784 M2, (empat ribu tujuh ratus delapan puluh empat), tercatat atas
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nama Perseroan Terbatas Adhi Persada Properti Berkedudukan di Jakarta
Selatan, yang terletak di Desa Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kebupaten Sleman; -
);;> Bahwa PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk, Cabang Yogyakarta
bersedia memberikan fasilitas KPR (Kredit Kepemilikan Rumah) Indent kepada
konsumen APARTEMEN TAMAN MELATI yang terletak di Desa Sinduadi,
Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; ---
Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dalam tindakannya dalam akta ini
menyatakan : ----------------------------------------------------------------------------------------------
1. Bahwa dengan ini memberi jaminan kepada PT. BANK TABUNGAN NEGARA
(Persero) Tbk, Cabang Yogyakarta bahwa Perseroan Terbatas PT. ADHI
PERSADA PROPERTI berkedudukan di Jakarta Selatan, menyatakan siap dan
bersedia membeli kembali atas unit rumah susunl Apartemen yang dibeli oleh
konsumen pada perumahan yang mendapat fasilitas KPR (Kredit Kepemilikan
Rumah) Indent dari PT. BANK T~BUNGAN NEGARA (Persero) Tbk, Cabang
Yogyakarta apabila : -------------------------------------------------------------------------------
a. Pembangunan rumah tidak dapat diselesaikan 100% (seratus persen) atau
siap huni sesuai dengan batas waktu yang disepakati antara konsumen,
Pengembang, dan Bank Tabungan Negara; --------------------------------------------
b. Selama masa indent atau selama masa pembangunan rumah, debitur
menunggak angsuran sampai 3 (tiga) bulan berturut-turut atau kumulatif; ------
2. Bahwa kewajiban membeli kembali dengan cara melunasi seluruh kewajiban
debitur pada PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk dan dilakukan
paling lambat 2 (dua) bulan sejak dinyatakan debitur menunggak 3 (tiga) bulan
dan atau kesepakatan penyelesaian pembangunan rumah terlewati; ----------------
3. Bahwa jaminan pembelian kembali atau Buy Back Guarantee mempunyai masa
berlaku sampai dengan telah diserah terimakan bangunan dari Perseroan
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selaku pengembang Raumah susunl Apartemen kepada konsumen,
berdasarkan berita acara serah terima tanah dan bangunan serta Akta Jual Beli
dan Akta Pemberian Hak Tanggungan ditandatangani debitur; ------------------------
4. Bahwa dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul
diantara Para Pihak mengenai pelaksanaan dan atau penafsiran atas perjanjian
ini, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui jalan musyawarah dan
mufakat; -----------------------------------------------------------------------------------------------
5. Bahwa tentang perjanjian ini dan segala akibatnya, Para Pihak sepakat memilih
tempat kedudukan hukum yang umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Kabupaten SIeman; ----------------------------------------------------------------------
Para penghadap menyatakan menjamin kebenaran identitas para penghadap sesuai
dengan tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris dan
bertanggungjawab sepenuhnya atas hal tersebut. -----------------------------------------------
Akta ini diselesaikan pada pukul 11.05 WIB (sebelas lebih lima menit Waktu
Indonesia Bagian Barat); -------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------- DEMIKlAN AKTA INI --------------------------------------
Dibuat untuk menjadi bukti yang sah, ditandatangani dan diresmikan di Sleman,
pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut pada awal akta ini dengan
dihadiri 0 Ieh : ----------------------------------------------------------------------------------------------
1. M , lahir di Klaten pada tanggal 14 Juni 1992,
Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di
Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten. Pemegang Kartu Tanda Penduduk
Nomor -------------------------------------------------------------------
2. A , lahir di Yogyakarta pada tanggal
20 Desember 1991, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pelajarl Mahasiswa,
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beralamat di Kelurahan Tegalrejo, Kecamatan Tegalrejo, Kota Yogyakarta.
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -----------------
Keduanya tersebut diatas adalah Pegawai Kantor Notaris, sebagai para saksi. Akta
ini sesudah saya, Notaris bacakan kepada para penghadap dan saksi saksi, maka
lalu ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. -----------------
Dikerjakan dengan 4 (empat) perubahan yaitu, 1 (satu) coretan tanpa penggantian
dan 3 (tiga) coretan dengan penggantian; ------------------------------------------------------
Asli akta telah ditandatangani secukupnya; _
Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya dengan bunyi aslinya. --------------------
Notaris di Sleman,
6
